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BAB 1.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja
PD sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 272-273), Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 (Pasal 11) tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan
Kabupaten Demak merupakan dokumen perencanaan kerja yang
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan
kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Dinas Perhubungan
dalam periode tahun anggaran 2024. Rencana Kerja (Renja) OPD
yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode
satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis
(Renstra) OPD dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan,
yang dijadikan juga sebagai tolak ukur penilaian kinerja Dinas
Perhubungan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Dalam persiapan penyusunan Renja Dinas Perhubungan
dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi, menganalis
gambaran pelayanan Dinas Perhubungan untuk menentukan isu-
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan
sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan
berdasarkan review hasil evaluasi renja Dinas Perhubungan tahun
lalu berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan yang didasarkan pada

penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan




kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan
kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan

rancangan Renja Dinas Perhubungan, adalah sebagai berikut:

a. Berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan dan mengacu
pada rancangan awal RKPD;

b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Dinas Perhubungan
didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan
wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas
penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif urusan
Perhubungan;

c. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan bukan kegiatan yang
berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang
simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian
dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Dinas Perhubungan
didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan
wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas
penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif urusan

Perhubungan;

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan
Kabupaten Demak secara substansial penerjemahan dari visi, misi
dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2021-
2026. Rencana Kerja (Renja) OPD memuat kebijakan, tujuan,
sasaran, program, dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dokumen
rencana tahunan Perangkat Daerah. Rencana Kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Demak mempunyai arti penting dan
strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program
pembangunan tahunan Pemerintah Daerah. Renja Perangkat
Daerah merupakan masukan utama bagi dokumen RKPD, Renstra
Dinas Perhubungan dan RPJMD, serta selanjutnya sebagai
dokumen resmi Renja untuk proses penyusunan RKA Dinas
Perhubungan, KUA, PPAS, dan RAPBD mempunyai kedudukan

strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka




menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan
berfungsi menjabarkan Renstra (Rencana Strategis) ke dalam

rencana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

10.

11.

12.

Dasar hukum penyuunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 sebagai berikut :
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional,

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-
Demak-Grobogan, Kawasan  Purworejo-Wonosobo-Magelang-
Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata  Cara  Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah;




21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal,

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Demak;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-
2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-
2031;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018

tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;




30. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;

31. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak;

32. Peraturan Bupati Demak Nomor 77 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata
Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak;

33. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak
Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;

34. Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai
acuan pelaksanaan rencana kerja dalam kurun waktu satu
tahun yang berisi program kegiatan serta pendanaan Tahun
Anggaran 2024 yang dilaksanakan langsung oleh Dinas
Perhubungan Kabupaten Demak dengan dukungan pembiayaan dari
Pemerintah Kabupaten Demak.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak tahun 2024
adalah:

1. Menjadi pedoman Dinas Perhubungan dalam melaksanakan
program dan kegiatan tahun 2024;

2. Menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan dalam penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024;

3. Mendorong dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan
Perhubungan antar bidang dan antar tingkat pemerintahan;
Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan
terhadap alokasi sumber daya dalam pembangunan bidang

Perhubungan;




4. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan
sumberdaya secara  efesien, efektif, berkeadilan dan

berkelanjutan serta sebagai bahan evaluasi kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan
Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2024
disusun sesuai sistematika yang tercantum dalam Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rencangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan,
hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta
sistematika Renja PD
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Menguraikan tentang kondisi pelayanan Dinas
Perhubungan. Bab ini juga menguraikan evaluasi
pelaksanaan Renja 2022.
BAB Il Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Memuat tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional,
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah serta
Program dan Kegiatan
BAB IV  Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Memuat Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2024
beserta kerangka pendanaannya.
BAB V Penutup
Memuat catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana

tindak lanjut.




BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan perkiraan
capaian tahun berjalan tahun 2023, mengacu pada APBD tahun
berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat
Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian
target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun
sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu
pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau
realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;

Adapun uraian capaian kinerja program, kegiatan dan sub
kegiatan sesuai dengan target kinerja dalam perjanjian kinerja.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 Dinas
Perhubungan memiliki 2 Program dan 15 Kegiatan serta 26 Sub
Kegiatan dengan total angaran Rp.30.604.424.178,- dan
terealisasi Rp.29.766.554.415,- atau 97,26%. Adapun Review
hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu
pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau
realisasi APBD untuk Perangkat Daerah, secara rinci sebagai
berikut :

1. Program Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
Program ini mempunyai target 80%, alokasi anggaran

sebesar Rp 25.344.924.178,00 dan realisasi keuangan Rp




1)

24.524.895.048,00 (96,76%). Program ini memiliki 1 (satu)
indikator Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan
Evaluasi Perangkat yang ditindaklanjuti, yaitu Persentase
Ketersediaan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah selama 12 bulan dengan target 80%
terealisasi 98,82%, atau mencapai 100%.

Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2022
sebesar 100% disebabkan komitmen bersama Pejabat Eselon
II, Eselon Ill, Eselon IV dan Pejabat Sub Koordinator Dinas
Perhubungan Kabupaten Demak terkait dengan Time
Schedule pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan pada
Tahun Anggaran 2022.

Meskipun target tercapai, namun dalam pelaksanaan ada
beberapa permasalahan/hambatan dalam pencapaian target
kinerja, diantaranya adalah Pemerintah mengeluarkan
Peraturan terkait dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam
Negeri) yang dimana inti dari Peraturan tersebut Lembaga,
Kementerian dan Pemerintah Kota/ Kabupaten dalam
pelaksanaan  Pengadaan  Barang/ Jasa  diharuskan
mempunyai persentase Produk Dalam Negeri (PDN) yang
menyebabkan keterlambatan pengadaan barang/ jasa.

Strategi yang digunakan guna mengurangi hambatan di
masa mendatang adalah mempertahankan komitmen dan
lebih mengutamakan persentase Produk Dalam Negeri (PDN)
dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa.

Kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sejumlah 6 (enam)
Kegiatan dengan 6 Indikator antara lain Kegiatan:
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran Rp 4.837.102.361 dengan realisasi
pelaksanaan program sebesar Rp 4.194.688.870 atau




2)

3)

mencapai 86,72%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja
Jumlah Laporan Keuangan dengan realisasi 100% dari target
100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah, dalam pelaksanaan kegiatan
berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan/ hambatan
pada kegiatan tersebut. Untuk upaya mempertahankan
kesesuaian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Demak
membuat inovasi dan koordinasi internal pengelola kegiatan,
program dan keuangan terkait dengan penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa penyediaan
gaji dan tunjangan ASN serta penyediaan administrasi
pelaksanaan tugas ASN Dinas Perhubungan Kabupaten
Demak.

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi anggaran Rp 168.580.000 dengan realisasi
pelaksanaan program sebesar Rp 166.990.220,00 atau
mencapai 99,06%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja
Administrasi Kepegawaian Yang Terpenuhi dengan realisasi
100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah, dalam pelaksanaan kegiatan
berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan/ hambatan
pada kegiatan tersebut. Untuk upaya mempertahankan
kesesuaian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Demak
membuat inovasi dan koordinasi internal pengelola kegiatan,
program dan keuangan terkait dengan penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa Peningkatan
disiplin pegawai dengan mengadakan capacity building agar
membangun  keterampilan (skills) dan  kemampuan
(capabilities), seperti kepemimpinan, manajemen, keuangan
dan pencarian dana, program dan evaluasi, supaya
pembangunan organisasi efektif dan berkelanjutan seluruh
pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran Rp 278.169.865 dengan realisasi
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4)

pelaksanaan program sebesar Rp 266.865.335,00 atau
mencapai 95,94%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja
Administrasi Umum Yang Terpenuhi dengan realisasi 100%
dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Administrasi
Umum Perangkat Daerah, dalam pelaksanaan kegiatan
berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan/ hambatan
pada kegiatan tersebut. Untuk upaya mempertahankan
kesesuaian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Demak
membuat inovasi dan koordinasi internal pengelola kegiatan,
program dan keuangan terkait dengan penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa penyediaan
komponen instalasi listrik/ penerangan kantor, penyediaan
peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan
rumah tangga kantor, penyediaan barang cetak dan
penggandaan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan
konsultasi SKPD.

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Alokasi anggaran Rp 8.000.000,00 dengan realisasi
pelaksanaan program sebesar Rp 7.800.000,00 atau mencapai
97,50%. Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah BMD Yang
Disediakan dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga
capaiannya sebesar 100%.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dalam
pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan tidak ada
permasalahan/ hambatan pada kegiatan tersebut. Untuk
upaya mempertahankan  kesesuaian  tersebut Dinas
Perhubungan Kabupaten Demak membuat inovasi dan
koordinasi internal pengelola kegiatan, program dan keuangan
terkait dengan penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa pengadaan
Barang Milik Daerah berupa Dispenser yang akan
dimanfaatkan penunjang kinerja pegawai Dinas Perhubungan

Kabupaten Demak.
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S)

6)

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran Rp 19.599.462.902,00 dengan realisasi
pelaksanaan program sebesar Rp 19.447.861.023,00 atau
mencapai 99,23%. Kegiatan ini memiliki indikator Jasa
Penunjang Urusan Yang Tersedia dengan realisasi 100% dari
target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dalam pelaksanaan
kegiatan berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan/
hambatan pada  kegiatan  tersebut. Untuk  upaya
mempertahankan kesesuaian tersebut Dinas Perhubungan
Kabupaten Demak membuat inovasi dan koordinasi internal
pengelola kegiatan, program dan keuangan terkait dengan
penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa penyediaan
Jasa Surat Menyurat yang ditujukan kepada Lembaga,
Kementerian, Pemerintah Kota/ Kabupaten, dan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk
menunjang kegiatan pada Kantor Dinas Perhubungan
Kabupaten Demak.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran Rp 453.609.050,00 dengan realisasi
pelaksanaan program sebesar Rp 440.689.600,00 atau
mencapai 97,15%. Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah
BMD Yang Terpelihara dengan realisasi 100% dari target
100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dalam pelaksanaan
kegiatan berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan/
hambatan  pada  kegiatan  tersebut. Untuk  upaya
mempertahankan kesesuaian tersebut Dinas Perhubungan
Kabupaten Demak membuat inovasi dan koordinasi internal
pengelola kegiatan, program dan keuangan terkait dengan
penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa Pemeliharaan

12




Barang Milik Daerah terutama barang berupa gedung,
kendaraan dan peralatan mesin lainnya seperti penyediaan
jasa pemeliharaan, Biaya Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau lapangan, Pemeliharaan peralatan dan
mesin lainnya serta pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor
dan bangunan lainnya.

. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Alokasi anggaran sebesar Rp 5.259.500.000,00 dan
realisasi keuangan Rp 5.241.659.367,00 (99,66%). Program ini
memiliki 1 indikator Kinerja Program dengan tingkat capaian
sangat tinggi, yaitu Persentase transportasi dan perhubungan
darat terlayani realisasi 100% dari target 100% sehingga
persentase capaian sebesar 100%.

Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2022
sebesar 100% disebabkan adanya persiapan pelaksanaan
kegiatan yang sudah sesuai dengan Time Schedule pada
masing - masing Bidang, sering melaksanakan koordinasi
dengan Dinas terkait dengan kegiatan yang akan
dilaksanakan, serta melakukan percepatan Pengadaan Barang
dan Jasa sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi pada masing
- masing kegiatan.

Berkaitan dengan tercapainya target, namun dalam
pelaksanaan ada beberapa permasalahan/hambatan dalam
pencapaian target kinerja, diantaranya adalah dengan adanya
Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai TKDN
(Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang mengharuskan
Lembaga, Kementerian, Pemerintah Kota/ Kabupaten untuk
pengadaan barang harus dilengkapi dengan nilai Produk
Dalam Negeri (PDN) kurang lebih 30%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan
Kabupaten Demak mengalami hambatan dalam
melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa yang mengharuskan
dalam pengadaan dilengkapi dengan nilai Produk Dalam
Negeri (PDN), dimana masih banyaknya Penyedia Jasa yang
belum mendaftarkan produk tersebut pada Kementerian

Perindustrian.
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Strategi yang digunakan guna mengurangi hambatan di
masa mendatang adalah perhitungan kandungan persentase
Produk Dalam Negeri (PDN) Pengadaan Barang/ Jasa harus
ditangani lebih awal, agar dalam pelaksanaan kegiatan
nantinya berjalan sesuai dengan Time Schedule.

Manfaat Penyelenggaraan Program Penyelenggaraan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan yaitu meningkatkan transportasi
yang berkelanjutan, terkonektivitas, efektif, aman, nyaman,

dan selamat.

Kegiatan yang mendukung Program Penyelenggaraan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sejumlah 9 (sembilan)
Kegiatan dengan 9 (Sembilan) Indikator antara lain:
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten /
Kota

Alokasi anggaran Rp 20.000.000,00 dengan realisasi
pelaksanaan program sebesar Rp 19.854.000,00 atau
mencapai 99,27%. Kegiatan ini memiliki indikator Dokumen
pengelolaan jaringan transportasi dan Lalu Lintas Jalan
tersedia dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga
capaiannya sebesar 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota
Sumber Daya Manusia (SDM)/ Personil yang terbatas untuk
melaksanakan Survey Lalu Lintas pada ruas jalan Kabupaten
yang sudah ditentukan, serta peralatan yang digunakan
sudah mengalami penyusutan fungsi. Upaya mengatasinya
menurunkan semua Sumber Daya Manusia (SDM)/ Personil
yang berapa pada seksi tersebut untuk melaksanakan survey
Lalu Lintas agar mempunyai hasil yang efektif, dan
menggunakan peralatan yang seadanya.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa survey
identifikasi timbulnya tarikan dan bangkitan transportasi
pada suatu ruas jalan Kabupaten yang nantinya akan
dijadikan sebagai data dukung kajian terkait dengan
pertumbuhan dan simpul transportasi pada suatu daerah/

ruas jalan, yang mana akan menjadi pertumbuhan ekonomi

14




2)

3)

dan memudahkan konektifitas pengguna jalan yang akan
melalui khususnya angkutan umum.
Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran Rp 4.165.000.000,00 dengan realisasi
pelaksanaan program sebesar Rp 4.156.932.447,00 atau
mencapai 99,88%. Kegiatan ini memiliki indikator Persentase
sarana perlengkapan dalam kondisi baik dengan realisasi
100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan
Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota
terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa yang pada
pertengahan  tahun = anggaran  berjalan. Pemerintah
mengeluarkan Peraturan terkait dengan TKDN (Tingkat
Komponen Dalam Negeri) yang dimana inti dari Peraturan
tersebut Lembaga, Kementerian dan Pemerintah Kota/
Kabupaten dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa
diharuskan mempunyai persentase Produk Dalam Negeri
(PDN) yang menyebabkan keterlambatan pengadaan barang/
jasa.

Upaya mengatasi dalam pembuatan rencana anggaran
biaya pengadaan barang/ jasa dilengkapi dengan persentase
nilai Produk Dalam Negeri (PDN) yang dikeluarkan pada
website Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. serta
terkendala terkait dengan cuaca pada pertengahan tahun
hingga akhir tahun, dikarenakan adanya pekerjaan konstruksi
dan pengecatan marka jalan yang membutuhkan waktu yang
cukup lama dalam proses pengeringan beton dan marka jalan
yang disebabkan curah hujan tinggi tersebut.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa Pengadaan dan
Pemasangan Penerangan Jalan Umum, Pemeliharaan Lampu
Penerangan Jalan Umum, Pemeliharaan Kamera CCTV
pemantauan arus lalu lintas jalan, Pengadaan dan Pengecatan
Marka Jalan dan Pemeliharaan APILL dan Warning Light.
Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan
fasilitas parkir

Alokasi anggaran Rp 120.000.000,00 dengan realisasi
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pelaksanaan program sebesar Rp 119.204.800,00 atau
mencapai 99,34%. Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah
Penerbitan izin dan fasilitas parkir terlaksana dengan realisasi
100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Penerbitan izin
penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, dalam
pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan tidak ada
permasalahan/ hambatan pada kegiatan tersebut. Untuk
upaya mempertahankan  kesesuaian  tersebut Dinas
Perhubungan Kabupaten Demak membuat inovasi dan
koordinasi internal pengelola kegiatan, program dan keuangan
terkait dengan penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa Fasilitasi
Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik yang nantinya akan meningkatkan PAD
Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Alokasi anggaran Rp 274.000.000,00 dengan realisasi
pelaksanaan program sebesar Rp 273.559.270,00 atau
mencapai 99,84%. Kegiatan ini memiliki indikator Persentase
uji KIR angkutan umum dengan realisasi 100% dari target
100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor, dalam pelaksanaan kegiatan berjalan
dengan baik dan tidak ada permasalahan/ hambatan pada
kegiatan tersebut. Untuk upaya mempertahankan kesesuaian
tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Demak membuat
inovasi dan koordinasi internal pengelola kegiatan, program
dan keuangan terkait dengan penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa Registrasi
Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor,
Penyediaan Kartu Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan
Bermotor, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana berupa

kalibrasi dan pemeliharaan alat uji beserta Gedung Uji.

16




S)

6)

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk
Jaringan jalan Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran Rp 45.000.000,00 dengan realisasi
pelaksanaan program sebesar Rp 44.097.600,00 atau
mencapai 97,99%. Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Terlaksana dengan
realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar
100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk
Jaringan jalan Kabupaten/Kota terkait dengan Pengadaan
Barang dan Jasa yang pada pertengahan tahun anggaran
berjalan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan terkait dengan
TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang dimana inti dari
Peraturan tersebut Lembaga, Kementerian dan Pemerintah
Kota/ Kabupaten dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa diharuskan mempunyai persentase Produk Dalam Negeri
(PDN) yang menyebabkan keterlambatan pengadaan barang/
jasa.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa Pengadaan,
Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan
Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
guna mendukung keamanan, kenyamanan, dan keselamatan
pengguna jalan.

Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
untuk Jalan Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran Rp 10.000.000,00 dengan realisasi
pelaksanaan program sebesar Rp 8.679.500,00 atau mencapai
86,80%. Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah andalalin
tersedia (Dengan Satuan:Bulan) dengan realisasi 100% dari
target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
untuk Jalan Kabupaten/Kota adalah Andalalin (Analisis
Dampak Lalu Lintas) kini telah menjadi bagian yang penting

dalam kebijakan pengelolaan kawasan suatu daerah.
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Andalalin merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh
pemerintah kota/kabupaten guna mengendalikan dampak
yang ditimbulkan oleh pembangunan terhadap lalu lintas di
sekitarnya.Semakin berkembangnya pembangunan baik
pembangunan infrastruktur, kawasan perumahan, pusat
perbelanjaan (mall), pertokoan serta perhotelan, secara
langsung pembangunan ini pasti akan menimbulkan potensi
adanya perjalanan tambahan pada saat bangunan tersebut
terbangun, sehingga mempunyai pengaruh atau dampak
terhadap kondisi lalu lintas di sekitarnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan
sebagai Dinas Teknis yang menangani terkait Andalalin
tersebut, pada tahun 2022 tidak banyak pertumbuhan
pengembangan yang berada pada ruas jalan Kabupaten,
sehingga Anggaran yang disediakan tidak terserap dengan
maksimal. Upaya mengatasi permasalahan tersebut, Dinas
Perhubungan serta Instansi terkait seperti Dinputaru dan
Kepolisian Kabupaten Demak mengadakan koordinasi
bersama mengenai Sosialisasi Pentingnya andalalin dalam
pelaksanaan pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan
tarikan transportasi pada daerah terdampak pembangunan
tersebut.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa Koordinasi dan
Sinkronisasi penilaian dokumen hasil andalalin yang
dilaksanakan oleh pihak konsultan terhadap kesesuaian
dokumen dan lapangan bersama dengan Dinas Teknis lainnya
seperti DINPUTARU dan Kepolisian Kabupaten Demak untuk
melakukan evaluasi kegiatan andalalin tersebut.

Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Alokasi anggaran Rp 265.500.000,00 dengan realisasi
pelaksanaan program sebesar Rp 265.458.000,00 atau
mencapai 99,98%. Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan tersedia
dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya
sebesar 100%.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Audit dan Inspeksi
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Keselamatan LLAJ di Jalan, dalam pelaksanaan kegiatan
berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan/ hambatan
pada kegiatan tersebut. Untuk upaya mempertahankan
kesesuaian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Demak
membuat inovasi dan koordinasi internal pengelola kegiatan,
program dan keuangan terkait dengan penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa Pelaksanaan
Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal, serta Pelaksanaan
Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen
Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang
dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran Rp 30.000.000,00 dengan realisasi
pelaksanaan program sebesar Rp 29.998.750,00 atau
mencapai 100%. Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah
Penyedian Angkutan Umum dengan realisasi 100% dari target
100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Penyediaan
Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau
Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota,
dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan tidak
ada permasalahan/ hambatan pada kegiatan tersebut. Untuk
upaya mempertahankan  kesesuaian  tersebut Dinas
Perhubungan Kabupaten Demak membuat inovasi dan
koordinasi internal pengelola kegiatan, program dan keuangan
terkait dengan penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa Pengendalian
dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota.

Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan
Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran Rp 330.000.000,00 dengan realisasi

pelaksanaan program sebesar Rp 323.875.000,00 atau

mencapai  98,14%. Kegiatan ini memiliki indikator
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Terlayaninya jaringan trayek angkutan perkotaan dengan
realisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar
100%.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Penetapan Rencana
Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaan kegiatan berjalan
dengan baik dan tidak ada permasalahan/ hambatan pada
kegiatan tersebut. Untuk upaya mempertahankan kesesuaian
tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Demak membuat
inovasi dan koordinasi internal pengelola kegiatan, program
dan keuangan terkait dengan penyerapan anggaran.

Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa Penetapan
Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek
Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang di
dalamnya.

Sehubungan dengan target, capaian dan realisasi pelaksanaan
kegiatan program yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Perhubungan Kabupaten Demak berupa Tabel 2.1 yang berupa
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

sebagai berikut:
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Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah danPencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Tahun 2022

Kabupaten Demak

Lembar : 1

T.a rggt Realisasi Target Realisasi Kinerja Renja Tahun Reahs:a ol oIy, ity
Kinerja . Akhir Renstra 2021 -
. . ; Kinerja 2022
Uraian/ Bidang Urusan . L Akhir . 2026
. Indikator Kinerja Sampai
Kode Pemerintahan Daerah dan [T Renstra Denean Tinekat
Program/ Kegiatan g g 2021 - 2026 & Target . Tingkat Realisasi &4
Tahun Realisasi : Capaian
(Tahun 2021 Tahun Tahun 2022 Capaian (&) s/d Tahun o el Telr
2026) 2022 Tahun 2022 2026
2026 (%)
1 2 3 4 S 6 7 8=(7/6) 9 = (5+7) 10 = (9/4)
Persentase rekomendasi
. hasil monitoring dan
02 | 15| 00 Program Peunjang Urusan evaluasi Perangkat 100 % 100 80,00 80,00 80,00
Pemerintah Daerah & 0 ¢ ’ ’ 180,00 180,00
Daerah yang
ditindaklanjuti
Perencanaan dan evaluasi
02| 15|01 kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen tersedia =
(PD)
Administrasi Keuangan
02| 15|01 |2 |02 Jumlah laporan keuangan | 2 Laporan 2,00 2,00 2,00 100,00 4,00 2,00
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan | Jumlah Gaji dan
02]15]01(2]02|01 y / . . ! 12 Bulan 12,00 12,00 12,00 100,00 24,00 2,00
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
0211510112102 02 Penyediaan Administrasi | Jml tenaga pegawai non 470 4700 47 00 47 00 100.00 94.00 5.00
Pelaksanaan Tugas ASN PNS tersedia rang ’ ’ ’ ’ ’ ’
Administrasi Kepegawaian | Jumlah administrasi
02| 15|01 (2|05 2o . 1 Laporan 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 2,00
Perangkat Daerah Kepegawaian yang
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T.a rggt Realisasi Target Realisasi Kinerja Renja Tahun Reahsg S Gy re) hoge
Kinerja . Akhir Renstra 2021 -
. . ; Kinerja 2022
Uraian/ Bidang Urusan . L Akhir . 2026
. Indikator Kinerja Sampai
Kode Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan Renstra Denoan Tinokat
Program/ Kegiatan g g 2021 - 2026 g Target . Tingkat Realisasi 4
Tahun Realisasi ; Capaian
(Tahun 2021 Tahun Tahun 2022 Capaian (&) s/d Tahun ol Tel
2026) 2022 Tahun 2022 2026
2026 (%)
1 2 3 4 S 6 7 8 =(7/6) 9 = (5+7) 10 = (9/4)
terpenuhi
Peningkatan Sarana .
Jml SDM egawai
02| 15|01 |2|05]|01 |dan Prasarana . PeEaWal | g4 orang 84,00 84,00 84,00 100,00 168,00 2,00
. . meningkat
Disiplin Pegawai
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah akaian  dinas
02| 15|01 |2 |05 02| Beserta Atribut 1P 84 Orang ; 84,00 - ; 84,00 1,00
yang disediakan
Kelengkapannya
Administrasi Umum | Jumlah Administrasi
02| 15|01 |2 |06 . S Laporan 5,00 5,00 5,00 100,00 10,00 2,00
Perangkat Daerah umum yang terpenuhi
jumlah K
Penyediaan Komponen jumia . omponen
Instalasi Instalasi
021501 (2|06 |01 | . . Listrik /Penerangan 228 Alat 228,00 228,00 228,00 100,00 456,00 2,00
Listrik /Penerangan
Baneunan Kantor Bangunan Kantor yang
g disediakan
. Jumlah Peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan .
021 15]01|2 |06 |02 Perlengkapan Kantor yang | 6.454 Jenis 6.454,00 6.454,00 6.454,00 100,00 12.908,00 2,00
Perlengkapan Kantor .1
disediakan
P di Peralat Jumlah Peralatan R h
02| 15|01 |2 06|03 | cryeciaan cralatan | Juiman reraatan Buma 1 Paket 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 2,00
Rumah Tangga Tangga yang disediakan
Penyediaan Bahan | Jumlah bahan logistik
02| 15101120604 Logistik Kantor tersedia ) ) ) ) ) ) )
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Target . s . Realisasi Capaian Target
e Reghsgm Target Realisasi Kinerja Renja Tahun Akhir Renstra 2021 -
. . ; Kinerja 2022
Uraian/ Bidang Urusan . L Akhir . 2026
. Indikator Kinerja Sampai
Kode Pemerintahan Daerah dan T—— Renstra Denean Tinekat
Program/ Kegiatan g g 2021 - 2026 g Target . Tingkat Realisasi 4
Tahun Realisasi : Capaian
(Tahun 2021 Tahun Tahun 2022 Capaian (&) s/d Tahun ol Tel
2026) 2022 Tahun 2022 2026
2026 (%)
1 2 3 4 S 6 7 8=(7/6) 9 = (5+7) 10 = (9/4)
Penvediaan Baran jumlah barang cetakan 03.590
02| 15|01 20605 ’ &|dan penggandaan yang| 20% 203.590,00 | 203.590,00 | 203.590,00 100,00 | 407.180,00 2,00
Cetakan dan Penggandaan .1 Lembar
disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah rapat yang diikuti
02| 15| 01| 2|06 |09 | Koordinasi dan Konsultasi ' rapat yang 402 402,00 402,00 402,00 100,00 804,00 2,00
dan diselenggarakan Perjalanan
SKPD
Penatausahaan Arsip | Jumlah Arsip Dinamis
2 | 151011210610 Dinamis pada SKPD yang tertata ) ) ) ) ) ) )
Dukungan  Pelaksanaan
Sistem Pemerintahan | Jumlah aplikasi
0211510112106 | 11| 5. pasis Elektronik pada | elektronik yang berfungsi ) ) ) ) ) ) )
SKPD
Pengadaan Barang Milik
02|15 |01 |2 |07 Daerah Penunjang Urusan Jl.'lmlah ELE Yang | 1 Dokumen 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 2,00
. diadakan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan
02|15 |01 |2 |07]| 01| Perorangan Dinas atau - - - - - - -
Kendaraan Dinas Jabatan
Pengadaan Kendaraan | Jumlah Kendaraan Dinas
02 |15 |01 |2 |07 ]| 02| Dinas Operasional atau | Operasional atau - - - - - - -
Lapangan Lapangan yang diadakan
02|15 |01 |2 |07 |05 | Pengadaan Mebel - - - - - - -
02 |15 |01 | 2 | 07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan | jumlah  Peralatan = dan | 5, 12,00 7,00 7,00 100,00 19,00 2,71
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang
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T.a rge:t Realisasi Target Realisasi Kinerja Renja Tahun Reahsg S (oo eba) g
Kinerja . Akhir Renstra 2021 -
. . ; Kinerja 2022
Uraian/ Bidang Urusan . L Akhir . 2026
. Indikator Kinerja Sampai
Kode Pemerintahan Daerah dan T—— Renstra Denean Tinekat
Program/ Kegiatan g g 2021 - 2026 g Target . Tingkat Realisasi 4
Tahun Realisasi : Capaian
(Tahun 2021 Tahun Tahun 2022 Capaian (&) s/d Tahun ol Tel
2026) 2022 Tahun 2022 2026 o
2026 (%)
1 2 3 4 S 6 7 8=(7/6) 9 = (5+7) 10 = (9/4)
diadakan
0211501120707 Pengadaan Aset Tetap | Jumlah aset tetap ) ) ) ) ) ) )
Lainnya laiinnya tersedia
0211501120709 Pengadaan Gedung Kantor ) ) ) ) ) ) )
atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan
Pengadaan  Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
02 |15 |01 |2 |07 ] 10 | Prasarana Gedung Kantor g ¥ - - - - - - -
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya
yang diadakan
Femee iz Jasa Jumlah Jasa Penunjan
0215|012 ]o08 Penunjang Urusan | g 20 <%0 o diaJ € | 2 Dokumen 2 2,00 2,00 100,00 4,00 2,00
Pemerintahan Daerah yang
Penyediaan Jasa Surat | Jumlah surat yang .
0215|012 |08]|01 Menyurat terkirim 700 Keping - 700,00 700,00 100,00 1.400,00 2,00
Penyediaan Jasa ‘ligrrrrllilarﬁkasi sumfe};zzaz
02|15 |01 |2 | 08| 02| Komunikasi, Sumber | . T Y 12 Bulan 12 12,00 12,00 100,00 24,00 2,00
Daya Air dan Listrik air ~ dan - listrik  yang
terpenuhi
Pemeliharaan Barang
0215|012 |09 WS Deemin ey | Jumlan - BND 5ERE | 5wy 2,00 2,00 2,00 100,00 4,00 2,00
Urusan Pemerintahan | terpeliharan
Daerah
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T.a rge:t Realisasi Target Realisasi Kinerja Renja Tahun Reahsg S (oo eba) g
Kinerja . Akhir Renstra 2021 -
. . ; Kinerja 2022
Uraian/ Bidang Urusan . L Akhir . 2026
. Indikator Kinerja Sampai
Kode Pemerintahan Daerah dan T—— Renstra Denean Tinekat
Program/ Kegiatan g g 2021 - 2026 g Target . Tingkat Realisasi 4
Tahun Realisasi : Capaian
(Tahun 2021 Tahun Tahun 2022 Capaian (&) s/d Tahun ol Tel
2026) 2022 Tahun 2022 2026
2026 (%)
1 2 3 4 S 6 7 8=(7/6) 9 = (5+7) 10 = (9/4)
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
. . Jumlah kendaraan
Pemeliharaan, dan Pajak . .
02150120901 perorangan dinas/jabatan - - - - - - -
Kendaraan Perorangan ane terpelihara
Dinas atau Kendaraan |52 8 P
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya .
Pemeliharaan, Pajak dan Jumlah kendaraan dinas
02|15 ]01|2 |09 |02 . ’ operasional/lapangan 18 Unit 17,00 18,00 18,00 100,00 36,00 2,00
Perizinan Kendaraan ane terpelihara
Dinas Operasional atau yang tetp
Lapangan
Penyediaan Jasa
02115 01l2 10903 Pemel}haraan, Biaya Jumlgh Alat Besar yang } ) ) } } ) )
Pemeliharaan dan | terpelihara
Perizinan Alat Besar
02 |15 | 01 |2 | 09 | 0 | Pemeliharaan  Peralatan | Jumlah peralatan/mesin | 55 5 25,00 25,00 25,00 1,00 50,00 2,00
dan Mesin Lainnya yang terpelihara
02115 01l2 10907 Pgmehharaan aset tetap Jumlgh aset tetap } ) _ ) _ _
lainya terpelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumlah
02|15 |01 |2 09|09 | Gedung Kantor dan | gedung/bangunan yang 4 Paket 4,00 4,00 4,00 100,00 8,00 2,00
Bangunan Lainnya direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumlah Sarana dan
0215|012 |09]| 11| Sarana dan Prasarana | Prasarana - - - - - - -
Gedung Kantor atau | gedung/bangunan  yang
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T.a rggt Realisasi Target Realisasi Kinerja Renja Tahun Reahsg S Gy re) hoge
Kinerja . Akhir Renstra 2021 -
. . ; Kinerja 2022
Uraian/ Bidang Urusan . L Akhir . 2026
. Indikator Kinerja Sampai
Kode Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan Renstra Denoan Tinokat
Program/ Kegiatan g g 2021 - 2026 g Target . Tingkat Realisasi 4
Tahun Realisasi ; Capaian
(Tahun 2021 Tahun Tahun 2022 Capaian (&) s/d Tahun ol Tel
2026) 2022 Tahun 2022 2026
2026 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 = (5+7) 10 = (9/4)
Bangunan Lainnya direhabilitasi
PROGRAM Persentase sarana dan
02 | 15 | 02 PENYELENGGARAAN prasarana perhubungan 100% 100,00 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00
LALU LINTAS DAN dalam kondisi baik
ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Penetapan Rencana Induk J:rrfﬂgglaan ]?J(;li?énzg
0215|02|2 |01 Jaringan LLAJ | PEP8 . g 1 Dokumen 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 2,00
transportasi dan LLAJ
Kabupaten/Kota .
tersedia
Jml dokumen
Pelaksanaan Penyusunan erencanaan  (Tattralok)
021502 |2 |01]|01]| Rencana Induk Jaringan p 2 Paket 2,00 2,00 2,00 100,00 4.00 2,00
dan angka kecelakaan
LLAJ Kabupaten/Kota .
tersedia
Penyediaan Perlengkapan | Persentase sarana
02|15 |02 |2 |02 Jalan di Jalan | perlengkapan jalan dalam 90% 90,00 90,00 90,00 100,00 180,00 2,00
Kabupaten /Kota kondisi baik
Penyediaan Perlengkapan | Jumlah sarana
02|15 |02 |2 |02]| 02| Jalan di Jalan | perlengkapan jalan 4 Paket 4,00 4,00 4,00 8,00 2,00
: 100,00
Kabupaten/Kota tersedia
Rehabilitasi dan | Jml fasilitas
02 |15 |02 |2 |02 04 | Pemeliharaan perlengkapan jalan - - - - - - -
Perlengkapan Jalan terpelihara
0211510212103 Pengelolaan ' Terminal | Jumlah terminal tipe C _ _ _
Penumpang Tipe C terkelola
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T.a rggt Realisasi Target Realisasi Kinerja Renja Tahun Reahsg S Gy re) hoge
Kinerja . Akhir Renstra 2021 -
. . ; Kinerja 2022
Uraian/ Bidang Urusan . L Akhir . 2026
. Indikator Kinerja Sampai
Kode Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan Renstra Denoan Tinokat
Program/ Kegiatan g g 2021 - 2026 g Target . Tingkat Realisasi 4
Tahun Realisasi ; Capaian
(Tahun 2021 Tahun Tahun 2022 Capaian (&) s/d Tahun ol Tel
2026) 2022 Tahun 2022 2026
2026 (%)
1 2 3 4 S 6 7 8=(7/6) 9 = (5+7) 10 = (9/4)
0215|022 |03|02 Pemb.angunan Gedung Jumlah terminal tersedia - - - - - - -
Terminal
02|15 |02|2|03]|03 Pengembangan Sarana Jumlah halte terbangun - - - - - - -
dan Prasarana Terminal
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Terminal | Jumlah  terminal/feeder
021 15102120304 (Fasilitas  Utama  dan | terpelihara ) ) ) ) ) ) )
Pendukung)
Penerbitan Izin . ..
Penveleneearaan dan Jumlah penerbitan izin
0215|022 |04 yelenss S dan  fasilitas  parkir | 1 Dokumen 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 2,00
Pembangunan Fasilitas
: terlaksana
Parkir
Fasilitasi Pemenuhan
Persyaratan Perolehan Izin
Penyelenggaraan dan
gZ?i?fngunanKewgszﬁlt;i Jumlah operasional UPTD
0215022 |04 ]01 g sarpras perhubungan | 1 Dokumen 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 2,00
Kabupaten/Kota dalam .
. tersedia
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik
02|15 |02 |2 |05 Pengujian Berkala | Persentase  uji  kir 90% 90,00 90,00 90,00 100,00 180,00 2,00
Kendaraan Bermotor angkutan umum
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T.a rggt Realisasi Target Realisasi Kinerja Renja Tahun Reahsg S Gy re) hoge
Kinerja . Akhir Renstra 2021 -
. . ; Kinerja 2022
Uraian/ Bidang Urusan . L Akhir . 2026
. Indikator Kinerja Sampai
Kode Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan Renstra Denoan Tinokat
Program/ Kegiatan g g 2021 - 2026 g Target . Tingkat Realisasi 4
Tahun Realisasi ; Capaian
(Tahun 2021 Tahun Tahun 2022 Capaian (&) s/d Tahun ol Tel
2026) 2022 Tahun 2022 2026
2026 (%)
1 2 3 4 S 6 7 8=(7/6) 9 = (5+7) 10 = (9/4)
Penyediaan Sarana dan | Jml Sarana dan
Prasarana Pengujian | Prasarana Pengujian ) ) ) _ ) _ _
0211502120501 Berkala Kendaraan | Kendaraan Bermotor
Bermotor Tersedia
Registrasi Kendaraan | Jumlah data base wajib
02 15|02 |2 |05]| 03| Wajib Uiji Berkala | uji berkala kendaraan 1 Paket 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 2,00
Kendaraan Bermotor bermotor
Penyediaan Bukti Lulus . ..
02|15 |02 |2|05|04 | Uji Pengujian Berkala | WlaR buktl lulus uji 14000 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 100,00 | 28.000,00 2,00
kendaraan bermotor Kartu
Kendaraan Bermotor
Pemeliharaan Sarana dan
02|15 |02 |2 |05 |07 | Prasarana Pengujian | Jumlah alat pengujian | 15 (5 12,00 12,00 12,00 100,00 24,00 2,00
Berkala Kendaraan | kendaraan bermotor
Bermotor
Pelaksanaan Manajemen .
dan Rekayasa Lalu Lintas R R . cel
02|15 |02 |2 | 06 . rekayasa lalu lintas 1 Laporan 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 2,00
untuk Jaringan Jalan
terlaksana
Kabupaten /Kota
Pengadaan, Pemasangan,
Perbaikan dan
Pemeliharaan Jumlah perlengkapan
0215|022 |06 |02 - . 2 Paket 2,00 2,00 2,00 100,00 4,00 2,00
Perlengkapan Jalan dalam | jalan tersedia
rangka Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas
Persetujuan Hasil Analisis
02|15 |02|2 |07 Dapels  Labe LIS | s e e lellin terserts | Delbrmmen 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 2,00
(Andalalin) untuk Jalan
Kabupaten /Kota
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T.a rggt Realisasi Target Realisasi Kinerja Renja Tahun Reahsg S Gy re) hoge
Kinerja . Akhir Renstra 2021 -
. . ; Kinerja 2022
Uraian/ Bidang Urusan . L Akhir . 2026
. Indikator Kinerja Sampai
Kode Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan Renstra Denoan Tinokat
Program/ Kegiatan g g 2021 - 2026 g Target . Tingkat Realisasi 4
Tahun Realisasi ; Capaian
(Tahun 2021 Tahun Tahun 2022 Capaian (&) s/d Tahun ol Tel
2026) 2022 Tahun 2022 2026
2026 (%)
1 2 3 4 S 6 7 8=(7/6) 9 = (5+7) 10 = (9/4)
Koordinasi dan | Jumlah dokumen
02|15 |02 |2 | 07| 03 | Sinkronisasi Penilaian | andalalin di jalan | 2 Dokumen 2,00 2,00 2,00 100,00 4.00 2,00
Hasil Andalalin kabupaten
Pengawasan Pelaksanaan | Jumlah Rekomendasi
0211510212 107104} gy omendasi Andalalin andalalin terlaksana ) ) ) ) ) ) )
Audit dan Inspeksi | Jumlah Audit dan
02|15 |02 |2 |08 Keselamatan LLAJ di | Inspeksi Keselamatan | 2 Laporan 2,00 2,00 2,00 100,00 4,00 2,00
Jalan LLAJ di Jalan tersedia
. | Jumlah Pelaksanaan
Pelaksanaan Inspeksi Inspeksi.  Audit dan
02115 |02|2 |08 |03 | Audit dan Pemantauan p ’ . 1 Laporan 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 2,00
. Pemantauan Terminal
Terminal
terlaksana
Pelaksanaan Inspeksi, .
Audit dan Pemantauan Jgrl;nl:\;lasan en ;?i}z;an
02|15 |02 |2 |08 |05 | Sistem Manajemen | "8 -Peng 2 Kegiatan 2,00 2,00 2,00 100,00 4,00 2,00
dan operasional lalu
Keselamatan Perusahaan | ..
lintas terlaksana
Angkutan Umum
Penyediaan Angkutan
Umum untuk Jasa
02|15 |02 (2|09 Angkutan Orang dan/atau | Jumlah penyediaan | 5 o oran 2,00 2,00 2,00 100,00 4,00 2,00
Barang antar Kota dalam | angkutan umum
1 (satu) Daerah
Kabupaten /Kota
Penyediaan Angkutan
Umum untuk Jasa | Jumlah angkutan
021 15102120901 Angkutan Orang dan/atau | penumpang tersedia ) ) ) ) ) ) )
Barang antar Kota dalam
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T.a rge:t Realisasi Target Realisasi Kinerja Renja Tahun Reahsg S (oo eba) g
Kinerja . Akhir Renstra 2021 -
. . ; Kinerja 2022
Uraian/ Bidang Urusan . L Akhir . 2026
. Indikator Kinerja Sampai
Kode Pemerintahan Daerah dan T—— Renstra Denean Tinekat
Program/ Kegiatan g g 2021 - 2026 g Target . Tingkat Realisasi 4
Tahun Realisasi : Capaian
(Tahun 2021 Tahun Tahun 2022 Capaian (&) s/d Tahun ol Tel
2026) 2022 Tahun 2022 2026
2026 (%)
1 2 3 4 S 6 7 8=(7/6) 9 = (5+7) 10 = (9/4)
1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pengendalian dan
Pengawasan Ketersediaan
Angkutan Umum untuk | Jumlah kegiatan
021502 |2 |09]|02]|Jasa Angkutan Orang | operasional angkutan | 1 Kegiatan 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 2,00
dan/atau Barang antar | terlaksana
Kota dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota
Penetapan Rencana
Umum Jaringan Trayek | Jumlah jaringan trayek . . . . _ . .
0211510212 1102 Perkotaan dalam 1 (satu) | angkutan perkotaan
Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan dan Jumlah sosialisasi
Sosialisasi . Rencana keselamatan lalu lintas
021502 |2 (11|02 | Umum Jaringan Trayek dan claiar elopor - - - - - - -
Perkotaan dalam 1 (satu) terlaksaﬁa J pelop
Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian Pelaksanaan
Rencana Umum Jaringan Jumlah jaringan trayek
02|15 |02 |2 |11 |03 | Trayek Perkotaan dalam 1 anckutan perkotaan - - - - - - -
(satu) Daerah & p
Kabupaten/Kota
Eﬁiﬁpa\?arin an R?I‘I;:azli Terlayaninya Jaringan
02 |15 |02 |2 |25 g A Trayek Angkutan | 1 Dokumen 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 2,00
Perkotaan dalam 1 (satu) Perkotaan
Daerah Kabupaten /Kota
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Target . s . Realisasi Capaian Target
e Reghsgm Target Realisasi Kinerja Renja Tahun Akhir Renstra 2021 -
. . ; Kinerja 2022
Uraian/ Bidang Urusan . L Akhir . 2026
. Indikator Kinerja Sampai
Kode Pemerintahan Daerah dan T—— Renstra Denean Tinekat
Program/ Kegiatan g g 2021 - 2026 g Target . Tingkat Realisasi 4
Tahun Realisasi : Capaian
(Tahun 2021 Tahun Tahun 2022 Capaian (&) s/d Tahun ol Tel
2026) 2022 Tahun 2022 2026
2026 (%)
1 2 3 4 S 6 7 8=(7/6) 9 = (5+7) 10 = (9/4)
Pengta}paq Kebijakan dan Jumlah kegiatan
Sosialisasi Rencana sosialisasi  keselamatan
021502 |2 (25|02 | Unum Jaringan Trayek . s 1 Kegiatan 1,00 1,00 100,00 2,00 2,00
lalu lintas dan terpilihnya 1,00
Perkotaan dalam 1 (satu) claiar elobor
Daerah Kabupaten/Kota pelajar petop
Pengendalian Pelaksanaan
Rencana Umum Jaringan Pelavanan iasa anckutan
02 |15 | 02| 2 | 25| 03 | Trayek Perkotaan dalam 1 Y J g - - - - - -
terlaksana
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
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EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022

Program Unggulan/ Tahun 2022 Kondisi Terhada[p Target RPKMD
No. | Rencana Implementasi/ Indikator Satuan -
Dukungan Kegiatan Target Realisasi Capaian Ta;g;éﬁléhlr Realsasi Tingkat Capaian

PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR,

TERUTAMA DI

7 KAWASAN PESISIR,

PERTANIAN DAN PUSAT

PERTUMBUHAN/

PUSAT PRODUKSI

Pemasangan Rambu Jumlah rambu lalu unit } ) ) 90 0 )

Lalu Lintas lintas tersedia
Jml APILL (Traffic

Pemasasangan APILL Light/Warning Light) paket 1 1 100 1 1 100
terpasang

Pemasangan Lampu Jml lampu

g p penerangan jalan Lokasi 3 3 100 2 3 150

Penerangan Jalan
terpasang

Pembuatan Marka Jalan | /0 marka jalan m2 1014 1014 100 100 1014 1.014
tersedia

Pemasangan CCTV Jml CCTV terpasang paket - - - 2 0 -

Pemeliharaan CCTV Jml CCTV jalan Lokasi 3 3 100 3 3 100

terpelihara
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Perhubungan
mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang
menjadi kewenangan daerah kabupaten. Untuk menjalankan tugas

tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan;

2. Pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup kerjanya;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang diampu sebagaimana amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 diukur dengan Indikator kinerja
yang disebut Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja
Kunci (IKK). Masing-masing Urusan memiliki Indikator sendiri sendir.
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Capaian kinerja
pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak berdasarkan
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK),

tersaji pada tabel berikut ini :
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Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

Kabupaten Demak

Realisasi
Target Renstra Perangkat Daerah . Proyeksi
SPM/standar Capaian
Indikator IKU q SDGs Satuan Catatan
NO nasional IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisi
nalisis
2021 2022 2023 20249 2021 2022 2023 2024

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1 |Nilai SAKIP Dinas Perhubungan \% Angka 77,85 78,96 78,98 79 77,85 78,76 78,80 78,97

Persentase Indikator Kinerja Sasaran
2 |Strategis Perangkat Daerah Yang A% % 100 100 100 100 100 100 100 100

Mencapai Target
3 |Persentase Keluhan Masyarakat Yang s Persentase 100 100 100 100 100 100 100 100

Ditindaklanjuti
4 |Indeks Kepuasan Masyarakat v Indeks 88,2 88,2 89,3 91,6 88,2 88,25 88,68 88,87

Transportasi
5 |[Kinerja Lalu Lintas \% \Y Angka 0,21 0,38 0,41 0,45 0,19 0,21 0,25 0,28
6 |Rasio Konektifitas Kabupaten \% Rasio 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
7 fj‘rlnnllll;h Arus Penumpang Angkutan A\ Orang 31.250 32.700 34.100 36.900 12.126 18.586 21.523 21.900
8 [Rasio [jin Trayek \% Rasio 0,00011 0,00011 0,00011 0,00011 0,00011 0,00010 0,00012 0,00012
9 |Jumlah Uji KIR Angkutan Umum \% Jumlah 13.140 11.269 11.569 11.869 14.283 10.150 10.564 10.857
10 |Jumlah Pelabuhan/ Terminal Bus \% Jumlah 1 1 1 2 1 1 1 1
11 |Persentase Layanan Angkutan Darat \' % 100 0,38 0,38 0,36 100 0,38 0,38 0,39
12 ger;ie;tase Kepemilikan KIR Angkutan % % 100 87,86 88,15 92 60,47 77,26 78,50 89,68
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Realisasi

Target Renstra Perangkat Daerah . Proyeksi
SPM/standar Capaian
Indikator IKU SDGs Satuan
i Catatan
No oesio IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun .
nalisis
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 20249
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
13 |Pemasangan Rambu — Rambu \% % 88 88,36 89,08 89,52 87,54 103 100 90
14 |Rasio Panjang Jalan Per Jumlah v Rasio 0,0009 0,0010 0,0009 0,0008 0,0008 0,0007 0,0007 0,0007
Kendaraan
15 [Jumlah Orang Melalui Dermaga/ v Orang 31.250 32.700 34.100 36.900 12.126 18.586 21.523 21.900
Terminal Per Tahun
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2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

Isu-isu strategis adalah isu-isu yang jika diprioritaskan
penanganannya, maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran
pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih
pasti. Jika Isu strategis ini tidak ditangani maka tujuan dan sasaran
menjadi sulit tercapai. Pernyataan isu-isu strategis memberikan
gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas
penanganannya karena pengaruhnya yang besar, luas dan
signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun
mendatang.

Oleh karena itu penentuan isu-isu strategis merupakan
bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan
rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan
yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu-isu strategis yang
tepat dan bersifat strategis yaitu meningkatkan akseptabilitas
prioritas pembangunan, dapat dipertanggungjawabkan dan
menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis untuk menentukan isu-isu
strategis yang telah dilakukan, diperoleh rumusan isu-isu strategis
Dinas Perhubungan Kabupaten Demak sebagai berikut:

1. Belum tersedianya dokumen teknis sebagai acuan dalam
pengembangan jaringan transportasi;

2. Terbatasnya penyediaan fasilitas sarana dan prasarana LLAJ
dalam menjamin keselamatan, kelancaran keamanan,
kenyamanan bagi pengguna transportasi dan mengurangi
tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas;

3. Rendahnya disiplin dan tingkat kesadaran masyarakat dalam
berlalu lintas;

4. Belum optimalnya penanganan parkir di Kabupaten Demak;
Belum optimalnya kualitas pelayanan pengujian berkala
kendaraan bermotor;

6. Belum optimalnya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di
jalan Kabupaten;

Belum optimalnya perlengkapan jalan di kabupaten/kota;

8. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas
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parkir;

9. Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum,;

10. Belum adanya rancangan Konektifitas dan Integrasi Bidang
Lalu Lintas Angkutan Jalan yang akan mendukung efisiensi
mobilitas Transportasi Pada Kabupaten Demak; dan

11. Belum terpenuhinya Sarana dan Prasana pada Perlintasan
Sebidang yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan.

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang
memberikan panduan kepada Dinas Perhubungan agar
lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan.

Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Perhubungan

merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan

prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai
sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas
yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi
permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan
dengan memperhatikan pengaturan  waktu. Meski
penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda,
namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke
periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan
lima tahunan dalam Renstra Dinas Perhubungan.

Kebijakan Pemerintah diambil sebagai arah
dalam menentukan program kegiatan untuk mencapai
tujuan. kebijakan dapat bersifat internal maupun
eksternal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan
program- program pembangunan yaitu kebijakan dalam
rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan
masyarakat. Program BRT Trans Jateng adalah program
pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memnuhi
pelayanan masyarakat dibidang transportasi massal
terutama untuk konektivitas wilayah Kedungsepur
koridor 3 yaitu jalur Semarang-Demak.

Kebijakan pemerintah untuk mencapai sasaran
meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam

Pengembangan Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang

mempunyai kegiatan wutama dengan susunan fungsi
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Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kabupaten
Demak akan melakasanakan perluasan kawasan
perkotaan di Kabupaten Demak yang diharapkan kawasan
perkotaan yang aman, nyaman, indah dan

berkesinambungan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD berupa
perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
sebagai tindak lanjut dari Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana
pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan
dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di mana dalam Pasal 3 ayat (2)
dijelaskan bahwa klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan,
bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan disusun
berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai
dengan  ketentuan = peraturan  perundang-undangan = maka
dilaksanakan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang didanai dari
DAK Fisik, DAK Non Fisik dan DBHCHT. Hasil Pemetaan (mapping)
tersebut mengakibatkan berubahnya sub kegiatan pada formasi
usulan pada Rankhir Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal
RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Renja Dinas
Perhubungan Kabupaten Demak tahun 2024 dapat dilihat pada
Tabel sebagai berikut:
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Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu Kebutuhan | . .
No| 'rogram/Kegiatan/ Lokasi Indikator Kinerja Target indikatif | Program/Kegiatan/ Lokasi Indikatorkinerja Target Dana Penting
Subkegiatan capaian (Rp.000) Subkegiatan capaian (Rp.000)
(M () (3) 4) (5) (6) (7) (®) 9) (10) an (12)
DINAS PERHUBUNGAN 32,056,703 DINAS 32,046,342
RS PERHUBUNGAN e
PROGRAM
PROGRAM PENUNJANG Terlaksananya PENUNJANG Terlaksananya
URUSAN monitoring dan o URUSAN monitoring dan o
PEMERINTAHAN DAERAH evaluasi Perangkat 91.60 % 29,291,703 PEMERINTAHAN evaluasi Perangkat 91.60 % 28,770,042
KABUPATEN/KOTA Daerah DAERAH Daerah
KABUPATEN/KOTA
Terlaksananya Terlaksananya
Perencanaan, Perencanaan,
Penganggaran, dan Perencanaan, Penganggaran, dan Perencanaan,
9 -gg. . Penganggaran, dan Dokumen 17,000 9 .gg- . Penganggaran, dan 2 Dokumen 20,000
Evaluasi Kinerja e . Evaluasi Kinerja e .
Peranakat Daerah Evaluasi Kinerja Peranakat Daerah Evaluasi Kinerja
9 Perangkat Daerah 9 Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat 4 Dokumen 3,000 | Perencanaan Perencanaan Perangkat - -
Daerah Daerah Perangkat Daerah Daerah
Jumlah Dokumen RKA- Jumlah Dokumen RKA-
Koordinasi dan Penvusunan SKPD dan Laporan Koordinasi dan SKPD dan Laporan
y Hasil Koordinasi 2 Dokumen 2,000 Penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi 4 Dokumen 20,000

Dokumen RKA-SKPD

Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

RKA-SKPD

Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu Kebutuhan | . .
No| 'rogram/Kegiatan/ Lokasi Indikator Kinerja Target indikatif | Program/Kegiatan/ Lokasi Indikatorkinerja Target Dana Penting
Subkegiatan capaian (Rp.000) Subkegiatan capaian (Rp.000)
(M () (3) 4) (5) (6) (7) (®) 9) (10) an (12)
Jumlah Dokumen DPA- Jumlah Dokumen DPA-
Koordinasi dan Penvusunan SKPD dan Laporan Koordinasi dan SKPD dan Laporan
DPA-SKPD y Hasil Koordinasi 2 Dokumen 2,000 | Penyusunan Hasil Koordinasi - -
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD DPA-SKPD
Jumlah Laporan Jumlah Laporan Capaian
Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar
Koordinasi dan Penvusunan Ikhtisar Realisasi Kinerja Koordinasi dan Realisasi Kinerja SKPD
Laporan Capaian Ki::er'a SKPD dan Laporan Penyusunan dan Laporan
daFrJ1 IkhtisarpReaIisasi ) Hasil Koordinasi 4 Laporan 10,000 | Laporan Capaian Hasil Koordinasi
Kineria SKPD Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Penyusunan Laporan
) Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD SKPD
Administrasi Keuanaan Tersedianya Administrasi Tersedianya
Peranakat Daerah 9 administrasi keuangan Dokumen 5,760,819 | Keuangan administrasi keuangan 2 Laporan 5,694,942
9 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah
. .. Jumlah Orang yang . .. Jumlah Orang yang
ijg};e:IZ?\nAGS?\JII dan Menerima Gaji dan Oranszulan 4,310,819 is:Y:flaainAGS?\Jll dan Menerima Gaji dan 28 Orang/bulan 3,968,487
Jang Tunjangan ASN 9 Jang Tunjangan ASN
Jumlah_Dokumen Hasil Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi
Administrasi 47 Dokumen 1,450,000 12 Dokumen 1,726,455

Pelaksanaan Tugas ASN

Pelaksanaan Tugas
ASN

Pelaksanaan Tugas
ASN

Pelaksanaan Tugas
ASN
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu Kebutuhan | . .
No| 'rogram/Kegiatan/ Lokasi Indikator Kinerja Target indikatif | Program/Kegiatan/ Lokasi Indikatorkinerja Target Dana Penting
Subkegiatan capaian (Rp.000) Subkegiatan capaian (Rp.000)
Q)] (2) 3) 4) (5) (6) (7 (8 (9) (10 an (12)
Tersedianya Tersedianya
Administrasi Barang Milik Administrasi Barang Administrasi Barang Administrasi Barang
Daerah pada Perangkat Milik Daerah pada Dokumen 4,500 | Milik Daerah pada Milik Daerah pada - -
Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah
pada Perangkat pada Perangkat
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang Penatausahaan Barang I
Milik Daerah pada SKPD Milik Daerah pada 12 Laporan 4,500 | Milik Daerah pada Penatausahaan Barang - -
P P SKPD Milik Daerah pada SKPD
SKPD
Administrasi Z:r;?:;:;:‘:i Administrasi ;::::;:;’;:i
Kepegawaian Perangkat R 100 % 300,000 | Kepegawaian . 2 Laporan 2,000
Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah Kepegawaian
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian
beserta Atribut Dinas beserta Atribut 75 Paket 150,000 Dinas beserta Atribut Dinas beserta Atribut - -
Kelengkapannya Kelengkapan Kelengkapannya Kelengkapan
Jumlah Pegawai - Jumlah Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Egg?;ﬁ;ﬁagedaar;vai Berdasarkan Tugas dan
Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi yang Mengikuti 82 Orang 150,000 9 Fungsi yang Mengikuti 1 Orang 2,000
. ) Berdasarkan Tugas -
dan Fungsi Pendidikan dan dan Fundsi Pendidikan dan
Pelatihan an rungs! Pelatihan
.. . Tersedianya .. . Tersedianya
Administrasi Umum Administrasi Umum 100 % 583,000 Administrasi Umum Administrasi Umum 2 Laporan 194,000

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah

42




Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu Kebutuhan | . .
No| 'rogram/Kegiatan/ Lokasi Indikator Kinerja Target indikatif | Program/Kegiatan/ Lokasi Indikatorkinerja Target Dana Penting
Subkegiatan capaian (Rp.000) Subkegiatan capaian (Rp.000)
Q)] (2) 3) 4) (5) (6) (7 (8 (9) (10 an (12)
Jumlah Paket . Jumlah Paket
. . Penyediaan .
Penyediaan Komponen Komponen Instalasi Komponen Instalasi Komponen Instalasi
Instalasi Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 1 Paket 30,000 ListriE/Peneran an Listrik/Penerangan 1 Paket 10,000
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang Banaunan Kant%r Bangunan Kantor yang
Disediakan 9 Disediakan
Penvediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan
Perl)e/_-n kapan Kantor dan Perlengkapan 2 Paket 250,000 | dan dan Perlengkapan 1 Paket 80,000
gkap Kantor yang Disediakan Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan
Penvediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Penvediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan
RurT):ah Tanaga Rumah Tangga yang 1 Paket 20,000 Rurr):ah Tanada Rumah Tangga yang 1 Paket 15,000
99 Disediakan 99 Disediakan
Jumlah Paket Barang . Jumlah Paket Barang
Penyediaan Barang Cetakan Cetakan dan Penyediaan Barang Cetakan dan
1 Paket 45,000 | Cetakan dan 1 Paket 20,000
dan Penggandaan Penggandaan yang Pengaandaan Penggandaan yang
Disediakan 99 Disediakan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kuniundan Jumlah Laporan
Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan 1 Laporan 25000 | ¢ Jung Fasilitasi Kunjungan 1 Laporan 10,000
Tamu Tamu
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi y . g.g P 164 Laporan 200,000 | Rapat Koordinasi dan y . g.g P 12 Laporan 59,000
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu Kebutuhan | . .
No| Fregram/Kegiatan/ Lokasi Indikator Kinerja Target indikatif | Program/Kegiatan/ Lokasi Indikatorkinerja Target Dana Penting
Subkegiatan capaian (Rp.000) Subkegiatan capaian (Rp.000)
Q)] (2) 3) 4) (5) (6) (7 (8 (9) (10 an (12)
. lah Dok . lah Dok
Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen . 2498 Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen .
Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dokumen 4,500 Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip - -
P Dinamis pada SKPD P Dinamis pada SKPD
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Dukungan Pelaksanaan Dukungan
. . Dukungan Pelaksanaan . Dukungan Pelaksanaan
Sistem Pemerintahan . . Pelaksanaan Sistem . .
. . Sistem Pemerintahan 5 Dokumen 8,500 . . Sistem Pemerintahan - -
Berbasis Elektronik pada . . Pemerintahan Berbasis . .
SKPD Berbasis Elektronik Elektronik pada SKPD Berbasis Elektronik pada
pada SKPD P SKPD
Terlaksananya Penaadaan Baran Terlaksananya
Pengadaan Barang Milik Pengadaan Barang Miliﬁ Daerah 9 Pengadaan Barang
Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah 16 Unit 350,000 . Milik Daerah 2 Laporan 14,000
. . Penunjang Urusan .
Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Penaadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan Pengadaan Peralatan Jumlah Unit Peralatan
Mes?n Lainnva dan Mesin Lainnya 7 Unit 50,000 | dan dan Mesin Lainnya yang 2 Unit 14,000
y yang Disediakan Mesin Lainnya Disediakan
Jumlah Unit Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan
Pengadaan Sarana dan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Prasarana Gedun Prasarana Gedung
Prasarana Gedung Kantor Kantor atau Bangunan 3 Unit 150,000 9 Kantor atau Bangunan - -
. . Kantor atau Bangunan .
atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Lainnva Lainnya yang
Disediakan y Disediakan
Jumlah Unit Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan
Pengadaan Sarana dan Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung
Prasarana Pendukung . Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau 6 Unit 150,000 Gedung Kantor atau - -
Gedung Kantor atau . Gedung Kantor atau .
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya
9 y yang Disediakan 9 y yang Disediakan
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu Kebutuhan | . .
No| 'rogram/Kegiatan/ Lokasi Indikator Kinerja Target indikatif | Program/Kegiatan/ Lokasi Indikatorkinerja Target Dana Penting
Subkegiatan capaian (Rp.000) Subkegiatan capaian (Rp.000)
Q)] (2) 3) 4) (5) (6) (7 (8 (9) (10 an (12)
p -
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa P::ﬁ:("e::anlj::saan Tersedianya Jasa
Penunjang Urusan Penunjang Urusan 100 % 21,226,383 J 9 Penunjang Urusan 2 Laporan 22,655,100
. . Pemerintahan g
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Daerah Pemerintahan Daerah
. Jumlah Laporan . Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Surat Penyediaan Jasa Surat 740 Laporan 2,000 Penyediaan Jasa Surat Penyediaan Jasa Surat 2 Laporan 1,500
Menyurat Menyurat
Menyurat Menyurat
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber 12 Laporan 21,195,383 | Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber 12 Laporan 22,653,600
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik
yang Disediakan yang Disediakan
Jumlah Laporan . Jumlah Laporan
. . Penyediaan Jasa .
Penyediaan Jasa Pelayanan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
2 Laporan 29,000 Pelayanan - -
Umum Kantor Pelayanan Umum Umum Kantor Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan Kantor yang Disediakan
. n Pemeliharaan Barang .
Pemeliharaan Barang Terpeliharanya e Terpeliharanya Barang
Milik Daerah Penunjan Barang Milik Daerah Milik Daerah Milik Daerah
. unjang g 8 Paket 1,050,000 | Penunjang Urusan . 6 Paket 190,000
Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan . Penunjang Urusan
] Pemerintahan .
Daerah Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas 7 Unit 150,000 | Pemeliharaan, dan Kendaraan Dinas - -

Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan yang Dipelihara
dan dibayarkan

Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau

Jabatan yang Dipelihara
dan dibayarkan
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu Kebutuhan | . .
No| 'rogram/Kegiatan/ Lokasi Indikator Kinerja Target indikatif | Program/Kegiatan/ Lokasi Indikatorkinerja Target Dana Penting
Subkegiatan capaian (Rp.000) Subkegiatan capaian (Rp.000)
Q)] (2) 3) 4) (5) (6) (7 (8 (9) (10 an (12)
Jabatan Pajaknya Kendaraan Dinas Pajaknya
Jabatan
Penyediaan Jasa .
. Jumlah Kendaraan . . Jumlah Kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa . . Pemeliharaan, Biaya .
. . Dinas Operasional atau . . Operasional atau
Pemeliharaan, Biaya Lapangan van Pemeliharaan, Pajak Lapanaan van
Pemeliharaan, Pajak dan hangan yang 19 Unit 125,000 | dan Perizinan ipangan yang 4 Unit 90,000
. . Dipelihara dan . Dipelihara dan
Perizinan Kendaraan Dinas . . Kendaraan Dinas . .
. dibayarkan Pajak dan . dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Lapangan L Operasional atau i
Perizinannya Perizinannya
Lapangan
Penyediaan Jasa Jumlah Alat Besar yang Penyediaan Jasa Jumlah Alat Besar yang
Pemeliharaan, Biaya Dipelihara dan . Pemeliharaan, Biaya Dipelihara dan .
Pemeliharaan dan Perizinan dibayarkan 2 Unit 150,000 Pemeliharaan dan dibayarkan 2 Unit 60,000
Alat Besar Perizinannya Perizinan Alat Besar Perizinannya
Pemeliharaan Mebel nglgh Mebel yang 2 Unit 5,000 | Pemeliharaan Mebel nglgh Mebel yang - -
Dipelihara Dipelihara
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan
S Mesin Lainnya yang 15 Unit 70,000 | Peralatan dan Mesin Lainnya yang 4 Unit 15,000
Mesin Lainnya S . . Lo
Dipelihara Mesin Lainnya Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi LZT';QnGE:::gLaK;TO; Pemeliharaan/Rehabili ;L;r:lggnGi(i:r;gLaK;r:(;r
Gedung Kantor dan yang 9 y 3 Unit 200,000 | tasi Gedung Kantor yang 9 y 2 Unit 25,000
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu

Kebutuhan

o . Catatan
No| 'rogram/Kegiatan/ Lokasi Indikator Kinerja Target indikatif | Program/Kegiatan/ Lokasi Indikatorkinerja Target Dana Penting
Subkegiatan capaian (Rp.000) Subkegiatan capaian (Rp.000)
Q)] (2) 3) 4) (5) (6) (7 (8 (9) (10 an (12)
. - Jumlah Sarana dan Pemeliharaan/Rehabili Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi .
Prasarana Gedung tasi Sarana dan Prasarana Gedung
Sarana dan Prasarana .
Kantor atau Bangunan 2 Unit 250,000 | Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan - -
Gedung Kantor atau . .
Banaunan Lainnva Lainnya yang Kantor atau Bangunan Lainnya yang
9 y Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
. e Jumlah Sarana dan Pemeliharaan/Rehabili Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi .
Sarana dan Prasarana Prasarana Pendukung tasi Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau 3 Unit 100,000 | Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau - -
Pendukung Gedung Kantor . .
atau Bangunan Lainnva Bangunan Lainnya yang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
9 y Dipelihara/Direhabilitasi Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Menm-gkatnya PROGRAM Menln?katnya
PROGRAM penunjang urusan PENYELENGGARAAN penunjang urusan
PENYELENGGARAAN pemerintahan daerah 100 pemerintahan daerah
2,765,000 | LALU LINTAS DAN 100 % 3,276,300
LALU LINTAS DAN Kabupaten/Kota yang Presentase ANGKUTAN JALAN Kabupaten/Kota yang
ANGKUTAN JALAN (LLAJ) mendukung standar (LLAJ) mendukung standar
pelayanan publik pelayanan publik
Tersusunnya Tersusunnya Dokumen
Penetapan Rencana Induk Dokumen Kebijakan Penetapan Rencana Kebiiakan )I;encana
Jaringan LLAJ Rencana Induk 1 Dokumen 25,000 | Induk Jaringan LLAJ ) . 1 Dokumen 10,000
R Induk Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota Jaringan LLA)J Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota P
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Penyusunan Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana
Rencana Induk Jaringan y 2 Dokumen 25,000 y y 2 Dokumen 10,000,000

LLAJ Kabupaten/Kota

Induk Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota

Induk Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota

Induk Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu Kebutuhan | . .
No| 'rogram/Kegiatan/ Lokasi Indikator Kinerja Target indikatif | Program/Kegiatan/ Lokasi Indikatorkinerja Target Dana Penting
Subkegiatan capaian (Rp.000) Subkegiatan capaian (Rp.000)
)] (2) 3) 4) (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12)
. Tersedianya Dan Penyediaan Tersedianya Dan
Penyed.laan Perlengkapan Terpeliharanya Perlengkapan Jalan Terpeliharanya
Jalan di Jalan . 100 % 1,175,000 . . 100 % 2,278,262
Kabupaten/Kota Perlengkapan Jalan Di di Jalan Perlengkapan Jalan Di
P Jalan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Jalan Kabupaten/Kota
Pembangunan Prasarana ijl:r};l;k;Prasarana Jalan Pembangunan Jumlah Prasarana Jalan
Jalan di Jalan 1 Unit 50,000 | Prasarana Jalan di di Jalan Kabupaten/Kota - -
Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota Terbangun Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun
Penyediaan Perlengkapan j:lr:rl]agi Ij:lr;ingkapan Penyediaan j:lr:rl]agi lj:lr;ingkapan
Jalan di Jalan 15 Unit 730,000 | Perlengkapan Jalan di 10 Unit 2,178,262
Kabupaten/Kota yang Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota . Jalan Kabupaten/Kota .
Tersedia Tersedia
Rehabilitasi dan j:lr:rllahal:]erlengkapan Rehabilitasi dan Jumlah Perlengkapan
Pemeliharaan Perlengkapan TerethiI?casi dan 1 Unit 395,000 | Pemeliharaan Jalan yang Terehabilitasi 2 Unit 100,000
Jalan . Perlengkapan Jalan dan Terpelihara
Terpelihara
. Terpenuhinya Pengelolaan Terpenuhinya
:::gz:o;a:n:ier:lcmal Pengelolaan Terminal 4 Unit 300,000 | Terminal Pengelolaan Terminal - -
pang Tip Penumpang Tipe C Penumpang Tipe C Penumpang Tipe C
Jumlah Gedung Pembangunan Jumlah Gedung
_F;:;?nt?zgf_:)unan Gedung Terminal yang 1 Unit 200,000 | Gedung Terminal yang - -
Terbangun Terminal Terbangun
Jumlah Sarana dan Jumlah Sarana dan
. Pengembangan .
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal > Unit 50000 | Sarana dan Prasarana Terminal yang i i

Prasarana Terminal

yang Dilakukan
Pengembangan

Prasarana Terminal

Dilakukan
Pengembangan
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu Kebutuhan | . .
P Kegi . .. T indikati P Kegi . .. T .
No rogsr:;?(é fegtlatan/ Lokasi Indikator Kinerja arget indikatif rogsral:l(/ fegtlatan/ Lokasi Indikatorkinerja arget Dana Penting
giatan capaian (Rp.000) ubkegiatan capaian (Rp.000)
Q)] (2) 3) 4) (5) (6) (7 (8 (9) (10 an (12)
Rehabilitasi dan Jumiah Terminal Rehabilitasi dan Jumiah Terminal
. . (Fasilitas Utama dan . . (Fasilitas Utama dan
Pemeliharaan Terminal . Pemeliharaan Terminal
. Pendukung) yang 1 Unit 50,000 o Pendukung) yang - -
(Fasilitas Utama dan . e (Fasilitas Utama dan . e
Pendukung) Direhabilitasi dan Pendukung) Direhabilitasi dan
9 Dipelihara 9 Dipelihara
Terfasilitasinya Terfasilitasinya
Penerbitan Izin Penyusunan Dokumen Penerbitan Izin Penyusunan Dokumen
Penyelenggaraan dan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Penerbitan Izin
1 Dok 1 1 Dok
Pembangunan Fasilitas Penyelenggaraan Dan okumen 60,000 dan Pembangunan Penyelenggaraan Dan oxumen 50,000
Parkir Pembangunan Fasilitas Parkir Pembangunan Fasilitas
Fasilitas Parkir Parkir
Jumlah Dokumen I
Pemenuhan Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Dokumen
Fasilitasi Pemenuhan Persvaratan Perolehan Persyaratan Perolehan Pemenuhan Persyaratan
Persyaratan Perolehan lzin lin gen clengaaraan Izin Penyelenggaraan Perolehan lzin
Penyelenggaraan dan yelengg dan Pembangunan Penyelenggaraan dan
yelengg dan Terbangunnya 9 yelengg
Pembangunan Fasilitas Fasilitas Par?dr y Fasilitas Parkir Terbangunnya Fasilitas
Parkir Kewenangan Kewenanaan 1 Dokumen 160,000 | Kewenangan Parkir Kewenangan 4 Dokumen 50,000
Kabupaten/Kota dalam Kabu ategn/Kota dalam Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan Perizinan abup dalam Sistem Sistem Pelayanan
. . Sistem Pelayanan . .
Berusaha Terintegrasi Perizinan Berusaha Pelayanan Perizinan Perizinan Berusaha
Secara Elektronik . . Berusaha Terintegrasi Terintegrasi Secara
Terintegrasi Secara . .
Elektronik Secara Elektronik Elektronik
Meningkatnya q q
Pengujian Berkala Kualitas Pengujian Pengujian Berkala Menmgkatnya Kualitas
100 % 180,000 Pengujian Berkala 100 % 170,000

Kendaraan Bermotor

Berkala Kendaraan
Bermotor

Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu Kebutuhan Catatan
No| Fregram/Kegiatan/ Lokasi Indikator Kinerja Target indikatif | Program/Kegiatan/ Lokasi Indikatorkinerja Target Dana Penting
Subkegiatan capaian (Rp.000) Subkegiatan capaian (Rp.000)
(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12)
Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Penyediaan Sarana Jumlah Sarana dan
Prasarana Pengujian Prasarana Pengujian 1 Unit 15000 dan Prasarana Prasarana Pengujian ) )
Berkala Kendaraan Berkala Kendaraan ' Pengujian Berkala Berkala Kendaraan
Bermotor Bermotor yang Tersedia Kendaraan Bermotor Bermotor yang Tersedia
. . . lah K . . ..
Registrasi Kendaraan Wajib i/l\J/:?iZ U'ieE?:ri:I]zn Registrasi Kendaraan Jumlah Kendaraan Wajib
Uji Berkala Kendaraan ) 1 Unit 15,000 | Wajib Uji Berkala Uji Berkala Kendaraan 1 Unit 30,000
Kendaraan Bermotor
Bermotor Kendaraan Bermotor Bermotor yang Terdaftar
yang Terdaftar
Penyediaan Bukti Lulus Uji Jumlah.I.Dokumg.n Bukti Penyediaan Bukti Lulus Jumlah.I.Dokumg.n Bukti
. Lulus Uji Pengujian 14000 - . Lulus Uji Pengujian
Pengujian Berkala Uji Pengujian Berkala 1600 Dokumen 40,000
Berkala Kendaraan Dokumen 50,000 Berkala Kendaraan
Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor
Bermotor Bermotor
. Jumlah Sarana dan . Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan Sarana dan N Pemeliharaan Sarana N
Prasarana Penauiian Prasarana Pengujian dan Prasarana Prasarana Pengujian
9y Berkala Kendaraan 9 Unit 100,000 .. Berkala Kendaraan 11 Unit 100,000
Berkala Kendaraan Pengujian Berkala
Bermotor yang Bermotor yang
Bermotor . Kendaraan Bermotor .
Terpelihara Terpelihara
. Meningkatnya Pelaksanaan Meningkatnya
Pelaksanaan Manajemen Pelaksanaan . Pelaksanaan
dan Rekayasa Lalu Lintas Manajemen Dan Manajemen dan Manajemen Dan
2 Laporan 345,000 | Rekayasa Lalu Lintas 2 Laporan 360,000

untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota

Rekayasa Lalu Lintas
Untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota

untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota

Rekayasa Lalu Lintas
Untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu Kebutuhan | . .
No| 'rogram/Kegiatan/ Lokasi Indikator Kinerja Target indikatif | Program/Kegiatan/ Lokasi Indikatorkinerja Target Dana Penting
Subkegiatan capaian (Rp.000) Subkegiatan capaian (Rp.000)
)] (2) 3) 4) (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12)
Jumlah Pengadaan, Pengadaan, Jumlah Pengadaan,
Pengadaan, Pemasangan, . Pemasangan, .
. Pemasangan, Perbaikan ) Pemasangan, Perbaikan
Perbaikan dan . Perbaikan dan .
Pemeliharaan Perlengkapan dan Pemeliharaan Pemeliharaan dan Pemeliharaan
gkap Perlengkapan Jalan 2 Unit 330,000 Perlengkapan Jalan 4 Dokumen 350,000
Jalan dalam rangka Perlengkapan Jalan
) dalam rangka dalam rangka
Manajemen dan Rekayasa . dalam rangka .
g Manajemen dan . Manajemen dan
Lalu Lintas . Manajemen dan .
Rekayasa Lalu Lintas . Rekayasa Lalu Lintas
Rekayasa Lalu Lintas
Jumlah Laporan Forum Jumlah Laporan Forum
Forum Lalu Lintas dan Lalu Lintas dan Forum Lalu Lintas dan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Angkutan Jalan untuk 4 Laporan 15,000 | Angkutan Jalan Angkutan Jalan untuk 2 Laporan 10,000
Kabupaten/Kota Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Persetujuan Hasil Analisis Men!n.gkatnya Hasil Perstlet.ljjuan Hasil Men!n.gkatnya Hasil
Dampak Lalu Lintas Analisis Dampak Lalu Analisis Dampak Lalu Analisis Dampak Lalu
P . Lintas (Andalalin) 2 Laporan 40,000 | Lintas (Andalalin) Lintas (Andalalin) 2 Laporan 5,000
(Andalalin) untuk Jalan
Kabupaten/Kota Untuk Jalan untuk Jalan Untuk Jalan
P Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Koordinasi dan Jumlah Laporan
Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan
Penilaian Hasil Andalalin Sinkronisasi Penilaian 12 Laporan 20,000 Penilaian Hasil Sinkronisasi Penilaian 2 Laporan >000
Hasil Andalalin Andalalin Hasil Andalalin
Pengawasan Pelaksanaan Jumlah Laporan Eslr;ii\;\l::: Jumlah Laporan
9 . . Rekomendasi Andalalin 12 Laporan 20,000 . Rekomendasi Andalalin - -
Rekomendasi Andalalin . Rekomendasi .
yang Terawasi Andalalin yang Terawasi
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu Kebutuhan | . .
No| 'rogram/Kegiatan/ Lokasi Indikator Kinerja Target indikatif | Program/Kegiatan/ Lokasi Indikatorkinerja Target Dana Penting
Subkegiatan capaian (Rp.000) Subkegiatan capaian (Rp.000)
Q)] (2) 3) 4) (5) (6) (7 (8 (9) (10 an (12)
Meningkatnya Hasil Meningkatnya Hasil
. . Audit Dan Inspeksi Audit dan Inspeksi Audit Dan Inspeksi
Audit dan Inspeksi . . -
. Keselamatan LLAJ Di 2 Laporan 450,000 | Keselamatan LLAJ di Keselamatan LLAJ Di 2 Laporan 343,038
Keselamatan LLAJ di Jalan
Jalan Yang Jalan Jalan Yang
Ditindaklanjuti Ditindaklanjuti
Pelaksanaan Inspeksi. Audit Jumlah Laporan Pelaksanaan Inspeksi, Jumlah Laporan
pesl, . Inspeksi, Audit dan 12 Laporan 150,000 | Audit dan Pemantauan Inspeksi, Audit dan 2 Laporan 75,000
dan Pemantauan Terminal . . .
Pemantauan Terminal Terminal Pemantauan Terminal
Jumlah Laporan Pelaksanaan Inspeksi Jumlah Laporan
Pelaksanaan Inspeksi, Audit Inspeksi, Audit dan . P ' Inspeksi, Audit dan
. . Audit dan Pemantauan .
dan Pemantauan Sistem Pemantauan Sistem Sistern Manaiemen Pemantauan Sistem
Manajemen Keselamatan Manajemen 12 Laporan 300,000 KeselamatanJ Manajemen 12 Laporan 268,038
Perusahaan Angkutan Keselamatan Keselamatan
Perusahaan Angkutan
Umum Perusahaan Angkutan Perusahaan Angkutan
Umum
Umum Umum
Tersedianya Angkutan Penyediaan Tersedianya Angkutan
Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Umum Umum Untuk Jasa
Umum untuk Jasa Angkutan Orang untuk Jasa Angkutan Angkutan Orang
Angkutan Orang Dan/Atau Barang Orang dan/atau Dan/Atau Barang
dan/atau Barang Antar Antar Kota Dalam 1 2 Laporan 65,000 Barang Antar Kota Antar Kota Dalam 1 2 Dokumen 60,000
Kota dalam 1 (Satu) (Satu) Daerah dalam 1 (Satu) (Satu) Daerah
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Yang Daerah Kabupaten/Kota Yang
Laik Jalan Kabupaten/Kota Laik Jalan
Penyediaan Angkutan Jumlah Angkutan Penyediaan Angkutan Jumlah Angkutan
Umum untuk Jasa Umum untuk Jasa . Umum untuk Jasa Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/atau Angkutan Orang 1 Unit 25,000 Angkutan Orang Angkutan Orang 1 Dokumen 35,000
Barang Antar Kota dalam 1 dan/atau Barang Antar dan/atau Barang Antar dan/atau Barang Antar
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu

Kebutuhan

. . Catatan
No| 'rogram/Kegiatan/ Lokasi Indikator Kinerja Target indikatif | Program/Kegiatan/ Lokasi Indikatorkinerja Target Dana Penting
Subkegiatan capaian (Rp.000) Subkegiatan capaian (Rp.000)
Q)] (2) 3) 4) (5) (6) (7 (8 (9) (10 an (12)
(Satu) Daerah Kota dalam 1 (Satu) Kota dalam 1 (Satu) Kota dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Daerah Daerah Kabupaten/Kota
yang Tersedia Kabupaten/Kota yang Tersedia
Jumlah Laporan Pengendalian dan Jumlah Laporan
Pengendalian dan Pengendalian dan Pengawasan Pengendalian dan
Pengawasan Ketersediaan Pengawasan Ketersediaan Pengawasan
Angkutan Umum untuk Ketersediaan Angkutan Angkutan Umum Ketersediaan Angkutan
Jasa Angkutan Orang Umum untuk Jasa 1 Laporan 40,000 | untuk Jasa Angkutan Umum untuk Jasa 1 Dokumen 25,000
dan/atau Barang Antar Kota Angkutan Orang Orang dan/atau Angkutan Orang
dalam 1 (Satu) dan/atau Barang Antar Barang Antar Kota dan/atau Barang Antar
Kabupaten/Kota Kota dalam 1 (Satu) dalam 1 (Satu) Kota dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Tersedianya Kawasan Penetapan Rencana Tersedianya Kawasan
Perkotaan Untuk P . Perkotaan Untuk
Penetapan Rencana Umum Jaringan
Umum Jarinaan Travek Pelayanan Angkutan Travek Perkotaan Pelayanan Angkutan
9 y Perkotaan yang 2 Dokumen 25,000 y Perkotaan yang 2 Dokumen 60,000
Perkotaan dalam 1 (Satu) : dalam 1 (Satu) ;
Melampaui Batas 1 Melampaui Batas 1
Daerah Kabupaten/Kota Daerah
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota P Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen . Jumlah Dokumen
. Penetapan Kebijakan .
.. Penetapan Kebijakan e Penetapan Kebijakan
Penetapan Kebijakan dan e dan Sosialisasi S
e dan Tersosialisasinya dan Tersosialisasinya
Sosialisasi Rencana Umum Rencana Umum Rencana Umum Rencana Umum
Jaringan Trayek Perkotaan 1 Dokumen 10,000 | Jaringan Trayek 1 Dokumen 35,000

dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Jaringan Trayek
Perkotaan dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Perkotaan dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Jaringan Trayek
Perkotaan dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu Kebutuhan | . .
Program/Kegiatan/ X . . Target indikatif Program/Kegiatan/ . . . Target Dana .
No Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja e (Rp.000) Subkegiatan Lokasi Indikatorkinerja T (Rp.000) Penting
(M () (3) 4) (5) (6) (7) (®) 9) (10) an (12)
Jumlah Dokumen Pengendalian Jumlah Dokumen
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Pelaglisanaan Rencana Kebijakan Pengendalian
Rencana Umum Jaringan Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Travek Pelaksanaan Rencana
Trayek Perkotaan dalam 1 Umum Jaringan Trayek 1 Dokumen 15,000 9 y Umum Jaringan Trayek 1 Dokumen 25,000

(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Perkotaan dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Perkotaan dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Perkotaan dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka PD
menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk
perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses
perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses
partisipatif, proses bottom-up dan topdown.

Proses usulan program/kegiatan terhadap usulan para
pemangku kepentingan sudah dipadukan sesuai dengan proses
perencanaan, keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan
lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama
ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan.
Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan
dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).

Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif
untuk menserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan
yang bersifat top down sehingga diharapkan mampu menciptakan
kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat
terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu
bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan,
melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan
sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif.

Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang
diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana
realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat
yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut
usulan masyarakat baik lewat organisasi atau tokoh masyarakat,

dan para pemangku kepentingan sebagaimana tabel berikut :
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Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Demak Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kabupaten Demak

Indikator Besaran/
No Pekerjaan/ Usulan Lokasi Kinerja Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (S) (6)
Pokir
Jumlah
Perlengkap
Pengadaan Lampu Desa anJalandi | g, 100,000,000/ 1
1 Tenegl a Surva p Ngegot Jalan b P’ake t’ Ditolak
& Y Kec.Mijen Kabupaten
/Kota yang
Tersedia
Jumlah
Perlengkap
Desa . an Jalan di
9 Pengadaan Lampu Banteng Mati Jalan Rp. 100,000,000/ 1 Ditolak
Tenaga Surya Kecamatan Paket
Mijen Kabupaten
/Kota yang
Tersedia
Jumlah
Arah Menuju zﬁr‘lje;iia(i
3 PJU Batas Desa Pasar Jalan Rp. 200,000,000/1 Diterima
Wonosalam Wonosalam Kec. Paket
Wonosalam Kabupaten
/Kota yang
Tersedia
Jumlah
Pondok Perlengkap
Majapahit 1 an Jalan di
4 | Pemasangan CCTV Desa Jalan Rp. 10013,21(2&000/ 1 Diterima
Bandungrejo Kabupaten
Kec. Mranggen /Kota yang
Tersedia
Jumlah
Perlengkap
Desa an Jalan di
S | PJU jalur grogol Wonosalam Kec. | Jalan Rp- 20%2183[’000/ 1 Diterima
Wonosalam Kabupaten
/Kota yang
Tersedia
Musrenbang
Jalan Raya ;slil;lhka
1 Penerangan Jalan Tempel-Bungo, an Jalegm (i Rp. 200,000,000/1 Diterima
Tempel-Bungo Kec Wedung Jalan Paket
Kab. Demak

Kabupaten
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No

Pekerjaan/ Usulan

Lokasi

Indikator

Kinerja

Besaran/

Volume

Catatan

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

/Kota yang
Tersedia

Peneranangan Jalan
Mutih Wetan -Bungo

Jalan Raya Desa
Mutih Wetan -
Desa Bungo

Jumlah
Perlengkap
an Jalan di
Jalan
Kabupaten
/Kota yang
Tersedia

Rp. 200,000,000/1
Paket

Diterima

lampu penerangan
jalan antar desa
Tanggul Bakung

jalan dari ajlan
raya jepara -

Demak menuju

ke desa Tanggul,
Kab. Demak

Jumlah
Perlengkap
an Jalan di
Jalan
Kabupaten
/Kota yang
Tersedia

Rp. 500,000,000/ 1
Paket

Diterima
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BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana
dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan
prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas
pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan rencana strategis kementrian yang mendukung
pembangunan Kabupaten Demak, maka program dari Renstra
Kementrian Perhubungan di Kabupaten Demak adalah :

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan
transportasi;
Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di
Kementrian Perhubungan;

5. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat
guna,tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan

transportasi;

Berdasarkan tujuan kementerian perhubungan, perlu disusun
pembangunan sub sector perhubungan darat, yaitu :
1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dengan satuan
rasio;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat dengan
satuan indeks;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat dengan satuan
kendaraan;
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat
Daerah.
Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis,

tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten
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Demak ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi
RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Perhubungan
sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Bupati dalam
mencapai visi dan misi bidang Perhubungan. Tujuan dan sasaran
merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui
program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact
tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja
utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Perhubungan.
Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan;
2. Meningkatkan pelayanan jaringan transportasi.

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus
dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:
1. Meningkatnya capaian sasaran strategis kinerja Perangkat

Daerah;

2. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif;

3. Meningkatnya kinerja pelayanan lalu lintas.
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BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan
Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap
rumusan program, Kkegiatan dan subkegiatan Renja Dinas
Perhubungan yaitu:
a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan,

tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Demak serta

mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka
harus berdasarkan visi dan misi Bupati. Visi merupakan
gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan

Kabupaten Demak pada akhir periode. Visi Kabupaten Demak

menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan

setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan
dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Demak
baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai
dengan permasalahan dan isu-isu strategis, maka visi Kabupaten

Demak adalah “Demak Bermartabat Maju dan Sejahtera” Adapun

misi Bupati Demak yaitu :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik,serta
kehidupan bermasyarakt yang agamis,kondusif dan
berbudaya

2. Meningkatkan sumber daya manusia, sumberdaya alam dan
lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing

3. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi local,
membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan
pengangguran

Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dalam rangka

mewujudkan pembangunan dalam bidang Perhubungan maka

perlu adanya tujuan dan sasaran, adapun tujuan Dinas

Perhubungan adalah

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan;
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2. Meningkatkan pelayanan jaringan transportasi.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah:

1. Meningkatnya capaian sasaran strategis kinerja Perangkat
Daerah;

2. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif;

3. Meningkatnya kinerja pelayanan lalu lintas.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,

antara lain meliputi:

a. Jumlah program dan jumlah kegiatan. Bahwa berdasarkan
permendagri 90 tahun 2019 bahwa Dinas Perhubungan
Kabupaten Demak terdapat dua Program yaitu
1. Program  penunjang urusan pemerintah  daerah

kabupaten/kota
2. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
Adapun rician jumlah kegiatan dan sub kegiatan yaitu terdapat 2
kegiatan dan 15 Sub kegiatan dan 26 sub kegiatan yang tidak
terfokus pada Kawasan atau kelompok masyarakat tertentu
namun bersifat pemerataan berkesinambungan dan
berkelanjutan, untuk itu lokasi program dan kegiatan tersebar
seluruh Kabupaten Demak dalam wilayah kecamatan dan
desa/kelurahan sesuai dengan prioritas kebutuhan dana/pagu
indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dibawah ini terdapat tabel

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 rencana program,

kegiatan dan subkegiatan Dinas Kabupaten Demak sebagai

berikut:
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Nama Peran

Tabel 4.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Demak

kat Daerah : Dinas Perhubungan

Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Bidan
U;usar?/ Kebutuhan
Kode Program . . Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif
c Capaian Keluaran Sub Hasil I Sumber (Rp.)
/Kegiata . . Output Pagu Indikatif (Rp.)
n/ Sub Program Kegiatan Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Dana
Kegiatan Program Sgb entaian Tolok Ukur Target
Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN 32.046.342.800,00 32.046.342.800,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 32.046.342.800,00 32.046.342.800,00
15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 32.046.342.800,00 32.046.342.800,00
15 | 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 28.770.042.800,00 28.770.042.800,00
15 | 01 | 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00
15 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Jumlah Dana :{uKrRI_aSP:(IIDDSI;ur:en
Persentase RKA-SKPD dan Dokumen - Semua Transfer a
elayanan Laporan Hasil Pelaksanaan | Kecamatan 4 2 Umum- Laporan Hasil
pelaye L ' 91,60% 20.000.000,00 Koordinasi 4 Dokumen 20.000.000,00
sesuai standar Koordinasi Anggaran Semua Dokumen Dokumen Dana
) . Penyusunan
pelayanan Penyusunan dan Capaian | Kel/Desa Alokasi
S Dokumen RKA-
Dokumen RKA-SKPD | Kinerja Umum
SKPD
15 | 01 | 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.694.942.800,00 5.694.942.800,00
15 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase Jumlah Orangﬂyang Jumlah - Semua 91,60% 28 Orang/ 2 Laporan 3.968.487.000,00 PENDAP Jumlah Orangﬂyang 28 Orang/ 3.968.487.000,00
pelayanan Menerima Gaji dan laporan Kecamatan, bulan ATAN Menerima Gaji dan bulan
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Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Bidan
Urusar?/ Kebutuhan
Kode Program . . Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif
5 Capaian Keluaran Sub Hasil I Sumber (Rp.)
/Kegiata . . Output Pagu Indikatif (Rp.)
ST Program Kegiatan Kegiatan O Keluaran Hasil Dana
Kegiatan Program Sgb Kegiatan Tolok Ukur Target
Kegiatan
sesuai standar Tunjangan ASN keuangan Semua ASLI Tunjangan ASN
pelayanan Kel/Desa DAERA
H (PAD),
Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum
15 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Dana
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Persentase . . - Semua Transfer . .
elavanan Hasil Penyediaan Jumlah Kecamatan 12 Umum- Hasil Penyediaan 1
pelaye Administrasi laporan ' 91,60% 2 Laporan 1.726.455.800,00 Administrasi 1.726.455.800,00
sesuai standar Semua Dokumen Dana Dokumen
Pelaksanaan Tugas keuangan . Pelaksanaan Tugas
pelayanan Kel/Desa Alokasi
ASN ASN
Umum
15 | 01 | 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00
15 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Dana Jumlah Pegawai
Persentase Berdasarkan Tugas Administrasi | - Semua Transfer | Berdasarkan Tugas
pelayanan dan Fungsi yang kepegawaia | Kecamatan, | g1 600, | 10rang | 2 Laporan 2.000.000,00 | Ymum- | dan Fungsiyang 1 Orang 2.000.000,00
sesuai standar Mengikuti n yang Semua Dana Mengikuti
pelayanan Pendidikan dan terpenuhi Kel/Desa Alokasi Pendidikan dan
Pelatihan Umum Pelatihan
15 | 01 | 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 194.000.000,00 194.000.000,00
151 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
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Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Bidan
Urusar?/ Kebutuhan
Kode Program Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif
0 Capaian Keluaran Sub Hasil — Sumber (Rp.)
/Kegiata . . Output Pagu Indikatif (Rp.)
ST Program Kegiatan Kegiatan O Keluaran Hasil Dana
Kegiatan Program Sgb Kegiatan Tolok Ukur Target
Kegiatan
Persentase
rekomendasi
hasil
monitoring dan Jumlah Paket Dana Jumlah Paket
evaluasi umian Fake . - .| - Semua Transfer | Komponen
Perangkat Komponen Instalasi Administrasi Kecamatan 91,60% Umum- | Instalasi
9 Listrik/Penerangan Umum Yang ' . oo 1 Paket 2 Laporan 10.000.000,00 _ 1 Paket 10.000.000,00
Daerah yang Bangunan Kantor terpenuhi Semua 100 % Dana Listrik/Penerangan
ditindaklanjuti ana Disediakan Kel/Desa Alokasi Bangunan Kantor
Persentase yang Umum yang Disediakan
pelayanan
sesuai standar
pelayanan
15 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Persentase
rekomendasi
hasil
monitoring dan Dana
evaluasi Jumlah Paket . . | - Semua Transfer Jumlah Paket
Perangkat Peralatan dan Administrasi Kecamatan 91,60% Umum- Peralatan dan
Daera% an Perlenakapan Kantor Umum Yang Semua ' 160 0/0 1 Paket 2 Laporan 80.000.000,00 Dana Perlengkapan 1 Paket 80.000.000,00
o yang gkap: terpenuhi ? . Kantor yang
ditindaklanjuti yang Disediakan Kel/Desa Alokasi S
Disediakan
Persentase Umum
pelayanan
sesuai standar
pelayanan
15 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Persentase Jumlah Paket Administrasi | Semua Dana Jumlah Paket
k i Peral R h K 1,609 T f Peral R h
rekomendasi eralatan Ruma Umum Yang | cecamatan. | 91.60% 4 o1t | 2 Laporan 15.000.000,00 | Tanster | Peralatan Ruma 1 Paket 15.000.000,00
hasil Tangga yang terpenuhi Semua 100 % Umum- | Tangga yang
monitoring dan | Disediakan Kel/Desa Dana Disediakan
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Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
S;Sz:r?/ - . o Kebutuhan' '
Kode Program Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif
5 Capaian Keluaran Sub Hasil N Sumber (Rp.)
/Kegiata . . Output Pagu Indikatif (Rp.)
ST Program Kegiatan Kegiatan O Keluaran Hasil Dana
Kegiatan Program Sgb Kegiatan Tolok Ukur Target
Kegiatan
evaluasi Alokasi
Perangkat Umum
Daerah yang
ditindaklanjuti
Persentase
pelayanan
sesuai standar
pelayanan
15 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Persentase
rekomendasi
hasil
monitoring dan Dana
evaluasi Jumlah Paket Barang Administrasi | Semua Transfer | Jumlah Paket
Perangkat Cetakan dan Umum Yang | Kecamatan, | 91.60% |4 oyt | 2 Laporan 20.000.000,00 | UMum- | Barang Cetakan 1 Paket 20.000.000,00
Daerah yang Penggandaan yang terpenuhi Semua 100 % Dana dan Penggandaan
ditindaklanjuti Disediakan Kel/Desa Alokasi yang Disediakan
Persentase Umum
pelayanan
sesuai standar
pelayanan
15 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu
Persentase
rekomendasi Dana
::;Ir:itoring dan Junjliah .Lapor.an Administrasi _K:cear:r:J:tan 91,60% Lr;f::_r Junr.1l.ah !_aporan
evaluasi Fasilitasi Kunjungan Umum Ya.mg Semua ' 10'0 % 1 Laporan 2 Laporan 10.000.000,00 Dana FaS|I.|ta5| 1 Laporan 10.000.000,00
Perangkat Tamu terpenuhi Kel/Desa Alokasi Kunjungan Tamu
Daerah yang Umum
ditindaklanjuti
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Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Bidan
Urusar?/ Kebutuhan
Kode Program . . Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif
5 Capaian Keluaran Sub Hasil I Sumber (Rp.)
/Kegiata . . Output Pagu Indikatif (Rp.)
ST Program Kegiatan Kegiatan O Keluaran Hasil Dana
Kegiatan Program Sgb Kegiatan Tolok Ukur Target
Kegiatan
Persentase
pelayanan
sesuai standar
pelayanan
15 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Persentase
rekomendasi
hasil
monitoring dan Dana
. Jumlah Laporan
evaluasi Jumlah Laporan - .| - Semua Transfer
Perangkat Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan 91,60 % 12 Umum- Penyelenggaraan
9 yelenggaraan Umum Yang ' o0 7 2 Laporan 59.000.000,00 Rapat Koordinasi | 12 Laporan 59.000.000,00
Daerah yang Rapat Koordinasi terpenuhi Semua 100 % Laporan Dana dan Konsultasi
ditindaklanjuti dan Konsultasi SKPD P Kel/Desa Alokasi
SKPD
Persentase Umum
pelayanan
sesuai standar
pelayanan
15 | 01 | 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 14.000.000,00 14.000.000,00
15 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Dana
Persentase Jumlah Unit Jumlah - Semua Transfer | Jumlah Unit
pelaygnan Pe.ralatan dan Mesin | Barang Milik | Kecamatan, 91,60% > Unit 3 Laporan 14.000.000,00 Umum- Pera.latan. dan > Unit 14.000.000,00
sesuai standar Lainnya yang Daerah yang | Semua Dana Mesin Lainnya
pelayanan Disediakan diadakan Kel/Desa Alokasi yang Disediakan
Umum
15 | 01 | 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.655.100.000,00 22.655.100.000,00
15 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat
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Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Bidan
Urusar?/ Kebutuhan
Kode Program . . Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif
. Capaian Keluaran Sub Hasil I Sumber (Rp.)
/Kegiata . . Output Pagu Indikatif (Rp.)
ST Program Kegiatan Kegiatan O Keluaran Hasil Dana
Kegiatan Program Sgb Kegiatan Tolok Ukur Target
Kegiatan
Persentase
rekomendasi
hasil
monitoring dan Dana
evaluasi Jasa - Semua Transfer
Perangkat Jumlah Laporan Penunjan Kecamatan 91,60% Umum- Jumlah Laporan
9 Penyediaan Jasa Jang ' ol 2 Laporan 2 Laporan 1.500.000,00 Penyediaan Jasa 2 Laporan 1.500.000,00
Daerah yang Surat Menvurat Urusan Yang | Semua 100 % Dana Surat Menvurat
ditindaklanjuti y Tersedia Kel/Desa Alokasi Y
Persentase Umum
pelayanan
sesuai standar
pelayanan
15 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Persentase
rekomendasi
hasil
monitoring dan Dana Jumlah Laporan
. Jumlah Laporan )
evaluasi Penyediaan Jasa Jasa - Semua Transfer | Penyediaan Jasa
. o - o
Perangkat Komunikasi, Sumber | "enunang | Kecamatan, | 91,60% 12 2 Laporan 22.653.600.000,00 | UMum- | Komunikasi, - 12 Laporan 22.653.600.000,00
Daerah yang . L Urusan Yang | Semua 100 % Laporan Dana Sumber Daya Air
o 2 Daya Air dan Listrik . . L
ditindaklanjuti ana Disediakan Tersedia Kel/Desa Alokasi dan Listrik yang
Persentase yang Umum Disediakan
pelayanan
sesuai standar
pelayanan
15 | 01 | 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 190.000.000,00 190.000.000,00
15 ] 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Persentase Ju.mlah Kendéraan Jumlah N - Semua 91,60% 4 Unit 6 Paket 90.000.000,00 Dana Ju.mlah Kende?raan 4 Unit 90.000.000,00
pelayanan Dinas Operasional Barang Milik | Kecamatan, Transfer | Dinas Operasional

67




Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Bidan
Urusar?/ Kebutuhan
Kode Program Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif
q Capaian Keluaran Sub Hasil o Sumber (Rp.)
/Kegiata . . Output Pagu Indikatif (Rp.)
ST Program Kegiatan Kegiatan O Keluaran Hasil Dana
Kegiatan Program Sgb Kegiatan Tolok Ukur Target
Kegiatan
sesuai standar atau Lapangan yang | Daerahyang | Semua Umum- | atau Lapangan
pelayanan Dipelihara dan terpelihara Kel/Desa Dana yang Dipelihara
dibayarkan Pajak Alokasi dan dibayarkan
dan Perizinannya Umum Pajak dan
Perizinannya
15 | 01 | 2.09 | 0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
Dana
Persentase Jumlah Alat Besar Jumlah - Semua Transfer | Jumlah Alat Besar
pelayanan yang Dipelihara dan | Barang Milik | Kecamatan, 91 60% > Unit 6 Paket 60.000.000.00 Umum- | yang Dipelihara > Unit 60.000.000.00
sesuai standar | dibayarkan Daerah yang | Semua ekt T Dana dan dibayarkan T
pelayanan Perizinannya terpelihara Kel/Desa Alokasi Perizinannya
Umum
15 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Dana
Persentase Jumlah - Semua Transfer
clavanan Jumlah Peralatan Barang Milik | Kecamatan Umnum- Jumlah Peralatan
Sesu);i standar dan Mesin Lainnya Daera?w yang | Semua ' 91,60% 4 Unit 6 Paket 15.000.000,00 Dana dan Mesin Lainnya 4 Unit 15.000.000,00
pelayanan yang Dipelihara terpelihara Kel/Desa Alokasi yang Dipelihara
Umum
15 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Dana Jumlah Gedung
Persentase Kantor dan Jumlah - Semua Transfer | Kantor dan
pelay'?man Bangunan Lainnya Barang Milik | Kecamatan, 91,60% 2 Unit 6 Paket 25.000.000,00 Umum- Bangunan Lainnya 2 Unit 25.000.000,00
sesuai standar | yang Daerah yang | Semua Dana yang
pelayanan Dipelihara/Direhabili | terpelihara Kel/Desa Alokasi Dipelihara/Direhab
tasi Umum ilitasi
15 | 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLA)J) 3.276.300.000,00 3.276.300.000,00
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Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Bidan
Urusar?/ Kebutuhan
Kode Program . . Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif
. Capaian Keluaran Sub Hasil I Sumber (Rp.)
/Kegiata . . Output Pagu Indikatif (Rp.)
ST Program Kegiatan Kegiatan O Keluaran Hasil Dana
Kegiatan Program Sgb Kegiatan Tolok Ukur Target
Kegiatan
2|15 ] 02 | 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00
2 | 15| 02 | 201 | 0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Dokumen
Persentase Jumlah Dokumen Pehgelolaan Dana Jumlah Dokumen
sarana dan Jaringan - Semua Transfer
rasarana Penyusunan Transportasi | Kecamatan 2 1 Umum- Penyusunan
P Rencana Induk ! 100 % 10.000.000,00 Rencana Induk 2 Dokumen 10.000.000,00
Perhubungan . dan Lalu Semua Dokumen Dokumen Dana .
.. Jaringan LLAJ . . Jaringan LLAJ
dalam kondisi Kabupaten/Kota Lintas Kel/Desa Alokasi Kabupaten/Kota
baik P tersedia Kab. Umum P
/ Kota
2|15 | 02 | 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2.278.262.000,00 2.278.262.000,00
2 | 15| 02 | 202 | 0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Kab. Demak,
Gajah, Gajah
Kab. Demak,
Persentase Jumlah Persentase Karanga.nyar Dana Jumlah
sarana dan sarana , Cangkring Transfer
rasarana Perlengkapan Jalan erlenakapa | Kab. Demak Umum- Perlengkapan Jalan
P di Jalan perengkap ' | 100% 10 Unit | 100 Persen 2.178.262.000,00 di Jalan 10 Unit 2.178.262.000,00
Perhubungan n jalan Karanganyar Dana
. Kabupaten/Kota g . Kabupaten/Kota
dalam kondisi ang Tersedia dalam ,Wonoketin Alokasi ang Tersedia
baik yang kondisi baik | gal Umum | Y39
Kab. Demak,
Demak,
Bolo
2| 15| 02 | 2.02 | 0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Persentase Jumiah Persentase | Kab. Demak, | ;4 4, 2Unit | 100 Persen 100.000.000,00 | P2na | Jumiah 2 Unit 100.000.000,00
sarana dan Perlengkapan Jalan sarana Semua Transfer | Perlengkapan Jalan
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Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Bidan
Urusar?/ Kebutuhan
Kode Program . . Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif
. Capaian Keluaran Sub Hasil I Sumber (Rp.)
/Kegiata . . Output Pagu Indikatif (Rp.)
ST Program Kegiatan Kegiatan O Keluaran Hasil Dana
Kegiatan Program Sgb Kegiatan Tolok Ukur Target
Kegiatan
prasarana yang Terehabilitasi perlengkapa | Kecamatan, Umum- | yang Terehabilitasi
Perhubungan dan Terpelihara n jalan Semua Dana dan Terpelihara
dalam kondisi dalam Kel/Desa Alokasi
baik kondisi baik Umum
15 | 02 | 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 50.000.000,00 50.000.000,00
151 02 | 204 | 0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan
) Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Pemenuhan Pemenuhan
Persyaratan Persyaratan
Perolehan Izin Perolehan Izin
Persentase Penyelenggaraan Jumlah Kab. Demak, Dana Penyelenggaraan
sarana dan dan Terbangunnya Penerbitan Wonosalam, Transfer | dan Terbangunnya
prasarana Fasilitas Parkir Izin dan Jogoloyo 4 1 Umum- | Fasilitas Parkir
" 100 % .000.000, 4 Dok .000.000,
Perhubungan Kewenangan Fasilitas Kab. Demak, 00 % Dokumen Dokumen >0.000.000,00 Dana Kewenangan oxumen 50.000.000,00
dalam kondisi Kabupaten/Kota Parkir Demak, Alokasi Kabupaten/Kota
baik dalam Sistem terlaksana Kadilangu Umum dalam Sistem
Pelayanan Perizinan Pelayanan
Berusaha Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Terintegrasi Secara
Elektronik Elektronik
15 | 02 | 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 170.000.000,00 170.000.000,00
15 | 02 | 2.05 | 0003 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Persentase Dana
Jumlah Kendaraan
sarana dan Jumlah Kendaraan Persentase - Semua Transfer -
rasarana Wajib Uji Berkala Uji Kir Kecamatan Umum- Wajib Uji Berkala
i ' 100 % 1 Unit 100 Persen 30.000.000,00 Kendaraan 1 Unit 30.000.000,00
Perhubungan Kendaraan Bermotor | Angkutan Semua Dana Bermotor van
dalam kondisi yang Terdaftar Umum Kel/Desa Alokasi yang
. Terdaftar
baik Umum
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Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Bidan
Urusar?/ Kebutuhan
Kode Program . . Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif
. Capaian Keluaran Sub Hasil I Sumber (Rp.)
/Kegiata . . Output Pagu Indikatif (Rp.)
ST Program Kegiatan Kegiatan O Keluaran Hasil Dana
Kegiatan Program Sgb Kegiatan Tolok Ukur Target
Kegiatan
15 | 02 | 2.05 | 0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Persentase Dana
Jumlah Dokumen
sarana dan Jumlah Dokumen Persentase - Semua Transfer Bukti Lulus Uji
prasarana Bukti Lulus Uji Uit Kir Kecamatan, | 54, 1600 100 Persen 40.000.000,00 | UMM | pengujian Berkala 1600 40.000.000,00
Perhubungan Pengujian Berkala Angkutan Semua Dokumen Dana Kendaraan Dokumen
dalam kondisi Kendaraan Bermotor | Umum Kel/Desa Alokasi
. Bermotor
baik Umum
15 | 02 | 2.05 | 0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Persentase Dana Jumlah Sarana dan
Jumlah Sarana dan
sarana dan " Persentase - Semua Transfer | Prasarana
rasarana Prasarana Pengujian Uji Kir Kecamatan Umum- | Pengujian Berkala
P Berkala Kendaraan ! 100 % 11 Unit 100 Persen 100.000.000,00 11 Unit 100.000.000,00
Perhubungan Bermotor van Angkutan Semua Dana Kendaraan
dalam kondisi oryang Umum Kel/Desa Alokasi Bermotor yang
. Terpelihara .
baik Umum Terpelihara
15 | 02 | 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 360.000.000,00 360.000.000,00
15 | 02 | 2.06 | 0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Persentase Jumlah Dana Jumlah laporan
Jumlah laporan . .
sarana dan . Manajemen - Semua Transfer | Forum Lalu Lintas
rasarana Forum Lalu Lintas dan Kecamatan Umum- | dan Angkutan
P dan Angkutan Jalan ' 100 % 4 Laporan 2 Laporan 10.000.000,00 9 4 Laporan 10.000.000,00
Perhubungan . Rekayasa Semua Dana Jalan untuk
L untuk Jaringan Jalan . . -
dalam kondisi Kabupaten/Kota Lalu Lintas Kel/Desa Alokasi Jaringan Jalan
baik P Terlaksana Umum Kabupaten/Kota
15 | 02 | 2.06 | 0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Persentase Jumlah Jumlah Kab. Demak, Dana Jumlah
sarana dan Perlengkapan Jalan Manajemen Semua 100 % 4 2 Laporan 350.000.000,00 Transfer | Perlengkapan Jalan 4 Dokumen 350.000.000,00
prasarana dalam Rangka dan Kecamatan, Dokumen Umum- | dalam Rangka
Perhubungan Manajemen dan Rekayasa Semua Dana Manajemen dan
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Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Bidan
Urusar?/ Kebutuhan
Kode Program . . Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif
. Capaian Keluaran Sub Hasil I Sumber (Rp.)
/Kegiata . . Output Pagu Indikatif (Rp.)
ST Program Kegiatan Kegiatan O Keluaran Hasil Dana
Kegiatan Program Sgb Kegiatan Tolok Ukur Target
Kegiatan
dalam kondisi Rekayasa Lalu Lintas | Lalu Lintas Kel/Desa Alokasi Rekayasa Lalu
baik yang dilaksanakan Terlaksana Umum Lintas yang
pengadaan dan dilaksanakan
Pemasangan pengadaan dan
Pemasangan
15 | 02 | 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00
15| 02 | 2.07 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
Persentase Jumlah Laporan Kab. Demak, Dana Jumlah Laporan
sarana dan . Transfer L
rasarana Koordinasi dan Jumlah Semua Umnum- Koordinasi dan
b Sinkronisasi Andalalin Kecamatan, 100 % 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 Sinkronisasi 2 Laporan 5.000.000,00
Perhubungan . . . Dana I .
.. Penilaian Hasil tersedia Semua . Penilaian Hasil
dalam kondisi . Alokasi )
. Andalalin Kel/Desa Andalalin
baik Umum
15 | 02 | 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 343.038.000,00 343.038.000,00
15| 02 | 2.08 | 0003 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
Persentase Jumlah Audit Dana
sarana dan Jumlah Laporan .| - Semua Transfer | Jumlah Laporan
rasarana Inspeksi, Audit dan dan Inspeksi Kecamatan Umum- | Inspeksi, Audit dan
P pexsl Keselamatan " | 100% | 2Laporan | 2 Laporan 75.000.000,00 pexsl 2 Laporan 75.000.000,00
Perhubungan Pemantauan LLAJ di Jalan Semua Dana Pemantauan
dalam kondisi Terminal . Kel/Desa Alokasi Terminal
. tersedia
baik Umum
15 | 02 | 2.08 | 0007 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Persentase Jumlah laporan Jumlah Audit | Kab. Demak, Dana Jumlah laporan
sarana dan Inspeksi, Audit dan dan Inspeksi | Semua 12 Transfer | Inspeksi, Audit dan
prasarana Pemantauan Sistem Keselamatan | Kecamatan, 100 % 2 Laporan 268.038.000,00 | Umum- Pemantauan 12 Laporan 268.038.000,00
. . Laporan . .
Perhubungan Manajemen LLAJ diJalan | Semua Dana Sistem Manajemen
dalam kondisi Keselamatan tersedia Kel/Desa Alokasi Keselamatan
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Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Bidan
Urusar?/ Kebutuhan
Kode Program . . Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif
5 Capaian Keluaran Sub Hasil I Sumber (Rp.)
/Kegiata . . Output Pagu Indikatif (Rp.)
ST Program Kegiatan Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil Dana
Kegiatan Program Sgb Kegiatan Tolok Ukur Target
Kegiatan
baik Perusahaan Umum Perusahaan
Angkutan Umum Angkutan Umum
15 | 02 | 2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000,00 60.000.000,00
15 | 02 | 2.11 | 0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Lir:(l;:gplﬁkumen
Persentase Penetapan.K?bUa.kan Terlayaninya | Kab. Demak, Dana Kebijakan dan
sarana dan dan Tersosialisasinya . Transfer L
rasarana Rencana Umum Jaringan Semua 1 > Umnum- Tersosialisasinya
P . Trayek Kecamatan, 100 % 35.000.000,00 Rencana Umum 1 Dokumen 35.000.000,00
Perhubungan Jaringan Trayek Dokumen Dokumen Dana -
. Angkutan Semua . Jaringan Trayek
dalam kondisi Perkotaan dalam 1 Alokasi
. Perkotaan Kel/Desa Perkotaan dalam 1
baik (Satu) Daerah Umum
Kabupaten/Kota (Satu) Daerah
P Kabupaten/Kota
15 | 02 | 2.11 | 0003 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Kebijakan Kebijakan
Persentase . . Dana .
Pengendalian Terlayaninya | Kab. Demak, Pengendalian
sarana dan ) Transfer
rasarana Pelaksanaan Jaringan Semua 1 5 Umum. | Pefaksanaan
P Rencana Umum Trayek Kecamatan, 100 % 25.000.000,00 Rencana Umum 1 Dokumen 25.000.000,00
Perhubungan . Dokumen Dokumen Dana -
dalam kondisi Jaringan Trayek Angkutan Semua Alokasi Jaringan Trayek
baik Perkotaan dalam 1 Perkotaan Kel/Desa Umum Perkotaan dalam 1
(Satu) Daerah (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
TOTAL 32.046.342.800,00 32.046.342.800,00
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4.2 Program Prioritas dan Rencana Implementasi

Dalam rangka mendukung program prioritas Bupati Demak,

dapat dijelaskan program prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten

Demak sebagai berikut:

1.

S

Pemasangan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas)
Pemasangan Lampu Penerangan Jalan

Pembuatan Marka Jalan

Pemasangan CCTV

Pemeliharaan CCTV

Tabel rencana program prioritas dan rencana implementasi

Dinas Kabupaten Demak sebagai berikut:
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Tabel 4.2.
Rumusan Rencana Program Prioritas dan Rencana Implementasi Tahun 2024

TARGET
Program Data REALISASI s.d 2022 PROYEKSI 2023 TARGET 2024 AKHIR Kode Subkegiatan
Unggulan/Rencana . RENSTRA
NO . Indikator Satuan awal (2026)
Implementasi/Dukunga (2020)
n Kegiatan Rwealisasi Realisasi Taroet Angearan Taroet Angearan
Kinerja anggaran g &8 g &8
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7. | PERCEPATAN
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR,
TERUTAMA DI
KAWASAN PESISIR,
PERTANIAN DAN PUSAT
PERTUMBUHAN/
PUSAT PRODUKSI
Jumlah
. tempat
MR CET ibadah /lemba
pemeliharaan jaringan
a p . ga keagamaan Km
jalan dan jembatan S
kabupaten B
bantuan
Pemasangan Rambu Jumlah rambu
1 ang lalu lintas Unit 0 - 42 78.540.000 125 100.000.000 90 2.15.02.2.06.0016
Lalu Lintas :
tersedia
Jml APILL
(Traffic
2 Pemasasangan APILL Light/Warning Paket 1 80.000.000 - - 2 80.000.000 1 2.15.02.2.02.0004
Light)
terpasang
Jml lampu
3 | Pemasangan Lampu penerangan Lokasi 3| 1.591.000.000 4 1.535.000.000 4 | 1.550.000.000 2| 2.15.02.2.02.0002
Penerangan Jalan jalan
terpasang
Jml marka
4 | Pembuatan Marka Jalan m?2 1014 199.950.000 500 100.000.000 400 250.000.000 100 2.15.02.2.06.0016

jalan tersedia
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TARGET

Program Data REALISASI s.d 2022 PROYEKSI 2023 TARGET 2024 AKHIR Kode Subkegiatan
Unggulan/Rencana RENSTRA
NO . Indikator Satuan awal 2026
Implementasi/Dukunga (2020) ( )
n Kegiatan Rwealisasi Realisasi Tareet Aneearan Tareet Aneearan
Kinerja anggaran g &8 g g8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 | Pemasangan CCTV Jml CCTV Paket 0 ; 1 100.000.000 2 - 2 -
terpasang
Jml CCTV
6 Pemeliharaan CCTV jalan Lokasi 3 60.000.000 4 45.000.000 3 20.000.000 3 2.15.02.2.02.0004
terpelihara

Jumlah

1.930.950.000

3.672.080.000

2.000.000.000
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BAB V.
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah merupakan
dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan.
Oleh karena itu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun
berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dengan
memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah berisi tentang Program dan Kegiatan dalam
waktu 1 (satu) tahun yang akan dilaksanakan sebagai pelaksanaan dari
Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun sebelumnya. Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Daerah juga memuat hal-hal yang terkait dengan
pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu dan permasalahan yang
ditemui. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah juga
merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan
akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD).

a. Catatan penting
Rencana Kerja Dnas Perhubungan Kabupaten Demak tahun

2024 disusun dengan melakukan pemetaan program dan kegiatan

sesuai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan beberapa kali terakhir

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja (Renja)

Dinas Perhubungan Kabupaten Demak telah dan akan selalu

melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan.

Pelibatan stakeholder dalam proses penyusunan Rencana Kerja

(Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dapat dilihat dari

diakomodirnya usulan-usulan dari masyarakat melalui Musrenbang

dan Pokok Pikiran (Pokkir) Dewan.
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Pengalokasian anggaran tentunya menyesuaikan dengan
ketersediaan anggaran/ pengalokasian anggaran yang diberikan
oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Demak
serta sumber pendanaan lainnya. Seandainya ketersediaan
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka program/ kegiatan
yang indikator kinerjanya belum memenuhi target lebih
diprioritaskan untuk mendapatkan anggaran yang cukup
memadahi.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perencanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang
baik dapat dijadikan dasar pelaksanaan dan merupakan kunci
sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk
perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran
pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen
perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan
komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau
proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental,
semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan
(stakeholders), tetap harus dikedepankan.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Demak
akan melakukan pemantauan, tindakan koreksi sesuai yang
diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala
setiap bulan kepada Bupati Demak melalui Bappeda-Litbang
Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

c. Rencana tindak lanjut.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang
dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebik baik di masa
yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan
sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada
akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Untuk menjamin agar program dan kegiatan pada
pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi

untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program
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kegiatan sebagaimana amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Perhubungan Kabupaten Demak ini sangat tergantung pada peran
aktif seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Demak
(Pimpinan dan Staf) serta pihak eksternal terkait secara bersih,

akuntabel, aspiratif, partisipatif, dan transparan.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten
Demak ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Program
dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dalam Tahun

Anggaran 2024.
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Lampiran 1.

PENYESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021-2026
DENGAN KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM

NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN

KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

SEMULA MENJADI
= z
~ ~ s Zz g ~ ~ s 2z E
O < < O < <
ZEZ2 5| & | S| NOMENKLATUR 2222 3| £ | S| nNoMENKLATUR KET.
sHEBIY O ~ = URUSAN KINERJA INDIKATOR SATUAN (8@ o o 3 2 URUSAN KINERJA INDIKATOR SATUAN
2525 Q| 9 | ¥| KABUPATEN/KOTA 2ER= 2| 9 ¥ | KABUPATEN/KOTA
A m & 3] ] m M 5]
=] =] ~ X /m =} =] (% M M
3 3
URUSAN URUSAN
2 15 PEMERINTAHAN 2 15 PEMERINTAHAN
BIDANG BIDANG
PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN
Persentase Persentase
PROGRAM rekomendasi PROGRAM rekomendasi
Terlak
PENUNJANG eriagsananya | osil PENUNJANG WL ERRERREL | o
monitoring dan e e monitoring dan o]
2 15| 1 URUSAN evaluasi monitoring dan % 2 15 | o1 URUSAN evaluasi monitoring dan %
PEMERINTAHAN P Kat evaluasi PEMERINTAHAN Perangkat evaluasi
DAERAH e'ani a Perangkat DAERAH Daeraﬁ Perangkat
KABUPATEN/KOTA | Daera Daerah yang KABUPATEN/KOTA Daerah yang
ditindaklanjuti ditindaklanjuti
iz Terlaksananya il
Terlaksananya dokumen y dokumen
Perencanaan, Perencanaan,
Perencanaan, perencanaan, Perencanaan, perencanaan,
Penganggaran, Penganggaran enganggaran Penganggaran, dan Penganggaran, enganggaran Dokumen
2 |15 | 1 201 dan Evaluasi ganggaran, pengangg Dokumen | 2 15 | 01 | 2.01 ganggaran, dan Evaluasi pengangg
Kineria Perangkat dan Evaluasi dan laporan Evaluasi Kinerja Kineria dan laporan
J g Kinerja kinerja Perangkat Daerah J kinerja
Daerah Perangkat
Perangkat Daerah | perangkat Daerah perangkat
daerah daerah
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SEMULA MENJADI
P =
5 5 § : g NOMENKLATUR 5 5 g § ﬁ o NOMENKLATUR KET.
g g g 8 o a URUSAN KINERJA INDIKATOR SATUAN tg rg g (6} 3 8 URUSAN KINERJA INDIKATOR SATUAN
EoEE & a ¥ | KABUPATEN/KOTA A= 8 8 X KABUPATEN/KOTA
=R =) A M ) = =) [ % /M
=] =}
(/)] (/]
Penyusunan Tersusunnya Jumlah p Tersusunnya Jumlah
Dokumen Dokumen Dokumen Derll(yusunan Dokumen Dokumen
2 15 1 201 1 Perencanaan Perencanaan Perencanaan Dokumen 2 15| 01 | 2.01 | 0001 P oxumen Perencanaan Perencanaan Dokumen
Perangkat Perangkat Perangkat Perencina%n h Perangkat Perangkat
Daerah Daerah Daerah erangkat Daera Daerah Daerah
Tersedianya Jumlah Tersedianya Jumlah
Dokumen RKA- Dokumen RKA- Dokumen RKA- Dokumen RKA-
Koordinasi dan SKPD dan SKPD dan Koordinasi dan SKPD dan SKPD dan
Penyusunan Laporan Hasil Laporan Hasil Laporan Hasil Laporan Hasil
2 15 1 201 2 Dokumen RKA- Koordinasi Koordinasi Dokumen 2 151 01 | 2.01 | 0002 Eelil{yusunan s Kogrdinasi Kogrdinasi Dokumen
SKPD Penyusunan Penyusunan okumen RKA-SKPD Penyusunan Penyusunan
Dokumen RKA- Dokumen RKA- Dokumen RKA- Dokumen RKA-
SKPD SKPD SKPD SKPD
Tersedianya Jumlah Tersedianya Jumlah
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Perubahan RKA- Perubahan RKA- Perubahan RKA- | Perubahan RKA
Koordinasi dan SKPD dan SKPD dan Koordinasi dan SKPD dan SKPD dan
Penyusunan Laporan Hasil Laporan Hasil Penyusunan Laporan Hasil Laporan Hasil
2 15 1 201 3 Dokumen Perubahan Koordinasi Koordinasi Dokumen 2 151 011 2.01 | 0003 Dokumen Perubahan Kolgrdinasi Kol())rdinasi Dokumen
RKA-SKPD Penyusunan Penyusunan RKA-SKPD Penyusunan Penyusunan
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Perubahan RKA- Perubahan RKA- Perubahan RKA- | Perubahan RKA-
SKPD SKPD SKPD SKPD
Tersedianya Jumlah Tersedianya Jumlah
Dokumen DPA- Dokumen DPA- Dokumen DPA- Dokumen DPA-
. . SKPD dan SKPD dan . . SKPD dan SKPD dan
2 |15 1 201 | 4 ggg;ﬁiﬁ;ﬁ%ﬁ- Laporan | Laporan Hasil Dokumen | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0004 ggg;ilsrﬁ;g%lm Laporan Hasil Laporan Hasil Dokumen
SKPD Hasil Koordinasi Koordinasi ’ SKPD Koordinasi Koordinasi
Penyusunan Penyusunan Penyusunan Penyusunan
Dokumen DPA- Dokumen DPA- Dokumen DPA- Dokumen DPA-
SKPD SKPD SKPD SKPD

81




SEMULA MENJADI
Z Z
Ssiso 5 & |8 s> 5| 5| &
5 5 § = I NOMENKLATUR 5 5 > § = o NOMENKLATUR KET.
0 % n g [S] I E’, URUSAN KINERJA INDIKATOR SATUAN 2] (7] g O | 8 URUSAN KINERJA INDIKATOR SATUAN
2PHEEE S| &8 | ¥| KABUPATEN/KOTA 2ERE S| 8 ¥ | KABUPATEN/KOTA
P P /M =} =} /m
Bl M| g ol I
(/)] (/)]
Tersedianya Jumlah Tersedianya Jumlah
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Perubahan DPA- Perubahan DPA- Perubahan DPA- | Perubahan DPA
Koordinasi dan SKPD dan SKPD dan Koordinasi dan SKPD dan SKPD dan
Penyusunan Laporan Hasil Laporan Hasil Penyusunan Laporan Hasil Laporan Hasil
2 15 1 201 5 Perubahan DPA- Koordinasi Koordinasi Dokumen 2 151 01 | 2.01 | 0005 Perubahan DPA- Koordinasi Koordinasi Dokumen
SKPD Penyusunan Penyusunan SKPD Penyusunan Penyusunan
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Perubahan DPA- Perubahan DPA- Perubahan DPA- | Perubahan DPA-
SKPD SKPD SKPD SKPD
Tersedianva Jumlah Laporan ’{eroiiﬁnya Jumlah Laporan
ya Capaian Kinerja por N Capaian Kinerja
Laporan Capaian dan Tkhtisar Capaian Kinerja dan Tkhtisar
%(kl;lfirsJ:r (liizlisasi Realisasi Kinerja dRiralliI;?s?SKai;er'a Realisasi Kinerja
Koordinasi dan Kineria SKPD dan SKPD dan Koordinasi dan SKPD dan J SKPD dan
Penyusunan Laporan Lapo I%an Hasil Laporan Hasil Penyusunan Laporan Laporan Hasil Laporan Hasil
2 |15 1 201 6 | Capaian Kinerja dan KoI())r dinasi Koordinasi Laporan 2 15 | 01 | 2.01 | 0006 | Capaian Kinerja dan KoI;r dinasi Koordinasi Laporan
Ikhtisar Realisasi Penvusunan Penyusunan Ikhtisar Realisasi Penvusunan Penyusunan
Kinerja SKPD yu . Laporan Kinerja SKPD yu Laporan
Laporan Capaian . N Laporan . S
. Capaian Kinerja . — Capaian Kinerja
Kinerja dan dan Ikhtisar Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Ikhtisar Realisasi RS dan Ikhtisar RS
. Realisasi Kinerja e Realisasi Kinerja
Kinerja SKPD Realisasi Kinerja
SKPD SKPD
SKPD
Jumlah
Terlaksgnany a Laporan Terlaksananya Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja Evaluasi Evaluasi Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja | Evaluasi Kinerja
2 15| 1| 201 | 7 J Kinerja v Laporan | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0007 J J J Laporan
Perangkat Daerah Peranckat Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Perangkat
g Perangkat Daerah Daerah
Daerah Daerah
q Tersedianya
Administrasi aai:ﬁg;:;’;? Jumlah Administrasi administrasi Jumlah
2 (15| 1 202 Keuangan Perangkat keuangan laporan Dokumen 2 15 | 01 | 2.02 Keuangan keuangan laporan Dokumen
Daerah & keuangan Perangkat Daerah Perangkat keuangan
Perangkat Daerah Daerah
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Penyediaan Gaji dan Tersedianya Gaji ; :rrlrgah oo Orang/ Penyediaan Gaji dan Tersedianya Gaji J:rrln 181\1/}[‘161?;211}1’%&1 Orang/
15 202 1 Y J dan Tunjangan Menerima Gaji g 15 | 01 | 2.02 | 0001 Y J dan Tunjangan yansg g
Tunjangan ASN ASN dan bulan Tunjangan ASN ASN Gaji dan bulan
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Tersedianva Jumlah Jumlah
Penyediaan Adminis tr}altsi Dokumen Hasil Penyediaan Tersedianya Dokumen Hasil
15 202 Administrasi Pelaksanaan Peny.ed.laan . Dokumen 15 | 01 | 2.02 | 0002 Administrasi Administrasi Peny.ed.laan . Dokumen
Pelaksanaan Tugas Tugas Administrasi Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Administrasi
ASN AS% Pelaksanaan ASN Tugas ASN Pelaksanaan
Tugas ASN Tugas ASN
Jumlah Terlaksananya Jumlah
Terlaksananya Dokumen
Pelaksanaan Pelaksanaan Penatausahaan Dokumen
Penatausahaan Penatausahaan
Penatausahaan dan Penatausahaan dan dan Penatausahaan
15 202 . ) . dan dan Dokumen 15 | 01 | 2.02 | 0003 - . . .. . s Dokumen
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifika | Pengujian/ Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifi | dan Pengujian/
Keuangan SKPD si K%EJan an SKPD Veri%llgasi Keuangan SKPD kasi Keuangan Verifikasi
g SKPD Keuangan SKPD
Keuangan SKPD
Jumlah Jumlah
Koordinasi dan ﬁiﬂf};;;r;?ny daan Dokumen Koordinasi dan ’Igir;ﬁjf:;?ré};}l Dokumen
15 202 Pelaksanaan Pelaksanaan Koordinasi dan Dokumen 15 | 01 | 2.02 | 0004 | Pelaksanaan Pelaksanaan Koordinasi dan Dokumen
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD Pelaksanaan
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
Tersedianya Jumlah Laporan Tersedianya Jumlah Laporan
Laporan . Laporan .
. Keuangan Akhir . Keuangan Akhir
Keuangan Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Tahun SKPD dan dan Laporan Koordinasi dan Tahun SKPD dan Laporan
Penyusunan Laporan | Laporan Hasil 2P . . Penyusunan Laporan | dan Laporan -ap . .
15 202 ) s Hasil Koordinasi Laporan 15 | 01 | 2.02 | 0005 . . .. | Hasil Koordinasi Laporan
Keuangan Akhir Koordinasi Penvusunan Keuangan Akhir Hasil Koordinasi Penvusunan
Tahun SKPD Penyusunan La g;lan Tahun SKPD Penyusunan La zlrlan
Laporan b . Laporan b .
. Keuangan Akhir . Keuangan Akhir
Keuangan Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD
Tahun SKPD Tahun SKPD
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Tersedianya Jurl?lah Tersedianya Jumlah
Dokumen Dokumen Dokumen Bahan | Dokumen Bahan
Pengelolaan dan Bahan Pengelolaan dan
Penyiapan Bahan Bahan Tanggapan Penyiapan Bahan Tanggapan Tanggapan
2 15 1 202 6 Tanggapan Tanggapan Pemeriksaan Dokumen 2 15 | 01 | 2.02 | 0006 Tanggapan Pemeriksaan Pemeriksaan Dokumen
- Pemeriksaan dan . - dan Tindak dan Tindak
Pemeriksaan - . dan Tindak Pemeriksaan . .
Tindak Lanjut . Lanjut Lanjut
. Lanjut . B
Pemeriksaan . Pemeriksaan Pemeriksaan
Pemeriksaan
Tersedianya Jumlah Laporan Tersedianya Jumlah Laporan
Laporan Keuangan Laporan Keuangan
Keuangan Bulanan/ Keuangan Bulanan/
Bulanan/ Triwulanan/ Bulanan/ Triwulanan/
Triwulanan/Seme Semesteran Triwulanan/ Semesteran
Koordinasi dan steran SKPD dan SKPD dan Koordinasi dan Semesteran SKPD dan
Penyusunan Laporan | Laporan Laporan Penyusunan Laporan | SKPD dan Laporan
2 15 1 202 7 | Keuangan Bulanan/ Koordinasi Koordinasi Laporan 2 15 | 01 | 2.02 | 0007 | Keuangan Bulanan/ Laporan Koordinasi Laporan
Triwulanan/ Penyusunan Penyusunan Triwulanan/ Koordinasi Penyusunan
Semesteran SKPD Laporan Laporan Semesteran SKPD Penyusunan Laporan
Keuangan Keuangan Laporan Keuangan
Bulanan/ Bulanan/ Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Triwulanan/ Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran Semesteran Triwulanan/Sem | Semesteran
SKPD SKPD esteran SKPD SKPD
Tersedianya Jumlah Tersedianya Jumlah
Penyusunan Dokumen Dokumen Penyusunan Dokumen Dokumen
Pelaporan dan Pelapo.ran dan Pelal:.)o.ran dan Pelaporan dan Pelapo‘ran dan Pelapo.ran dan
2 15 1 202 8 Analisis Prognosis Analisis Analisis Dokumen 2 15 | 01 | 2.02 | 0008 Analisis Prognosis Analisis Analisis Dokumen
Realisasi Anggaran Prognosis Prognosis Realisasi Anggaran Prognosis Prognosis
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran
Tersedianya Tersedianya
Administrasi Administrasi Jumlah Administrasi Administrasi Jumlah
Baran, Milik Barang Milik laporan BMD Barang Milik Barang Milik laporan BMD
EN 208 Daeraﬁ pada Daeralgl pada Plg yang sudah LR || 4| e || (k) exs) Daeraﬁ pada Daeraﬁ pada Plg yang sudah Laporan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah | direkonsiliasi Perangkat Daerah Perangkat direkonsiliasi
pada Perangkat Daerah pada
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Daerah Perangkat
Daerah
Penyusunan Tersedianya Jumlah Penyusunan Tersedianya Jumlah Rencana
Perencanaan Rencana Rencana Perencanaan Rencana Kebutuhan
2 15 1 203 1 Kebutuhan Kebutuhan Dokumen 2 15 | 01 | 2.03 | 0001 Kebutuhan o Dokumen
Kebutuhan Barang ik ik Kebutuhan Barang ik Barang Milik
Milik Daerah SKpD | Barang Mili Barang Mili Milik Daerah SKPD | Barang Mili Daerah SKPD
Daerah SKPD Daerah SKPD Daerah SKPD
Terlaksananya Jumlah Terlaksananva Jumlah
Pengamanan Barang Pengamanan Dokumen Pengamanan Barang Pengamanarfl Dolumen
2 |15 1 203 2 Milik Daerah SKPD Barang Milik Pengamangr} Dokumen 2 15 | 01 | 2.08 | 0002 Milik Daerah SKPD Barang Milik Pengamaqgn Dokumen
Daerah Barang Milik Daerah SKPD Barang Milik
SKPD Daerah SKPD Daerah SKPD
Tersedianya Jumlah . Tersedianya
. Laporan Hasil . Jumlah Laporan
Laporan Hasil Penilaian Laporan Hasil Hasil Penilaian
Penilaian Barang Barane Milik Penilaian Barang Barane Milik
Koordinasi dan Milik Daerah Daeralgl dan Koordinasi dan Milik Daerah Daeral% dan
2 15 1 203 3 | Penilaian Barang dan Hasil Hasil Laporan 2 15 | 01 | 2.03 | 0003 | Penilaian Barang dan Hasil Hasil Koordinasi Laporan
Milik Daerah SKPD Koordinasi . . Milik Daerah SKPD Koordinasi s
o Koordinasi o Penilaian
Penilaian Barang Penilaian Penilaian Barang Barang Milik
Milik Daerah ik Milik Daerah s
SKPD Barang Mili SKPD Daerah SKPD
Daerah SKPD
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Terlaksananya Hasil ’;Zi?bl;zzzinya Hasil
Pembinaan, Pembinaan, Pembinaan, Pembinaan, Pen awasaél Pembinaan,
Pengawasan, dan Pengawasan, dan | Pengawasan, Pengawasan, dan dang ’ Pengawasan,
2 15 1 203 4 | Pengendalian Barang Pengendalian dan Laporan 2 15 | 01 | 2.03 | 0004 | Pengendalian Barang Pencendalian dan Laporan
Milik Daerah pada Barang Milik Pengendalian Milik Daerah pada Barin Milik Pengendalian
SKPD Daerah pada Barang Milik SKPD Daera}gl ada Barang Milik
SKPD Daerah pada SKPD p Daerah pada
SKPD SKPD
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Jumlah
Terlaksananya Laporan Terlaksananya Jumlah Laporan
Rekonsiliasi dan Rekonsiliasi dan | Rekonsiliasi Rekonsiliasi dan Rekonsiliasi dan | Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan | Penyusunan dan Penyusunan Laporan | Penyusunan Penyusunan
2 15 1 203 5 Barang Milik Daerah Laporan Barang Penyusunan Laporan 2 15 | 01 | 2.03 | 0005 Barang Milik Daerah | Laporan Barang | Laporan Barang Laporan
pada SKPD Milik Daerah pada | Laporan Barang pada SKPD Milik Daerah Milik Daerah
SKPD Milik Daerah pada SKPD pada SKPD
pada SKPD
Terlaksananya izn;lri}; Terlaksananya Jumlah Laporan
Penatausahaan Penatausahaan Pell:l)atausahaan Penatausahaan Penatausahaan Penatausahaan
2 15 1 203 6 | Barang Milik Daerah Barang Milik o Laporan 2 15 | 01 | 2.03 | 0006 | Barang Milik Daerah | Barang Milik Barang Milik Laporan
Barang Milik
pada SKPD Daerah pada Daerah pada pada SKPD Daerah pada Daerah pada
SKPD P SKPD SKPD
SKPD
Jumlah
Terlaksananya Dokumen Hasil Terlaksananya Jumlah .
Pemanfaatan Barang Pemanfaatan Pemanfaatan Pemanfaatan Barang | Pemanfaatan Dokumen Hasil
2 15 1 203 7 Milik Daerah SKPD Barang Milik Barang Dokumen 2 15 | 01 | 2.03 | 0007 Milik Daerah SKPD Barang Milik Pemanfaajca}n Dokumen
Daerah s Barang Milik
Milik Daerah Daerah SKPD
SKPD Daerah SKPD
SKPD
Jumlah Jumlah
laporan Tersedianya laporan
Tersedianya Administrasi Adminis tr:si Administrasi
Administrasi Administrasi Pendapatan Administrasi Pendapatan Pendapatan
2 |15 1 204 Pendapatan Daerah | Pendapatan Daerah 2 | 15| 01 | 2.04 Pendapatan Daerah Daerah Daerah A
Kewenangan Daerah Kewenangan Kewenangan Kewenangan Kewenangan
Perangkat Daerah Kewenangan Perangkat Perangkat Daerah g Perangkat
Perangkat
Perangkat Daerah | Daerah yang Daerah yang
Daerah
sudah sudah
direkonsiliasi direkonsiliasi
Tersedianva Jumlah Jumlah
¥ Dokumen Tersedianya Dokumen
Perencanaan Rencana Rencana. Perencanaan Rencana Rencana.
2 15 1 204 1 | Pengelolaan Retribusi | Pengelolaan Dokumen 2 15 | 01 | 2.04 | 0001 | Pengelolaan Dokumen
; - Pengelolaan ; . Pengelolaan Pengelolaan
Daerah Retribusi > . Retribusi Daerah > - > .
Retribusi Retribusi Daerah | Retribusi
Daerah
Daerah Daerah
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Jumlah Jumlah
. Tersedianya Hasil | Dokumen . Tersedianya Dokumen Hasil
Analisa dan . . . Analisa dan . L. - .
Analisis serta Hasil  Analisis Hasil Analisis Analisis serta
Pengembangan Pengembangan
Retribusi Daerah Pengembangan serta Retribusi Daerah serta Pengembangan
15 204 ¢ Retribusi Pengembangan Dokumen 15 | 01 | 2.04 | 0002 g Pengembangan Retribusi Dokumen
serta Penyusunan ; . serta Penyusunan : .
o . . Daerah dan Retribusi . . . Retribusi Daerah | Daerah dan
Kebijakan Retribusi .. h Kebijakan Retribusi .. ..
Daerah Keblg akap Dae_r.a dan Daerah dan Kebg akan Kebl_] aka_n
Retribusi Daerah Kebijakan Retribusi Daerah | Retribusi
Retribusi Daerah Daerah
Jumlah Jumlah Laporan
Penyuluhan dan Terlaksananya Laporan Hasil Penyuluhan dan Terlaksananya Hasil
Penyuluhan dan Penyuluhan Penyuluhan dan | Penyuluhan dan
Penyebarluasan Penyebarluasan
15 204 ” . . Penyebarluasan dan Laporan 15 | 01 | 2.04 | 0003 . . . Penyebarluasan Penyebarluasan Laporan
Kebijakan Retribusi biiak barl Kebijakan Retribusi biiak biiak
Daerah Ke jjakan Pen}.rle arluasan Daerah Ke jjakan Ke {jakan
Retribusi Daerah Kebijakan Retribusi Daerah | Retribusi
Retribusi Daerah Daerah
. Jumlah Data Tersedianya Jumlah Data
g:gg:}?;r;n daor%.ek ’g%iidlagiab.egata Objek, Subjek Pendataan dan Data Objek, Objek, Subjek
15 204 . . J JeX, Sub] dan Wajib Dokumen 15 | 01 | 2.04 | 0004 | Pendaftaran Objek Subjek dan dan Wajib Dokumen
Retribusi dan Wajib . ) . ) o . . . .
. : Retribusi Retribusi Daerah Wajib Retribusi Retribusi
Daerah Retribusi Daerah
Daerah Daerah Daerah
Jumlah Jumlah Laporan
Terlaksananya Laporan Terlaksananya . p
. Hasil
Pengolahan, Hasil Pengolahan, Pengolahan
15 204 Pengolahan Data Pemeliharaan, Pengo!ahan, Laporan 15 | 01| 2.04 | 0005 Pengolahan Data Pemeliharaan, Pemeliharaan, Laporan
Retribusi Daerah dan Pelaporan Pemeliharaan, Retribusi Daerah dan Pelaporan
. . . . dan Pelaporan
Data Retribusi dan Pelaporan Data Retribusi . .
orall Data Retribusi
Daerah Data Retribusi Daerah
Daerah
Daerah
Tersedianya Jumlah Tersedianya Jumlah
.. Dokumen . Dokumen
15 204 Penetapan Wajib Ketetapan Dolumen Dokumen 15 | 01 | 2.04 | 0006 Penetapan Wajib Dokumen Ketetapan Dokumen
Retribusi Daerah . - Ketetapan ’ Retribusi Daerah Ketetapan . -
Retribusi . . . . Retribusi
Retribusi Daerah Retribusi Daerah
Daerah Daerah
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Tersedianya Tersedianya Jumlah Laporan
Pelaporan Pengelolaan Laporan Jumlah Laporan Pelaporan Laporan Pengelolaan
15 1 204 7 : ] Pengelolaan Pengelolaan Dokumen 15 | 01 | 2.04 | 0007 | Pengelolaan > - Dokumen
Retribusi Daerah ; - ; ] ; . Pengelolaan Retribusi
Retribusi Retribusi Daerah Retribusi Daerah Retribusi Daerah | Daerah
Daerah
Tersedianva administrasi Tersedianya Administrasi
Administrasi Adminis trzsi Kepegawaian Administrasi Administrasi Kepegawaian
15 205 Kepegawaian R Perangkat 15 | 01 | 2.05 Kepegawaian Kepegawaian Perangkat %
Perangkat Daerah peg Daerah yang Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang
Perangkat Daerah 3 :
terpenuhi Daerah terpenuhi
Peninekatan Sarana ;Fjeilr;emanya Jumlah Unit Tersedianya Unit | Jumlah Unit
dan %rasarana Peninekatan Peningkatan Peningkatan Sarana Peningkatan Peningkatan
15 205 Disinlin Saranga dan Sarana dan Unit 15 | 01 | 2.05 | 0001 | dan Prasarana Sarana dan Sarana dan Unit
Pe apwai Prasarana Disinlin Prasarana Disiplin Pegawai Prasarana Prasarana
& - p Disiplin Pegawai Disiplin Pegawai | Disiplin Pegawai
Pegawai
Pengadaan Pakaian | Tersedianya Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Tersedianya Jumlah Paket
Dinas Dbeserta Pakaian Dinas Pakaian Dinas Dinas beserta Pakaian Dinas Pakaian Dinas
15 205 Atribut beserta Atribut beserta Atribut Palket 151 01 | 2.05 | 0002 Atribut beserta Atribut beserta Atribut Paket
Kelengkapannya Kelengkapan Kelengkapan Kelengkapannya Kelengkapan Kelengkapan
Jumlah Jumlah
Pendataan dan gz;lgla(ts:;;ny ?ian Dokumen Pendataan dan gzggz::anna?;i Dokumen
15 205 Peng.o l.ahan . Pengolahan Pendataan dan Dokumen 15 | 01 | 2.05 | 0003 Peng.o l.ahan . Pengolahan Pendataan dan Dokumen
Administrasi Administrasi Pengolahan Administrasi Administrasi Pengolahan
Kepegawaian . Administrasi Kepegawaian - Administrasi
Kepegawaian . Kepegawaian .
Kepegawaian Kepegawaian
Jumlah
Dokumen Jumlah
Koordinasi dan ’Izilgfk(hj;r;?ny daan Hasil Koordinasi dan Eigﬁizr;?g};i Dokumen Hasil
15 205 Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan Koordinasi Dokumen 15 | 01 | 2.05 | 0004 Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan Koordinasi dan Dokumen
Informasi Sistem Informasi dan ’ Informasi Sistem Informasi Pelaksanaaan
Kepegawaian . Pelaksanaaan Kepegawaian . Sistem Informasi
Kepegawaian . . Kepegawaian .
Sistem Informasi Kepegawaian
Kepegawaian
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Jumlah Jumlah
N Terlaksananya Terlaksananya
g\?;gzgingljan Monitoring, 1]\3/[21:11;'[?122 Monitoring, Evaluasi, | Monitoring, ﬁ%ﬁr:rig
2 15 1 205 S5 Penilai ’ . . Evaluasi, dan 'ng, Dokumen 2 15 | 01 | 2.05 | 0005 | dan Penilaian Evaluasi, dan e, Dokumen
enilaian Kinerja g o Evaluasi, dan . . o . Evaluasi, dan
. Penilaian Kinerja . . . Kinerja Pegawai Penilaian Kinerja .
Pegawai Pegcawai Penilaian Kinerja Pesawai Penilaian
g Pegawai g Kinerja Pegawai
. Terlaksananya Jumlah Pegawai . Terlaksananya Jumlah Pegawai
2 15 1 205 6 Pemulangan Pegawai Pemulangan Pensiun yang Orang 2 15 | o1 | 2.05 | 0006 Pemulangan Pegawai | Pemulangan Pensiun yang Orang
yang Pensiun Pegawai yang . ’ yang Pensiun Pegawai yang .
. Dipulangkan . Dipulangkan
Pensiun Pensiun
Jumlah Laporan
Terlaksananya i[l:srﬁah Laporan Terlaksananya Hasil
Pemulangan Pegawai | Pemulangan Pemulangan Pemulangan Pegawai | Pemulangan Pemulangan
2 |15 1 205 7 | Yane Meninggal Peggwal yang Pegawai yang Laporan 2 15 | 01 | 2.05 | o007 | Y218 Meninggal Pegayvau yang Peggwal yang Laporan
dalam Meninggal dalam Menineeal dalam dalam Melaksanakan | Meninggal dalam | Meninggal
Melaksanakan Tugas Melaksanakan Mel aksgagnakan Tugas Melaksanakan dalam
Tugas Tugas Melaksanakan
Tugas Tugas
. Terlaksananya Jumlah ASN . Terlaksananya Jumlah ASN
2 15 1 205 8 i(;rlr\lundahan Tugas Pemindahan yang dipindah Orang 2 15 | 01 | 2.05 | 0008 iesrlr\lundahan Tugas Pemindahanb yang dipindah Orang
Tugas ASN tugaskan Tugas ASN tugaskan
Jumlah Pegawai Terlaksananya Jumlah Pegawai
L qs Terlaksananya Berdasarkan L1 Pendidikan dan Berdasarkan
izgﬁ;gg{fnPedzr\;ai Pendidikan dan Tugas dan g:iﬁﬁi{fgedir\;ai Pelatihan Tugas dan
2 15 1 205 9 & Pelatihan Pegawai | Fungsiyang Orang 2 15 | 01 | 2.05 | 0009 g Pegawai Fungsi yang Orang
Berdasarkan Tugas B K Teuti Berdasarkan Tugas K Teuti
dan Fungsi erdasarkan ) Meng_l _utl dan Fungsi Berdasarkan Mengl .utl
Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Tugas dan Pendidikan dan
Pelatihan Fungsi Pelatihan
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Jumlah Orang Jumlah Orang
Terlaksananya yang Terlaksananya o
DR o S PO yang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan Sosialisasi Mengikuti Sosialisasi Peraturan | Sosialisasi Sosialisasi
2 15 1 205 10 Peraturan Sosialisasi Orang 2 15 | 01 | 2.05 | 0010 | Perundang- Peraturan Orang
Perundang-Undangan Peraturan
Perundang- Peraturan Undangan Perundang- Perundane-
Undangan Perundang- Undangan Undanea ng
Undangan g
Jumlah Orang Jumlah Orang
. . Terlaksananya . .
Terlaksananya yang Mengikuti i . S yang Mengikuti
o . o . Lo Bimbingan Teknis Bimbingan .o
Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis | Bimbingan - . Bimbingan
Implementasi Implementasi Teknis Implementasi Teknis Teknis
2 15 1 205 11 . Orang 2 15 | 01 | 2.05 | 0011 | Peraturan Implementasi . Orang
Peraturan Perundang- | Peraturan Implementasi Implementasi
Perundang- Peraturan
Undangan Perundang- Peraturan Peraturan
Undangan Perundang-
Undangan Perundang- Perundang-
Undangan
Undangan Undangan
q Administrasi Tersedianya Administrasi
Tersedianya > .
Administrasi Umum Administrasi e Administrasi Umum aamigstasl D
2 (15| 1 206 Perangkat 2 15 | 01 | 2.06 Umum Perangkat %
Perangkat Daerah Umum Perangkat h Perangkat Daerah Kk h
Daerah Daerah yang Perangkat Daerah yang
terpenuhi Daerah terpenuhi
. Jumlah . Jumlah Paket
Tersedianya Paket Tersedianya Komponen
Penyediaan Komponen Komponen Penyediaan Komponen Ins taliasi
2 | 15| 1 | 206 | 1 |Komponenlnstalasi | Instalasi Instalasi Paket 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0001 | Komponen Instalasi ) Instalasi Listrik/Penerang |  Paket
Listrik/Penerangan Listrik/Peneranga | Listrik/Penerang Listrik/Penerangan Listrik /Penerang an Baneunan
Bangunan Kantor n Bangunan an Bangunan Bangunan Kantor an Bangunan Kantor gl;n
Kantor Kantor yang Kantor Dise diaiang
Disediakan
Tersedianva Jumlah Paket Tersedianva Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan Peralatan{ian Peralatan dan Penyediaan Peralatan{lan Peralatan dan
2 15 1 206 2 | dan Perlengkapan Perlengkapan Paket 2 15 | 01 | 2.06 | 0002 | Peralatan dan Perlengkapan Paket
Perlengkapan Perlengkapan
Kantor Kantor yang Perlengkapan Kantor Kantor yang
Kantor . . Kantor . .
Disediakan Disediakan
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. Jumlah Paket . . Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan Tersedianya Peralatan Penyediaan Tersedianya Peralatan
2 15 1 206 3 Peralatan Rumah Rumah Tangga Paket 2 15 | 01 | 2.06 | 0003 | Peralatan Rumah Peralatan Paket
Rumah Tangga Rumah Tangga
Tangga yang Tangga Rumah Tangga ane Disediakan
Disediakan yang
Tersedianya Jumlah Paket Tersedianya Jumlah Paket
2 15| 1| 206 | 4 |Penyediaan Bahan Bahan Logistik Bahan - Logistik Paket 2 | 15| 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan | g p oy ooy | Bahan Logistik Paket
Logistik Kantor Kantor Kantor yang Logistik Kantor Kantor Kantor yang
Disediakan Disediakan
Jumlah Paket Tersedianva Jumlah Paket
Penyediaan Barang Tersedianya Barang Cetakan Penyediaan Barang Baran Cgcakan Barang Cetakan
2 15 1 206 5 | Cetakan dan Barang Cetakan dan Paket 2 15 | 01 | 2.06 | 0005 | Cetakan dan dan g dan Paket
Penggandaan dan Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penceandaan Penggandaan
yang Disediakan g8 yang Disediakan
Jumlah Jumlah
Penvediaan Bahan Tersedianya Dokumen Bahan Penyediaan Bahan Tersedianya Dokumen Bahan
BacZan dan Bahan Bacaan Bacaan dan Bacaan dan Bahan Bacaan Bacaan dan
2 15 1 206 6 Peraturan Perundane- dan Peraturan Peraturan Dokumen 2 15 | 01 | 2.06 | 0006 | Peraturan dan Peraturan Peraturan Dokumen
undanean g Perundang- Perundang- Perundang- Perundang- Perundang-
g undangan Undangan yan undangan undangan Undangan yan
£ gan yang £ £ gan yang
Disediakan Disediakan
Penyediaan Tersedianya Jumlah Paket. Penyediaan Tersedianya Jumlah Paket.
2 |15 1 206 7 . . Bahan/Material Paket 2 15 | 01 | 2.06 | 0007 . . Bahan/ Material Paket
Bahan/Material Bahan/Material A Bahan/Material Bahan/Material s
yang Disediakan yang Disediakan
Terlaksananva Jumlah Laporan Terlaksananya Jumlah Laporan
Fasilitasi Kunjungan axsanany Fasilitasi Fasilitasi Kunjungan | Fasilitasi Fasilitasi
2 15 1 206 8 Fasilitasi . Laporan 2 15 | 01 | 2.06 | 0008 . . Laporan
Tamu Kuniunean Tamu Kunjungan Tamu Kunjungan Kunjungan
yung Tamu Tamu Tamu

91




SEMULA MENJADI
Z Z
Ssiso 5 & |8 s> 5| 5| &
5 5 § = I NOMENKLATUR 5 5 > § = o NOMENKLATUR KET.
NN g [S] I E’, URUSAN KINERJA INDIKATOR SATUAN (2] (7] g (C] | 8 URUSAN KINERJA INDIKATOR SATUAN
2PHEEE S| &8 | ¥| KABUPATEN/KOTA 2ERE S| 8 ¥ | KABUPATEN/KOTA
P [P A X =] P [P [ M )
=3 =]
(/)] (/)]
Terlaksananya Jumlah Terlaksananya Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat
2 15 1 206 9 Rapat Laporan 2 15 | 01 | 2.06 | 0009 | Rapat Koordinasi Rapat . . Laporan
dan . . Rapat . . . Koordinasi dan
. Koordinasi dan . . dan Konsultasi SKPD | Koordinasi dan .
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Konsultasi
Konsultasi SKPD SKPD
Terlaksananya Jumlah Terlaksananya Jumlah
Penatausahaan Arsip Penatausahaan Dokumen Penatausahaan Arsip | Penatausahaan Dokumen
2 15 1 206 10 . ) ) . - Penatausahaan Dokumen 2 15 | 01 | 2.06 | 0010 . . . . . Penatausahaan Dokumen
Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis ) . - Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis ) . -
ada SKPD Arsip Dinamis pads SKPD Arsip Dinamis
b pada SKPD pada SKPD
Terlaksananya L];%I}?é?:en Terlaksananya %%E&i}llen
Dukungan Dukungan
Dukungan Pelaksanaan Dukungan Dukungan Pelaksanaan Dukungan
Pelaksanaan Sistem Sistem Pelaksanaan Pelaksanaan Sistem Sistem Pelaksanaan
2 15 1 206 11 | Pemerintahan . Sistem Dokumen 2 15 | 01 | 2.06 | 0011 | Pemerintahan . Sistem Dokumen
. . Pemerintahan . . . Pemerintahan .
Berbasis Elektronik . Pemerintahan Berbasis Elektronik . Pemerintahan
Berbasis . Berbasis .
pada SKPD . Berbasis pada SKPD . Berbasis
Elektronik pada . Elektronik pada .
SKPD Elektronik pada SKPD Elektronik pada
SKPD SKPD
Terlaksananya Terlaksananya
Pengadaan Baran Pengadaan Pengadaan
Milii Daerah g Barang Milik Pengadaan Barang Barang Milik
q Daerah Jumlah BMD Milik Daerah Daerah Jumlah BMD q
2 15| 1 207 Penunjang c 5 2 15 | 01 | 2.07 3 q 3 Unit
q Penunjang yang diadakan Penunjang Urusan Penunjang yang diadakan
Urusan Pemerintah )
Daerah Urusan Pemerintah Daerah Urusan
Pemerintah Pemerintah
Daerah Daerah
Jumlah Unit Tersedianva Jumlah Unit
Pengadaan Tersedianya Kendaraan Pengadaan ¥ Kendaraan
Kendaraan
Kendaraan Kendaraan Perorangan Kendaraan Peroranean Perorangan
2 15 1 207 1 | Perorangan Dinas Perorangan Dinas | Dinas atau Unit 2 15 | 01 | 2.07 | 0001 | Perorangan Dinas . g Dinas atau Unit
Dinas atau
atau Kendaraan atau Kendaraan Kendaraan atau Kendaraan Kendaraan Kendaraan
Dinas Jabatan Dinas Jabatan Dinas Jabatan Dinas Jabatan - Dinas Jabatan
R Dinas Jabatan R
yang Disediakan yang Disediakan
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Jumlah Unit . Jumlah Unit
. Kendaraan Tersedianya
Pengadaan Tersedianya - Pengadaan Kendaraan
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Dinas Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas
2 15 1 207 2 ) . Operasional Unit 2 15 | 01 | 2.07 | 0002 . Dinas . Unit
Operasional atau Operasional atau Operasional atau . Operasional
atau Operasional
Lapangan Lapangan Lapangan atau Lapangan
Lapangan yang atau Lapangan ane Disediakan
Disediakan yang
. Jumlah Unit . Jumlah Unit
2 15 1 207 3 | Pengadaan Alat Besar Tersedianya Alat Alat Besar yang Unit 2 15 | 01 | 2.07 | 0003 Pengadaan Alat Tersedianya Alat Alat Besar yang Unit
Besar . . Besar Besar . .
Disediakan Disediakan
Jumlah Unit Jumlah Unit
Pengadaan Alat Tersedianya Alat Alat Angkutan Pengadaan Alat Tersedianya Alat | Alat Angkutan
n; tan Darat Tal ngkutan Darat arat Ta nit . ngkutan Darat Tal n; tan Darat arat nit
2 | 15 1 207 4 | Angku D Tak Angk D D Tak Uni 2 15 | 01 | 2.07 | 0004 | Angk D Tak | Angku D D Tak Uni
Bermotor Tak Bermotor Bermotor Bermotor Tak Bermotor Bermotor yang
yang Disediakan Disediakan
Jumlah Paket Tersedianva Jumlah Paket
2 15 1 207 5 | Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel | Mebel yang Unit 2 15 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel ¥ Mebel yang Unit
. . Mebel . .
Disediakan Disediakan
. Jumlah Unit . Jumlah Unit
Pengadaan Peralatan Tersedianya Pera_latan_ dan . Pengadaan Peralatan Tersedianya Peralatan dan .
2 15 1 207 6 . . Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 2 15 | 01 | 2.07 | 0006 . . Peralatan dan . . Unit
dan Mesin Lainnya . . dan Mesin Lainnya . . Mesin Lainnya
Mesin Lainnya yang Mesin Lainnya ne Disediakan
Disediakan yang Lise a
Jumlah Unit Jumlah Unit
2 15 1 207 7 Pepgadaan Aset Tetap Tersedlapya Aset As'et Tetap Unit 2 15 | o1 | 2.07 | 0oo7 Pengadar?m Aset Tersedlapya Aset As§t Tetap Unit
Lainnya Tetap Lainnya Lainnya yang Tetap Lainnya Tetap Lainnya Lainnya yang
Disediakan Disediakan
Jumlah Unit Jumlah Unit
Pengadaan Aset Tak Tersedianya Aset Aset Tak . Pengadaan Aset Tak | Tersedianya Aset | Aset Tak .
2 15 1 207 8 Berwujud Tak Berwujud Berwujud yang Unit 2 15| 01 | 2.07 | 0008 Berwujud Tak Berwujud Berwujud yang Unit
Disediakan Disediakan
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Pengadaan Gedung Tersedianya Juiinlah Unit Tersedianya Jugnlah Unit
Kantor atau Gedung Kantor Gedung Kantor Pengadaan Gedung Gedung Kantor Gedung Kantor
15 207 9 atau Bangunan Unit 15 | 01 | 2.07 | 0009 | Kantor atau atau Bangunan Unit
Bangunan atau Bangunan . . atau Bangunan .
Lainnya Lainnya Lainnya yang Bangunan Lainnya Lainnya Lainnya yang
Disediakan Disediakan
. Jumlah Unit . Jumlah Unit
Tersedianya Tersedianya
Sarana dan Sarana dan
Pengadaan Sarana Sarana dan Pengadaan Sarana Sarana dan
dan Prasarana Prasarana Prasarana dan Prasarana Prasarana Prasarana
15 207 10 Gedung Kantor Unit 15 | 01 | 2.07 | 0010 Gedung Kantor Unit
Gedung Kantor atau Gedung Kantor Gedung Kantor atau Gedung Kantor
- atau Bangunan . atau Bangunan
Bangunan Lainnya atau Bangunan . Bangunan Lainnya atau Bangunan .
Lainnya La_unnya yang Lainnya La}lnn_ya yang
Disediakan Disediakan
. Jumlah Unit . Jumlah Unit
Tersedianya Tersedianya
Sarana dan Sarana dan
Pengadaan Sarana Sarana dan Pengadaan Sarana Sarana dan
Prasarana Prasarana
dan Prasarana Prasarana Pendukun dan Prasarana Prasarana Pendukun
15 207 11 | Pendukung Gedung Pendukung g Unit 15 | 01 | 2.07 | 0011 | Pendukung Gedung Pendukung & Unit
Gedung Kantor Gedung Kantor
Kantor atau Gedung Kantor Kantor atau Gedung Kantor
. atau Bangunan . atau Bangunan
Bangunan Lainnya atau Bangunan . Bangunan Lainnya atau Bangunan .
Lainnya La_unnya yang Lainnya La}mnya yang
Disediakan Disediakan
Penye('ilaan Jasa Tersedlany'a Jasa Penyediaan Jasa Tersedlany'a Jasa
Penunjang Jasa Penunjang Penunian Penuniang Urusan Jasa Penunjang Penunian
15 208 Urusan Urusan Jjang 15 | 01 | 2.08 Jjang Urusan Jjang %
: 5 Urusan yang Pemerintahan 3 Urusan yang
Pemerintahan Pemerintahan ; Pemerintahan q
tersedia Daerah tersedia
Daerah Daerah Daerah
Jumlah
Penvediaan Jasa Terlaksananya Laporan Penvediaan Jasa Terlaksananya Jumlah Laporan
15 208 1 SurZ ¢ Menvurat Penyediaan Jasa Penyediaan Laporan 15 | 01 | 2.08 | 0001 Suth Menvurat Penyediaan Jasa | Penyediaan Jasa Laporan
yu Surat Menyurat Jasa  Surat yu Surat Menyurat Surat Menyurat
Menyurat
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Jumlah
Laporan . Jumlah Laporan
. . Tersedianya .
. Tersedianya Jasa Penyediaan . Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi Jasa Penyediaan Jasa Jasa Komunikasi
15 208 Komunikasi, Sumber P . . Laporan 15 | 01 | 2.08 Komunikasi, Sumber | Komunikasi, i Laporan
. - Sumber Daya Air Komunikasi, . S Sumber Daya
Daya Air dan Listrik o Daya Air dan Listrik Sumber Daya . o
dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik Air dan Listrik
Air dan Listrik yang Disediakan
yang Disediakan
Jumlah Laporan . Jumlah Laporan
. . . Tersedianya .
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa | Penyediaan Jasa . Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Jasa Peralatan
Peralatan dan Peralatan dan Peralatan dan Peralatan dan
15 208 Laporan 15 | 01 | 2.08 Peralatan dan dan Laporan
Perlengkapan Perlengkapan Perlengkapan Perlengkapan
Perlengkapan Kantor | Perlengkapan
Kantor Kantor Kantor yang Kantor Kantor yang
Disediakan Disediakan
klj,zn(l)lrz}llq Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Peﬁ ediaan Penyediaan Jasa Tersedianya Penyediaan Jasa
15 208 Pelayanan Umum Pelayanan Umum Jas;’ Pelavanan Laporan 15 | 01 | 2.08 Pelayanan Umum Jasa Pelayanan Pelayanan Laporan
Kantor Kantor Y Kantor Umum Kantor Umum Kantor
Umum Kantor ang Disediakan
yang Disediakan yang
Pemeliharaan Terpellha}:'.al.:l ya Pemeliharaan Terpellhz};aknya
Barang Milik Barang Mili Barang Milik Barang Mili
. Daerah Jumlah BMD q Daerah Jumlah BMD
Daerah Penunjang . Daerah Penunjang 5 5
15 209 U Penunjang yang 15 | 01 | 2.09 D E— Penunjang yang Unit
3 Urusan terpelihara q Urusan terpelihara
Pemerintahan A Pemerintahan 3
Pemerintahan Pemerintahan
Daerah Daerah
Daerah Daerah
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Tersedianya
Tersedianva Jasa Jumlah Jasa Jumlah
Penyediaan Jasa Pemeliha.r};an Kendaraan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Biava ’ Perorangan Pemeliharaan, Biaya | Biaya Perorangan
Pemeliharaan, dan Petr}:eliharaan dan Dinas atau Pemeliharaan, dan Pemeliharaan Dinas atau
2 |15 1 209 1 | Pajak Kendaraan Paiak Kendaraan Kendaraan Unit 2 15 | 01 | 2.09 | 0001 | Pajak Kendaraan dan Pajak Kendaraan Unit
Perorangan Dinas PeJr orangan Dinas Dinas Jabatan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan
atau Kendaraan atau Keﬁ daraan yang Dipelihara atau Kendaraan Perorangan yang Dipelihara
Dinas Jabatan Dinas Jabatan dan dibayarkan Dinas Jabatan Dinas atau dan dibayarkan
Pajaknya Kendaraan Pajaknya
Dinas Jabatan
Tersedianya
Tersedianya Jasa Jumlah Jasa Jumlah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Kendaraan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Biaya Dinas Pemeliharaan, Biaya | Biaya Dinas
Pemeliharaan, Pajak Pemeliharaan, Operasional Pemeliharaan, Pajak Pemeliharaan, Operasional
2 15 1 209 2 | dan Perizinan Pajak dan atau Lapangan Unit 2 15 | 01 | 2.09 | 0002 | dan Perizinan Pajak dan atau Lapangan Unit
Kendaraan Dinas Perizinan yang Dipelihara Kendaraan Dinas Perizinan yang Dipelihara
Operasional atau Kendaraan Dinas dan dibayarkan Operasional atau Kendaraan dan dibayarkan
Lapangan Operasional atau Pajak dan Lapangan Dinas Pajak dan
Lapangan Perizinannya Operasional Perizinannya
atau Lapangan
Tersedianya Tersedianya
Penvediaan Jasa Jasa Jumlah Alat Penvediaan Jasa Jasa Jumlah Alat
Pe ni; liharaan. Biava Pemeliharaan, Besar yang Penﬁeliharaan Biava Pemeliharaan, Besar yang
2 15 1 209 3 Pemeliharaan] dany Biaya Dipelihara dan Unit 2 15 | 01 | 2.09 | 0003 Pemeliharaan7 dany Biaya Dipelihara dan Unit
Perizinan Alat Besar Pemeliharaan dan | dibayarkan Perizinan Alat Besar Pemeliharaan dibayarkan
Perizinan Alat Perizinannya dan Perizinan Perizinannya
Besar Alat Besar
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Penyediaan Jasa Tersedianya 321:;dlanya
p yee Jasa Jumlah Alat Penyediaan Jasa . Jumlah Alat
emeliharaan, . . . Pemeliharaan,
Biava Pemeliharaan, Angkutan Darat Pemeliharaan, Biaya Biava Angkutan Darat
ya Biaya Tak Bermotor . Pemeliharaan dan ya Tak Bermotor .
2 15 1 209 4 | Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan ane Dipelihara Unit 2 15 | 01 | 2.09 | 0004 Perizinan Alat Pemeliharaan ane Dipelihara Unit
Perizinan Alat Perizinan Alat ZlangDibI; arkan Angkutan Darat Tak dan Perizinan )(gangDibI; arkan
Angkutan Darat Tak Angkutan Darat Perizinani a Befmotor Alat Angkutan Perizinan}rll a
Bermotor Tal% Bermotor y Darat Tak 4
Bermotor
Terlaksananya Terlaksananya
2 | 15| 1 | 209 | 5 | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Jumlah Mebel Unit 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan | Jummiah Mebel Unit
Mebel yang Dipelihara Mebel yang Dipelihara
Jumlah
. Terlaksananya . Terlaksananya Jumlah
Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan dan Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan dan
2 15 1 209 6 | Peralatan dan Mesin Mesin Lainnya Unit 2 15 | 01 | 2.09 | 0006 | Peralatan dan Mesin . . Unit
. Peralatan dan . Peralatan dan Mesin Lainnya
Lainnya Mesi . yang Lainnya . . BT
esin Lainnya Dipelihara Mesin Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan Aset Terlaksananya Jumlah Aset Pemeliharaan Aset gzglilﬁshjizﬁa Jumlah Aset
2 15 1 209 7 T . Pemeliharaan Aset | Tetap Lainnya Unit 2 15 | 01 | 2.09 | 0007 . Tetap Lainnya Unit
etap Lainnya . L Tetap Lainnya Aset Tetap L
Tetap Lainnya yang Dipelihara ) yang Dipelihara
Lainnya
Pemeliharaan Aset Terlaksananya Jumlah Aset Tak Pemeliharaan Aset gzglilﬁshjizﬁa Jumlah Aset Tak
2 |15 1 209 8 T ) Pemeliharaan Aset | Berwujud yang Unit 2 15 | 01 | 2.09 | 0008 . Berwujud yang Unit
ak Berwujud Tak B - o Tak Berwujud Aset Tak o
erwujud Dipelihara - Dipelihara
Berwujud
Terlaksananya Jumlah Gedung Terlaksananya Jumlah Gedung
Pemeliharaan/Rehabil | Pemeliharaan/Reh | Kantor dan Pemeliharaan/Rehab | Pemeliharaan/ Kantor dan
itasi Gedung Kantor abilitasi Bangunan . ilitasi Gedung Kantor | Rehabilitasi Bangunan .
2 15 1 209 9 dan Gedung Kantor Lainnya Unit 2 151 01 | 2.09 | 0009 dan Bangunan Gedung Kantor Lainnya yang Unit
Bangunan Lainnya dan Bangunan yang Dipelihara/ Lainnya dan Bangunan Dipelihara/
Lainnya Direhabilitasi Lainnya Direhabilitasi
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Jumlah Sarana Terlaksananva
Terlaksananya dan Prasarana Pemeliharaaf"l / Jumlah Sarana
Pemeliharaan/Rehabil | Pemeliharaan/Reh | Gedung Kantor Pemeliharaan/Rehab Rehabilitasi dan Prasarana
itasi Sarana dan abilitasi Sarana atau ilitasi Sarana dan SZrana da?l Gedung Kantor
2 15 1 209 10 | Prasarana Gedung dan Prasarana Bangunan Unit 2 15 | 01 | 2.09 | 0010 | Prasarana Gedung Prasarana atau Bangunan Unit
Kantor atau Gedung Kantor Lainnya Kantor atau Gedune Kantor Lainnya yang
Bangunan Lainnya atau Bangunan yang Bangunan Lainnya atau Bin nan Dipelihara/
Lainnya Dipelihara/Dire Lai a gu Direhabilitasi
habilitasi nny
Terlaksananya Jumlah Terlaksananya Jumlah Sarana
. ., | Pemeliharaan/Reh | Sarana dan . Pemeliharaan/
Pemeliharaan/Rehabil abilitasi Sarana Prasarana Pemeliharaan/Rehab Rehabilitasi dan Prasarana
itasi Sarana dan dan Prasarana Pendukung ilitasi Sarana dan Sarana dan Pendukung
2 | 15| 1 | 200 |11 |PrasaranaPendukung | 5o 1ing Gedung Kantor Unit 2 | 15| 01 | 2.00 | 0011 | Erasarana Prasarana Gedung Kantor Unit
Gedung Kantor Gedung Kantor atau Bangunan Pendukung Gedung Pendukung atau Bangunan
atau Bangunan . Kantor atau Lainnya yang
. atau Lainnya yang . Gedung Kantor A .
Lainnya A Bangunan Lainnya Dipelihara/Dire
Bangunan Dipelihara/ atau Bangunan habilitasi
Lainnya Direhabilitasi Lainnya
Luas
Terlaksananva Tanah Terlaksananya Luas Tanah
9 15 1 209 12 Pemeliharaan/Rehabil Pemeliharaafl /Reh yang Ha 9 15 | 01| 2.00 | 0012 Pemeliharaan/Rehab | Pemeliharaan/ yang Dilakukan Ha
itasi Tanah abilitasi Tanah Dilakukan ’ ilitasi Tanah Rehabilitasi Pemeliharaan/R
Pemeliharaan/ Tanah ehabilitasi
Rehabilitasi
Meningkatnya
Meningkatnya penunjang
penunjang urusan
PROGRAM urusan ::::::t::: PROGRAM pemerintahan sl::::n;zze
PENYELENGGARAAN | pemerintahan rasarana PENYELENGGARAA | daerah rasarana
2 | 15| 02 LALU LINTAS DAN daerah gerhubun an Persen 2 | 15 | 02 N LALU LINTAS Kabupaten/Kot gerhubun an %
ANGKUTAN JALAN Kabupaten/Kota | 1 '0 %00 f s DAN ANGKUTAN a yang dulam ko f ini
LLAJ ang mendukun 3 JALAN (LLAJ mendukun 3
yang SRR E baik COLS3 baik
standar standar
pelayanan publik pelayanan
publik
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Tersusunnya Dokumen T G ) Dokumen
Dokumen
Dokumen pengelolaan Penetapan Rencana " pengelolaan
L e T Kebijakan jaringan Induk Jaringan b an jaringan
2 |15 |02 | 2.01 Induk Jaringan LLAJ J |3 £ . Dokumen | 2 | 15 | 02 | 2.01 g Rencana Induk | J2F78 . Dokumen
Kabupaten/Kota Rencana Indu transportasi LLAJ Jaringan LLAJ transportasi
Jaringan LLAJ dan Lalu Lintas Kabupaten/Kota dan Lalu Lintas
. Kabupaten/ .
Kabupaten/Kota Jalan tersedia . Kota Jalan tersedia .
Pelaksanaan Terlaksananya Jumlah Pelaksanaan Terlaksananya Jumlah
Dokumen Dokumen
Penyusunan Penyusunan Penvusunan Penyusunan Penyusunan Penvusunan
2 15 | 02 201 01 | Rencana Induk Rencana Induk yu Dokumen 2 15 | 02 | 2.01 | 0001 | Rencana Induk Rencana Induk yu Dokumen
. . Rencana Induk . . Rencana Induk
Jaringan LLAJ Jaringan LLAJ . Jaringan LLAJ Jaringan LLAJ .
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Jaringan LLAJ
P b Kabupaten/Kota p p Kabupaten/Kota
Jumlah Jumlah
Ditetapkannya Dokumen Ditetapkannya Dokumen
Penetapan Kebijakan ap ¥ Penetapan Penetapan Kebijakan ap ¥
TR Kebijakan dan . T Kebijakan dan Penetapan
dan Sosialisasi Tersosialisasinya Kebijakan = dan dan Sosialisasi Tersosialisasinya | Kebijakan dan
2 15 | 02 201 02 | Rencana Induk b Sosialisasi Dokumen 2 15 | 02 | 2.01 | 0002 | Rencana Induk ¥ jaskan Dokumen
. Rencana Induk . Rencana Induk Sosialisasi
Jaringan LLAJ . Rencana Jaringan LLAJ .
Jaringan LLAJ Jaringan LLAJ Rencana Induk
Kabupaten/Kota Induk Kabupaten/Kota .
Kabupaten/Kota . Kabupaten/Kota | Jaringan LLAJ
Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota p
Pengendalian Terkendalinya izl Pengendalian
Laporan
Pelaksanaan Pelaksanaan Pencendalian Pelaksanaan
2 15 | 02 201 03 | Rencana Induk Rencana Induk g Laporan 2 15 | 02 | 2.01 | 0003 | Rencana Induk
. . Rencana Induk .
Jaringan LLAJ Jaringan LLAJ . Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Penetapan dan Ditetapkannya Jumlah Evaluasi
Sosialisasi Rencana dan (Reviu) Rencana
Aksi Keselamatan Tersosialisasinya | Aksi
2 151 02 1 2.01 | 0004 Lalu Lintas dan Rencana Aksi Keselamatan Dokumen
Angkutan Jalan Keselamatan Lalu Lintas dan
Kabupaten/Kota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
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Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Jumlah
Penvusunan Tersusun dokumen
yu . Rencana Aksi penetapan
Rencana Aksi Keselamatan Rencana Aksi
2 15 | 02 | 2.01 | 0005 | Keselamatan Lalu lalu Li d Kesel Dokumen
Lintas dan Angkutan alu Lintas dan eselam atan
Jalan Angkutan Jalan Lalu Lintas dan
Kabupaten/Kota Kabupaten/kota | Angkutan Jalan
p Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Terlaksananya Jumlah Evaluasi
Evaluasi (Reviu) Evaluasi (Reviu) (Reviu) Rencana
Rencana Aksi Rencana Aksi Aksi
2 15 | 02 | 2.01 | 0006 | Keselamatan Lalu Keselamatan Keselamatan Dokumen
Lintas dan Angkutan | Lalu Lintas dan Lalu Lintas dan
Jalan Angkutan Jalan | Angkutan Jalan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Terlaksananya Jumlah Evaluasi
. . . . (Reviu)
Evaluasi (Reviu) Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan
2 15 | 02 | 2.01 | 0007 | Rencana Induk Rencana Induk Laporan
. . Rencana Induk
Jaringan LLAJ Jaringan LLAJ .
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota
Tersedianya
Penvediaan Tersedianya Dan | Persentase Penvediaan Dan Persentase
Perlin kapan Jalan Terpeliharanya sarana Perl);n kapan Jalan Terpeliharanya sarana
2 (15| 02 | 2.02 5 gkap Perlengkapan perlengkapan Persentase 2 15 | 02 | 2.02 5 gkap Perlengkapan perlengkapan %
di Jalan Jalan Di Jal dal kondisi di Jalan Jalan Di Jal dal kondisi
Kabupaten/Kota alan Di Jalan alam kondisi Kabupaten/Kota alan Di Jalan alam kondisi
Kabupaten/Kota baik Kabupaten/ baik
Kota
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Jumlah Jumlah
Prasarana Jalan di | Prasarana Jajan di | Frasarana Jalan Prasarana Jalan di | Prasarana Jajan | Prasarana Jalan
2 15 | 02 2.02 01 di Jalan Unit 2 15 | 02 | 2.02 | 0001 . di Jalan Unit
Jalan Jalan Kabupaten/Kota Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota b Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota b
yang Terbangun yang Terbangun
Penyediaan Tersedianya Jumlah Penyediaan Tersedianya Jumlah
Perlengkapan Jalan di | Perlengkapan Perlengkapan Perlengkapan Jalan Perlengkapan Perlengkapan
2 | 15|02 | 202 |02 gkap gxap Jalan di Jalan Unit 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0002 | \erenesap <ap Jalan di Jalan Unit
Jalan Jalan di Jalan di Jalan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota . Kabupaten/Kota Kabupaten /Kota .
yang Tersedia yang Tersedia
Jumlah Jumlah
Rehabilitasi dan Flgiﬁzlgislir:sl?ﬁzn Prasarana Jalan Rehabilitasi dan TRZQZEZ?; 2?2712n Prasarana Jalan
2 15 | 02 2.02 03 | Pemeliharaan . yang Unit 2 15 | 02 | 2.02 | 0003 | Pemeliharaan . yang Unit
Pemeliharaan e Pemeliharaan e
Prasarana Jalan Terehabilitasi Prasarana Jalan Terehabilitasi
Prasarana Jalan . Prasarana Jalan .
dan Terpelihara dan Terpelihara
Terlaksananya Jumlah Terlaksananya Jumlah
Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan Perlengkapan Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan | Perlengkapan
2 15 | 02 2.02 04 | Pemeliharaan Pemeliharaan Jalan yang Unit 2 15 | 02 | 2.02 | 0004 | Pemeliharaan Pemeliharaan Jalan yang Unit
Perlengkapan Jalan Perlengkapan Terehabilitasi Perlengkapan Jalan Perlengkapan Terehabilitasi
Jalan dan Terpelihara Jalan dan Terpelihara
Terpenuhinya Terpenuhinya
Pengelolaan Pengelolaan Jumlah Pengelolaan Pengelolaan Jumlah
2 (15| 02 | 2.03 Terminal Terminal terminal tipe C Unit 2 15 | 02 | 2.03 Terminal Terminal terminal tipe C Unit
Penumpang Tipe C Penumpang Tipe terkelola . Penumpang Tipe C Penumpang terkelola .
C Tipe C
Jumlah Tersusunnya Jumlah Rencana
Penyusunan Tersusunnya Penyusunan
Rencana Rencana Pembangunan
Rencana Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Terminal
2 15 | 02 203 01 | Pembangunan Pembangunan angu Dokumen 2 15 | 02 | 2.03 | 0001 | Pembangunan angu . Dokumen
. . Terminal . Terminal Penumpang Tipe
Terminal Terminal . Terminal Penumpang .
Penumpang Tipe C Penumpang Tipe C Penumpang Tipe Tipe C Penumpang Tipe | C yang
C yang Tersusun C Tersusun
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Pembangunan Terbangunnya SR EIn(C U Pembangunan
2 | 15 | 02 203 02 . . Terminal yang Unit 2 15 | 02 | 2.03 | 0002 .
Gedung Terminal Gedung Terminal Gedung Terminal
Terbangun
Berkembanenva Jumlah Sarana
Pengembangan Sarana dang 4 dan Prasarana Pengembangan
2 15 | 02 203 03 | Sarana dan Prasarana P Terminal yang Unit 2 15 | 02 | 2.03 | 0003 | Sarana dan
. rasarana . ;
Terminal . Dilakukan Prasarana Terminal
Terminal
Pengembangan
Jumlah
Rehabilitasi dan der el emmtioeL. Rehabilitasi dan
. Rehabilitasi dan (Fasilitas .
Pemeliharaan Pemeliharaan Utama  dan Pemeliharaan
2 | 15 | 02 203 04 | Terminal (Fasilitas . o Unit 2 15 | 02 | 2.03 | 0004 | Terminal (Fasilitas
Terminal (Fasilitas | Pendukung)
Utama dan Utama dan
Pendukung) Utama dan yang Pendukung)
Pendukung) Direhabilitasi
dan Dipelihara
Jumlah SDM
Peningkatan Meningkatnya Pengelola Peningkatan
Kapasitas SDM Kapasitas SDM Terminal Tipe Kapasitas SDM
2 | 15]02 203 05 Pengelola Terminal Pengelola Terminal | C yang Orang 2 15| 02 1 2.03 | 0005 Pengelola Terminal
Tipe C Tipe C Ditingkatkan Tipe C
Kapasitasnya
Pengawasan Tz;lai{;zrslzrriya Jumlah
Operasional peng Terminal
2 15 | 02 | 2.03 | 0006 . terminal . Dokumen
Terminal Penumpang Penumpane Tipe Penumpang Tipe
Tipe C pang 11p C yang diawasi
Revitalisasi Terminal Terlgk sananya Jumlgh
Tipe C (Fasilitas Revitalisasi Terminal yang
2 15 | 02 | 2.03 | 0007 Terminal Tipe C direvitalisasi Unit
Utama dan i1s o
Penunjang) (Fasilitas Utama | (Fasilitas Utama
Jang dan Penunjang) dan Penunjang)
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Jumlah sistem
Tersedianya informasi
Penyediaan sistem sistem informasi | manajemen
2 | 15 | 02 | 2.03 | ooog | nformasi . manajemen yang terpasang Unit
manajemen terminal | terminal di terminal tipe
Penumpang Tipe C Penumpang tipe | C baik secara
C Manual dan
Digital
Pembangunan Terbangunnya %gmlah terminal
. . . ipe C yang
Terminal Penumpang | Terminal Tipe C
Tipe C yang yang dilengkapi terbangun yang
2 15 | 02 | 2.03 | 0009 . - . b dilengkapi Unit
dilengkapi Fasilitas fasilitas utama o
s o Fasilitas Utama
Utama dan Fasilitas dan fasilitas i1
Penunjan; enunjan dan Fasilitas
Jang p jang Penunjang
Jumlah
' Terlaksana Kebutuhan
Peningkatan Pemenuhan .
; . Kompetensi
Kapasitas Kapasitas Sumber Dava
2 15 | 02 | 2.03 | 0010 | Kompetensi SDM Sumber Daya M . y Orang
. . anusia
Pengelola Terminal Manusia
. Pengelola
Penumpang Tipe C Pengelola T . .
- . erminal Tipe C
Terminal Tipe C )
yang terpenuhi.
Jumlah
Rehabilitasi dan Terlak‘sgnapya Terminal Tipe C
. Rehabilitasi dan o
Pemeliharaan Pemeliharaan (Fasilitas Utama
2 15 | 02 | 2.03 | 0011 | Terminal Tipe C . . dan Penunjang) Unit
o1 Terminal Tipe C
(Fasilitas Utama dan i1 yang
p - (Fasilitas Utama e
enunjang) dan Penurjang) terehabilitasi
Jang dan terpelihara
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;g;fasﬂltasmya Terfasilitasinya
yusunan P
Penerbitan Izin Dokumen Jumlal’{ 9 Penerbitan Izi Derll:yusunan Jumlah
Penyelenggaraan dan | Penerbitan Izin GORCTRERD Lol Penyel an Po mll:in I Penerbitan izin
2 | 15| 02 .04 ili enggaraan i i
2.0 Pembangunan Penyelenggaraan | 921 fasilitas Dokumen | 2 | 15 | 02 | 2.04 danyPembgagn enerbitan 1zin | 4.1 fasilitas DOL DD
o X parkir gunan Penyelenggaraa R
Fasilitas Parkir Dan Fasili : parkir
terlaksana. asilitas Parkir n Dan terlak
Pembangunan Pembangunan erlaksana.
Fasilitas Parkir Fasilitas Parkir
Jumlah
e Jumlah
Terfasilit
Terfasilitasinya ?okumen o P emenlé;:rllnya Dokumen
Pemenuhan emenuhan Fasilitasi Persvaratan Pemenuhan
Fasilitasi Pemenuhan | Persyaratan Persyaratan. Pemenuhan Perofehan Izin Persyaratan
Persyaratan Perolehan | Perolehan Izin Perolehan Izin Persyaratan Penyelenggaraan Perolehan Izin
Izin Penyelenggaraan Penyelenggaraan genyelenggaraan Perolehan Izin dan &8 Penyelenggaraan
dan Pembangunan dan Terbangunnya Tan Penyelenggaraan dan Terbangunnya dan
Fasilitas Parkir Fasilitas Parkir Ferbﬁ ngunnya Pen_1b_angu nan Fasilitas Par}l;ir Terbangunnya
2 15 | 02 2.04 | 01 | Kewenangan Kewenangan asilitas Parkir Dokumen 2 15 | 02 | 2.04 | 0001 Fasilitas Parkir Kewenangan Fasilitas Parkir Dok
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kewenangan Kewenangan Kabupateg; /Kota Kewenangan oxumen
dalam Sistem dalam Sistem Kabupat.en/ Kota KabuPat.en/ Kota dalam Sistem Kabupaten/Kota
Pelayanan Perizinan Pelayanan dalam Sistem dalam Sistem Pel dalam Sistem
. . e Pelayanan Pel Perizi elayanan
Berusaha Terintegrasi | Perizinan i elayanan Ferizinan | o . . n Pelayanan
Secara Elektronik Berusaha Perizinan Berusaha Perizinan
. . Berusaha Teri i Berusaha
Terintegrasi Teri . ermtegr'am Secara Terintegrasi Berusaha
Secara Elektronik erintegrasi Elektronik Secara Terintegrasi
E(lecstra T Elektronik Secara
ektroni Elektronik
. . Terlaksananya Jumlah Laporan
Koordinasi dan p s Terlaksananya Jumlah Laporan
Sane o La Koord P
Sinkronisasi Kpordlngm dan K_oord1ngs1 dan S'OOIZ 1nast Qan Koordinasi dan Koordinasi dan
Sinkronisasi Sinkronisasi 1nXronisast ; isasi ; I
Pengawasan P Pengawasan Sinkronisasi Sinkronisasi
Pelaksanaan Izin Pzi’;gl{as‘?;isaaal;ll i gelr;iawasan i Pelaksanaan Izin Pengawasan Pengawasan
2 | 15| 02 | 2.04 | 02 | Penyelenggaraan dan zin elaksanaan Izin Laporan 9 15 1 02| 2.04 | 0002 | P 1 Pelaksanaan Izin | Pelaksanaan Izin
Pembangunan Penyelenggaraan Penyelenggaraan p : Pen§§ enggaraan dan Penyelenggaraan | Penyelenggaraan Laporan
Fasilitas Parkir dan Terbangunnya | dan Fen.ll.ang;ne;{n dan dan
o . t i
Kewenangan Fasilitas Parkir Terbangunnya KaSI Has rarit Terbangunnya Terbangunnya
Kewenangan Fasilitas Parkir ewenangarn T : 1 :
Kabupaten/Kota Kab Kabupaten/Kota Fasilitas Parkir Fasilitas Parkir
abupaten/Kota Kewenangan Kewenangan Kewenangan
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Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota
Meningkatnya Meningkatnya
Kualitas - - Kualitas -
Pengujian Berkala Pengujian Persentase uji Pengujian Berkala Pengujian Persentase uji
2 | 15| 02 | 2.05 KIR angkutan Persentase 2 (15 | 02 | 2.05 Kendaraan KIR angkutan Persentase
Kendaraan Bermotor | Berkala Berkala
umum Bermotor umum
Kendaraan Kendaraan
Bermotor Bermotor
. Jumlah Sarana Tersedianya Jumlah Sarana
Tersedianya
. dan Prasarana . Sarana dan dan Prasarana
Penyediaan Sarana Sarana dan . Penyediaan Sarana .
dan Prasarana Prasarana Pengujian dan Prasarana Prasarana Pengujian
2 15 | 02 2.05 01 .. . Berkala Unit 2 15 | 02 | 2.05 | 0001 .. Pengujian Berkala Unit
Pengujian Berkala Pengujian Berkala Pengujian Berkala
Kendaraan Berkala Kendaraan
Kendaraan Bermotor Kendaraan Kendaraan Bermotor
Bermotor yang Kendaraan Bermotor yang
Bermotor . .
Tersedia Bermotor Tersedia
Jumlah Sumber Meningkatnya Jumlah Sumber
Peningkatan Menmgkatnya Daya IYIanusm Peningkatan Kapasitas Daya Manuma
> Kapasitas Sumber | Pengujian ; Sumber Daya Pengujian
Kapasitas Sumber Daya Manusia Berkala Kapasitas Sumber Manusia Berkala
2 15 | 02 2.05 02 | Daya Manusia ya Orang 2 15 | 02 | 2.05 | 0002 | Daya Manusia . Orang
.. Pengujian Berkala | Kendaraan .. Pengujian Kendaraan
Pengujian Berkala Kend B Pengujian Berkala Berkal B
Kendaraan Bermotor endaraan ermotor yang Kendaraan Bermotor eria’a ermotor yang
Bermotor Ditingkatkan Kendaraan Ditingkatkan
Kapasitasnya Bermotor Kapasitasnya
Jumlah Jumlah
Terdaftarnya
Terdaftarnya Kendaraan Kendaraan Kendaraan
Registrasi Kendaraan Kendaraan Wajib Wajib Uji Registrasi Kendaraan Waiib Uii Wajib Uji
2 15 | 02 2.05 03 | Wajib Uji Berkala Uji Berkala Berkala Unit 2 15 | 02 | 2.05 | 0003 | Wajib Uji Berkala J J Berkala Unit
Berkala
Kendaraan Bermotor Kendaraan Kendaraan Kendaraan Bermotor Kendaraan
Kendaraan
Bermotor Bermotor yang Bermotor Bermotor yang
Terdaftar Terdaftar
. . Tersedianya Bukti | Jumlah . . Tersedianya Jumlah
iirllgse%aiage}suktilan Lulus Uji Dokumen Bukti Eﬁ?gg%ia;eguk&;n Bukti Lulus Uji Dokumen Bukti
2 | 15|02 | 2.05 | 04 J gw Pengujian Berkala | Lulus Uji Dokumen 2 15 | 02 | 2.05 | 0004 J &Y Pengujian Lulus Uji Dokumen
Berkala Kendaraan . Berkala Kendaraan .
Kendaraan Pengujian Berkala Pengujian
Bermotor Bermotor
Bermotor Berkala Kendaraan Berkala
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Kendaraan Bermotor Kendaraan
Bermotor Bermotor
Jumlah s o . Jumlah
T - Tersosialisasinya 1
Tersosialisasinya LaporanSosialisa LaporanSosialis
. S Standar b
Lo . Standar si Standar Sosialisasi Standar . asi Standar
Sosialisasi Standar o . 1 o : 1 o . 1 Operasional o . 1
Overasional Prosedur perasiona perasiona perasiona B Prosedur perasiona
2 15 | 02 2.05 05 peras Prosedur Prosedur Laporan 2 15 | 02 | 2.05 | 0005 | Prosedur Pengujian .. Prosedur Laporan
Pengujian Berkala . s Pengujian s
Pengujian Berkala | Pengujian Berkala Kendaraan Pengujian
Kendaraan Bermotor Berkala
Kendaraan Berkala Bermotor Berkala
Kendaraan
Bermotor Kendaraan Kendaraan
Bermotor
Bermotor Bermotor
Terlaksananya Jumlah Laporan Terlaksananya Jumlah Laporan
. . Identifikasi dan Identifikasi dan . . Identifikasi dan Identifikasi dan
Identifikasi dan L . lisi . Identifikasi dan lisi . lisi .
Analisis Potensi Analisis Potensi Analisis Potensi Analisis Potensi Analisis Potensi Analisis Potensi
2 15 | 02 2.05 06 Jumlah Jumlah Laporan 2 15 | 02 | 2.05 | 0006 Jumlah Jumlah Laporan
Jumlah Kendaraan d d Jumlah Kendaraan d d
Bermotor Wajib Uji Kendaraan Kendaraan = Bermotor Wajib Uji | Lendaraan Kendaraan
Bermotor Wajib Bermotor Wajib Bermotor Wajib Bermotor Wajib
Uji Uji Uji Uji
. Jumlah Sarana Terpeliharanya Jumlah Sarana
Terpeliharanya
. dan Prasarana . Sarana dan dan Prasarana
Pemeliharaan Sarana Sarana dan .. Pemeliharaan Sarana ..
dan Prasarana Prasarana Pengujian . dan Prasarana Prasar.gna Pengujian .
2 15 | 02 2.05 07 . . Berkala Unit 2 15 | 02 | 2.05 | 0007 . Pengujian Berkala Unit
Pengujian Berkala Pengujian Berkala Pengujian Berkala
Kendaraan Berkala Kendaraan
Kendaraan Bermotor Kendaraan Kendaraan Bermotor
Bermotor yang Kendaraan Bermotor yang
Bermotor . .
Terpelihara Bermotor Terpelihara
Terlaksananya Jumla.h La.poran Terlak‘sangnya Jumla.h La.poran
. . . - Koordinasi . . Koordinasi Koordinasi
Koordinasi Koordinasi Koordinasi
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan | Penyelenggaraan
2 15 | 02 2.05 08 - . Pengujian Laporan 2 15 | 02 | 2.05 | 0008 - Pengujian Pengujian Laporan
Pengujian Berkala Pengujian Berkala Pengujian Berkala
Berkala Berkala Berkala
Kendaraan Bermotor Kendaraan Kendaraan Bermotor
Kendaraan Kendaraan Kendaraan
Bermotor
Bermotor Bermotor Bermotor
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Jumlah Laporan Ditetapkannva Jumlah Laporan
. Ditetapkannya Penetapan Tarif . staprannye Penetapan Tarif
Penetapan Tarif Tarif Retribusi Retribusi Penetapan Tarif Tarif Retribusi Retribusi
Retribusi Pengujian s - Retribusi Pengujian Pengujian -
2 15 | 02 2.05 09 Pengujian Berkala | Pengujian Laporan 2 15 | 02 | 2.05 | 0009 Pengujian Laporan
Berkala Kendaraan Kendaraan Berkala Berkala Kendaraan Berkala Berkala
Bermotor Bermotor Kendaraan
Bermotor Kendaraan Kendaraan
Bermotor
Bermotor Bermotor
Terlaksananva Jumlah Laporan Terlaksananya Jumlah Laporan
. L o4 Monitoring dan . Monitoring dan Monitoring dan
Monitoring dan Monitoring dan 1 . Monitoring dan 1 . 1 .
Evaluasi Evaluasi Eva u?SI Evaluasi Eva uiaSI Eva u?SI
2 15 | 02 2.05 10 | Penyelenggaraan Penyelenggaraan gzgye .?:r%garaan Laporan 2 15 | 02 | 2.05 | 0010 | Penyelenggaraan gZEy © igigaraan gzgye .?nglgaraan Laporan
Pengujian Berkala Pengujian Berkala Berl%g fa Pengujian Berkala Berl%: ila Berlill fa
Kendaraan Bermotor Kendaraan Kendaraan Bermotor
Bermotor Kendaraan Kendaraan Kendaraan
Bermotor Bermotor Bermotor
. Meningkatnya
Pelaksanaan Pli[f:‘::ag;{:::ya Jumlah Pelaksanaan Pelaksanaan Jumlah
Manajemen dan N Ty Manajemen dan Manajemen Dan e
Rekayasa Lalu Lintas J J Rekayasa Lalu Rekayasa Lalu J
2 [ 15| 02 | 2.06 A Rekayasa Lalu dan rekayasa Laporan 2 (15 | 02 | 2.06 A . dan rekayasa Laporan
untuk Jaringan . 3 Lintas untuk Lintas Untuk q
Lintas Untuk lalu lintas ; 3 lalu lintas
Lk Jaringan Jalan terlaksana gl ghibn SRR RN JRTLT terlaksana
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/
P Kota
Jumlah
. Tertatanya Laporan Penataan
Penataan Manajemen . Penataan .
Manajemen dan . Manajemen dan
¢ e Relzpmss el Rekayasa Lalu LTy Rekayasa Lalu Lintas
2 | 15 | 02 206 01 | Lintas untuk exay dan Rekayasa Laporan 2 15 | 02 | 2.06 | 0001 4 .
. Lintas untuk . untuk Jaringan
Jaringan Jalan . Lalu Lintas
Kabupaten/Kota TV R e untuk Jaringan S
b Kabupaten/Kota Jalan g Kabupaten/Kota
Kabupaten /Kota
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Terlaksananya Jumlah
Pengadasn, Pengadaan, Pengadaan, Pengadasn,
Pemasangan, Pemasangan,
Pemasangan, . . Pemasangan,
. Perbaikan dan Perbaikan dan .
Perbaikan dan . . Perbaikan dan
Pemeliharaan ez e i Pemeliharaan
2 15 | 02 206 02 Perlengkapan Perlengkapan Unit 2 15 | 02 | 2.06 | 0002
Perlengkapan Jalan Perlengkapan Jalan
Jalan dalam Jalan dalam
dalam rangka dalam rangka
" rangka rangka .
Manajemen dan ) . Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas Manajemen dan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Rekayasa Lalu Rekayasa Lalu
Lintas Lintas
Jumlah
Terlaksananya Uji | Dokumen .
Uji Coba dan Coba dan Pelaksanaan Uji Uji Qo]oa d_an
TR T Sosialisasi
Sosialisasi Tersosialisasinya Coba dan
N Pelaksanaan
Pelaksanaan Pelaksanaan Sosialisasi Manaiemen dan
2 15 | 02 206 03 | Manajemen dan Manajemen dan Pelaksanaan Dokumen 2 15 | 02 | 2.06 | 0003 J .
. . Rekayasa Lalu Lintas
Rekayasa Lalu Lintas Rekayasa Lalu Manajemen dan .
. . untuk Jaringan
untuk Jaringan Jalan | Lintas untuk Rekayasa Lalu
. . Jalan
Kabupaten/Kota Jaringan Jalan Lintas untuk T
Kabupaten /Kota Jaringan Jalan p
Kabupaten/Kota
Jumlah
Terawasinya Laporan . Jumlah Laporan
Pengawasan dan Pengawasan dan Terawasinya dan
. dan Pengawasan . ; Pengawasan dan
Pengendalian . Pengendalian Terkendalinya .
L. Terkendalinya dan - .. Pengendalian
Bfektivitas Efektivitas Pengendalian Efektivitas Bfektivitas Efektivitas
2 | 15| 02 206 04 | Pelaksanaan gen Laporan 2 15 | 02 | 2.06 | 0004 | Pelaksanaan Pelaksanaan Laporan
s Pelaksanaan Efektivitas - o Pelaksanaan
Kebijakan untuk - Kebijakan untuk Kebijakan untuk -
Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan untuk
Jalan untuk Jalan Kebijakan Jalan Jalan Jalan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota untuk Jalan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Kabupaten /Kota
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Jumlah
Laporan
. Terlaksananya Forum Lalu
Forum Lalu Lintas . . .
T Forum Lalu Lintas | Lintas dan Forum Lalu Lintas
2 15 | 02 206 05 Jalan dan Angkutan Angkutan Laporan 2 15 | 02 | 2.06 | 0005 | dan Angkutan Jalan
Kabupaten/Kota Jalan Jalan untuk Kabupaten/Kota
p Kabupaten/Kota Jaringan
Jalan
Kabupaten/Kota
Penilaian g;;p %sz}}iﬁyz Jumlah
Pemenuhan dan . ok Sertifikat Sistem
- . Sertifikat Sistem -
Penerbitan Sertifikat Manaiemen Manajemen
2 15 | 02 | 2.06 | 0006 | Sistem Manajemen J Keselamatan Dokumen
Keselamatan
Keselamatan Perusahaan
Perusahaan
Perusahaan Angkutan
Angkutan
Angkutan Umum Umum
Umum
Jumlah Ruas
Terlaksananya jalan yang
Monitoring dan identifikasi dan diidentifikasi
evaluasi pengawasan dan dilakukan
2 151 02 | 2.06 | 0007 Implementasi Batas terhadap pengawasan Laporan
Kecepatan Implementasi terhadap
Batas Kecepatan | implementasi
batas kecepatan
Jumlah
Pembangunan Rute Terbangunnya k;‘flabzann nan
2 15 | 02 | 2.06 | 0008 | Aman Selamat Rute Aman Eute Am%au n Unit
Sekolah (RASS) Selamat Sekolah Selamat Sekolah
yang terbangun
Monitoring dan Terlaksananya Jumlah lokasi
evaluasi Rute Aman identifikasi dan Rute Aman
2 151 02 1 2.06 | 0009 Selamat Sekolah pengawasan Sekolah (RASS) Laporan
(RASS) terhadap Rute yang
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Aman Selamat diidentifikasi
Sekolah (RASS) dan diawasi
Terlaksananya Jumlah lokasi
Monitoring dan identifikasi dan Zona Selamat
2 15 | 02 | 2.06 | 0010 evaluasi zona pengawasan Sekolah (ZoSS) Laporan
selamat sekolah terhadap zona yang
(ZoSS) selamat sekolah | diidentifikasi
(ZOSS) dan diawasi
Meningkatnya nglah Penilai
. . Sistem
Peningkatan Kompetensi .
. s L s Manajemen
Kompetensi Penilai Penilai Sistem
Sistem Manajemen Manajemen Keselamatan
2 15 | 02 | 2.06 | 0011 Perusahaan Orang
Keselamatan Keselamatan
Angkutan
Perusahaan Perusahaan Umum van
Angkutan Umum Angkutan " yang
ditingkatkan
Umum )
kapasitasnya
Jumlah Ruas
Pembangunan Terbangunnya jalan yang
2 15 | 02 | 2.06 | 0012 | Implementasi Batas implementasi terpasang Unit
Kecepatan batas kecepatan | implementasi
batas kecepatan
Pembangunan Zona Terbangunnya %E;Eﬁlh nnva
2 15 | 02 | 2.06 | 0013 | Selamat Sekolah Zona Selamat Zona Sglim a}L,t Unit
(2OSS) Sekolah (ZOSS) Sekolah (ZOSS)
e Terlaksananya Jumlah Laporan
Sosialisasi PO S
Sosialisasi Sosialisasi
Pelaksanaan
) Pelaksanaan Pelaksanaan
Manajemen dan Manajemen dan | Manajemen dan
2 15 | 02 | 2.06 | 0014 | Rekayasa Lalu Lintas J J Dokumen
. Rekayasa Lalu Rekayasa Lalu
untuk Jaringan . .
Lintas untuk Lintas untuk
Jalan . .
Kabupaten/Kota Jaringan Jalan Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota

110




SEMULA MENJADI
Z Z
~ ~ s - = ~ ~ s = =
Z = (] < E
5 5 § = = NOMENKLATUR 5 5 > § = o NOMENKLATUR KET.
NN g [S] I E’, URUSAN KINERJA INDIKATOR SATUAN (2] (7] g (C] | 8 URUSAN KINERJA INDIKATOR SATUAN
2PHEEE S| &8 | ¥| KABUPATEN/KOTA 2ERE S| 8 ¥ | KABUPATEN/KOTA
P [P A X =] P [P [ M )
=3 =]
(/)] (/)]
Terlaksananya Jumlah laporan
Forum Lalu Lintas Forum Lalu Forum Lalu
dan Angkutan Jalan Lintas dan Lintas dan
2 15 | 02 | 2.06 | 0015 | untuk Jaringan Angkutan Jalan | Angkutan Jalan Laporan
Jalan untuk Jaringan untuk Jaringan
Kabupaten/Kota Jalan Jalan
Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota
Terlaksananya Jumlah
Pengadaan dan Perlengkapan
Pengadaan dan & Jalan dalam
Pemasangan
Pemasangan Rangka
Perlengkapan Jalan Perlengkapan Manajemen dan
2 15 | 02 | 2.06 | 0016 Jalan dalam Dokumen
dalam rangka Rancka Rekayasa Lalu
Manajemen dan &X Lintas yang
. Manajemen dan .
Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan
Rekayasa Lalu
. pengadaan dan
Lintas
Pemasangan
Jumlah laporan
Terlaksananya pelaksanaan
Penataan
) penataan Penataan
Manajemen dan M - d M - d
Rekayasa Lalu Lintas anajemen dan anajemen dan
2 15 | 02 | 2.06 | 0017 untuk Jarinean Rekayasa Lalu Rekayasa Lalu Laporan
g Lintas Untuk Lintas Untuk
Jalan . .
Kabupaten/Kota Jaringan Jalan Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota | Kabupaten/Prov
insi
Meningkatnya
Persetujuan Hasil Meningkatnya Persetujuan Hasil Hasil Analisis
Analisis Dampak Hasil Analisis Analisis Dampak Dampak Lalu
2 |15 | 02 | 2.07 L e RLEy T ::(ﬁllil;m Laporan | 2 | 15 | 02 | 2.07 N BT lntas ;':.'ﬁ'&'ﬁn Laporan
: (Andalalin) untuk Lintas (Andalalin) tersedia P : (Andalalin) untuk (Andalalin) tersedia P
Jalan Untuk Jalan Jalan Untuk Jalan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/
Kota
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Jumlah
o Ditetapkannya Kebijakan Tata .
o || s | @m | aey | @ | EEIEEEREEHELAR e T Ll Ak | Sesen | 2 | il | 02 | 20y | copl | SPmsEEE Kenjem
Tata Kelola Andalalin . Tata Kelola Andalalin
Kelola Andalalin yang
Ditetapkan
Peningkatan Meningkatnya illllglallaaliinpenalll’lal Peningkatan
2 15 | 02 207 02 | Kapasitas Penilai Kapasitas Penilai e yang Orang 2 15 | 02 | 2.07 | 0002 | Kapasitas Penilai
. . Ditingkatkan .
Andalalin Andalalin . Andalalin
Kapasitasnya
Jumlah
. . Terlaksananya . . Terlaksananya Jumlah Laporan
Koordinasi dan di D d Laporan Koordinasi dan di L d di d
Sinkronisasi Kf)or mnast dan Koordinasi dan Sinkronisasi Kpor nast can Kpor nasi can
2 15 | 02 207 03 o . Sinkronisasi ) S Laporan 2 15 | 02 | 2.07 | 0003 I . Sinkronisasi Sinkronisasi Laporan
Penilaian Hasil I . Sinkronisasi Penilaian Hasil . . . .
- Penilaian Hasil I . . Penilaian Hasil Penilaian Hasil
Andalalin - Penilaian Hasil Andalalin - .
Andalalin . Andalalin Andalalin
Andalalin
. Jumlah
Pengawasan Terawasinya Pengawasan
Pelaksanaan Pelaksanaan ST Pelaksanaan
2 | 15 | 02 207 04 . . Rekomendasi Laporan 2 15 | 02 | 2.07 | 0004 .
Rekomendasi Rekomendasi Andalalin van Rekomendasi
Andalalin Andalalin n yang Andalalin
Terawasi
Jumlah penilai
Peningkatan Meningkatnya Andalalin yang
2 15 | 02 | 2.07 | 0005 | Kompetensi Penilai Kompetensi ditingkatkan Orang .
Andalalin Penilai Andalalin | kompetensinya
dan tersertifikasi
Pengawasan ’;erlaksananya Jumlah laporan
engawasan .
Pelaksanaan Pelaksanaan Rekomendasi
2 15 | 02 | 2.07 | 0006 | Rekomendasi . Persetujuan Laporan
. . Rekomendasi . .
Persetujuan Teknis . Teknis Andalalin
Andalalin Persetujuan yang terawasi
Teknis Andalalin
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. Ditetapkannya Jumlah.
Peningkatan Persetuiuan Persetujuan
15 | 02 | 2.07 | 0007 | Kompetensi Penilai J . Dokumen Dokumen
. Dokumen Teknis . .
Andalalin . Teknis Andalalin
Andalalin .
yang ditetapkan
Meningkatnya Meningkatnya
Hasil Audit Dan Jumlah Audit Hasil Audit Dan | Jumlah Audit
Audit dan Inspeksi Inspeksi dan Inspeksi Audit dan Inspeksi Inspeksi dan Inspeksi
15 | 02 | 2.08 Keselamatan LLAJ di | Keselamatan Keselamatan Laporan 15 | 02 | 2.08 Keselamatan LLAJ Keselamatan Keselamatan Laporan
Jalan LLAJ Di Jalan LLAJ di Jalan di Jalan LLAJ Di Jalan LLAJ di Jalan
Yang tersedia Yang tersedia
Ditindaklanjuti Ditindaklanjuti
Peningkatan Meningkatnya il Al .
Kapasitas Auditor Kapasitas Auditor a1 oelins Pt e
15 | 02 208 01 LLAJ yang Orang 15 [ 02 | 2.08 | 0001 | Kapasitas Auditor
dan Inspektor dan Inspektor o
LLAJ LLAJ Ditingkatkan dan Inspektor LLAJ
Kapasitasnya
Jumlah
Laporan
Terlakse}nany a Inspeksi, Pelaksanaan
Pelaksanaan Inspeksi, Audit . . .
. . Audit dan Inspeksi, Audit dan
Inspeksi, Audit dan dan Pemantauan Pemantauan Pemantauan Unit
15 | 02 208 02 | Pemantauan Unit Unit Pelaksana Uji . Laporan 15 | 02 | 2.08 | 0002 s
.. Unit Pelaksana Uji
Pelaksana Uji Berkala | Berkala .
Pelaksana  Uji Berkala Kendaraan
Kendaraan Bermotor Kendaraan
Bermotor Berkala Bermotor
Kendaraan
Bermotor
Jumlah Jumlah Laporan
Pelaksanaan Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Terlaksananya Inspeksi AI13,1 dit
15 | 02 208 03 Inspeksi, Audit dan Inspeksi, Audit Inspeksi, Laporan 15 | 02 | 2.08 | 0003 Inspeksi, Audit dan Inspeksi, Audit darf) ’ Laporan
Pemantauan dan Pemantauan Audit dan p ’ Pemantauan dan Pemantauan Pemantauan b
Terminal Terminal Pemantauan Terminal Terminal .
Terminal Terminal
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Terlaksananya Jumlah Laporan Terlaksananya Jumlah Laporan
Pelaksanaan Inspeksi, . - . ; Pelaksanaan . - Inspeksi, Audit
. Inspeksi, Audit Inspeksi, Audit . . Inspeksi, Audit
Audit dan Inspeksi, Audit dan dan
dan Pemantauan dan Pemantauan dan Pemantauan
Pemantauan Pemantauan Pemantauan
Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan
Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan
Persyaratan Persyaratan Persyaratan Persyaratan Persyaratan Persyaratan
2 15 | 02 208 04 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Laporan 2 15 | 02 | 2.08 | 0004 Penyelenggaraan Laporan
Penyelenggaraan - - Penyelenggaraan . Penyelenggaraan
. Kompetensi Kompetensi - Kompetensi -
Kompetensi . . Kompetensi . Kompetensi
. Pengemudi Pengemudi . Pengemudi .
Pengemudi Pengemudi Pengemudi
Kendaraan Kendaraan Kendaraan
Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Kendaraan
Kabupaten/Kota Bermotor Bermotor Kabupaten/Kota Bermotor Bermotor
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah
Laporan
Pelaksanaan ;Frfé‘laj{ss?naAng; ¢ Inspeksi, Pelaksanaan
Inspeksi, Audit dan darf) Pen’lantauan Audit dan Inspeksi, Audit dan
Pemantauan Sistem Sistem Pemantauan Pemantauan Sistem
2 15 | 02 208 05 | Manajemen Manaiemen Sistem Laporan 2 15 | 02 | 2.08 | 0005 | Manajemen ‘
Keselamatan Keselgl matan Manajemen Keselamatan
Perusahaan Perusahaan Keselamatan Perusahaan
Angkutan Umum Anckutan Umum Perusahaan Angkutan Umum
& Angkutan
Umum
Pelaksanaan Terlaksananya Jumlah laporan
Inspeksi Inspeksi Inspeksi
2 15 | 02 | 2.08 | 0006 | Keselamatan Keselamatan Keselamatan Laporan
Angkutan pada Lalu Lintas Lalu Lintas
Terminal Tipe C Angkutan Jalan Angkutan Jalan
Pelaksanaan Terlaksananya Jumlah laporan
Inspeksi, Audit dan Inspeksi, Audit Inspeksi, Audit
Pemantauan Sistem dan Pemantauan | dan
2 15 | 02 | 2.08 | 0007 | Manajemen Sistem Pemantauan Laporan
Keselamatan Manajemen Sistem
Perusahaan Keselamatan Manajemen
Angkutan Umum Perusahaan Keselamatan
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Angkutan Perusahaan
Umum Angkutan
Umum
Meninekatnva Jumlah Auditor
Peningkatan g y dan Inspektor
; . Kapasitas .
Kapasitas Auditor Auditor dan Lalu Lintas dan
2 15 | 02 | 2.08 | 0008 | dan Inspektor Lalu Angkutan Jalan Orang
) Inspektor Lalu
Lintas dan Angkutan . yang
Lintas dan ors
Jalan ditingkatkan
Angkutan Jalan Kk )
apasitasnya
Pelaksanaan
Pengawasan Melalui
Uji Petik terhadap Terlaksananya Jumlah laporan
Unit Pelaksana Uji Uji Petik Uji Petik
Berkala Kendaraan terhadap Unit terhadap Unit
2 15 | 02 | 2.08 | 0009 | Bermotor Inspeksi, Pelaksana Uji Pelaksana Uji Laporan
Audit dan Berkala Berkala
Pemantauan Unit Kendaraan Kendaraan
Pelaksana Uji Bermotor Bermotor
Berkala Kendaraan
Bermotor
Tersedianya
Tersedianya Angkutan
Penyediaan Angkutan Umum Penyediaan Umum Untuk
Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Umum Jasa Angkutan
untuk Jasa Angkutan Orang Jumlah untuk Jasa Orang Jumlah
Angkutan Orang Dan/Atau Barang | Penyedian Angkutan Orang Dan/Atau Penyedian
S| e | e A dan/atau Barang Antar Kota Angkutan Laporan 2| | | dan/atau Barang Barang Antar Angkutan Laporan
Antar Kota dalam 1 Dalam 1 (Satu) Umum Antar Kota dalam 1 | Kota Dalam 1 Umum
(Satu) Daerah Daerah (Satu) Daerah (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten /Kot
Yang Laik Jalan a Yang Laik
Jalan
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Jumlah
. Tersedianya Angkutan Penyediaan
LPE;}; fgﬁi?uinf; suatan Angkutan Umum Umum untuk Angkutan Umum
Anekutan Oran untuk Jasa Jasa Angkutan untuk Jasa
g g Angkutan Orang Orang dan/atau . Angkutan Orang
2 15 | 02 209 01 | dan/atau Barang Unit 2 15 | 02 | 2.09 | 0001
Antar Kota dalam 1 dan/atau Barang Barang Antar dan/atau Barang
o T — Antar Kota dalam Kota dalam 1 Antar Kota dalam 1
O — 1 (Satu) Daerah (Satu) Daerah (Satu) Daerah
p Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
yang Tersedia
Jumlah Laporan . Jumlah Laporan
. . . Terkendalinya .
. Terkendalinya dan | Pengendalian Pengendalian dan . Pengendalian
Pengendalian dan - dan Terawasinya
Terawasinya dan Pengawasan Pengawasan . dan Pengawasan
Pengawasan . > . Ketersediaan :
) Ketersediaan Ketersediaan Ketersediaan Ketersediaan
Ketersediaan Angkutan
Angkutan Umum Angkutan Angkutan Umum Angkutan
Anglkutan Umum untuk Jasa Umum untuk untuk Jasa Umum untuk Umum untuk
2 | 15| 02 209 02 | untuk Jasa Angkutan Laporan 2 15 | 02 | 2.09 | 0002 Jasa Angkutan Laporan
Angkutan Orang Jasa Angkutan Angkutan Orang Jasa Angkutan
Orang dan/atau Orang dan/atau
dan/atau Barang Orang dan/atau dan/atau Barang Orang dan/atau
Barang Antar Kota Barang Antar
Antar Kota dalam Barang Antar Antar Kota dalam 1 Barang Antar
dalam 1 (Satu) Kota dalam 1
1 (Satu) Kota dalam 1 (Satu) Kota dalam 1
Kabupaten/Kota (Satu)
Kabupaten/Kota (Satu) Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Satu)
Kabupaten/Kota b Kabupaten/Kota
. Jumlah Armada
. Tersedianya
Penyediaan Angkutan
Angkutan
Angkutan Umum Umum untuk
Umum untuk
untuk Jasa Jasa Angkutan
Angkutan Orang Jasa Anglkutan Orang dan/atau
2 15 | 02 | 2.09 | 0003 Orang dan/atau Unit
dan/atau Barang Barang Antar
Barang Antar
Antar Kota dalam 1 Kota dalam 1
Kota dalam 1
(Satu) Daerah (Satu) Daerah (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota .
yang Tersedia
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Jumlah Jumlah
dokumen Tersedianya dokumen
Tersedianya Penetapan Kawasan Penetapan
4 Kawasan Penetapan Kawasan | Perkotaan Kawasan
Penetapan Kawasan Kawasan
Perkotaan Perkotaan untuk Untuk Perkotaan
Perkotaan untuk Perkotaan Untuk
untuk Pelayanan Pelayanan untuk
GUESET AT G | A BT Pelayanan Angkutan Angkutan Pelayanan Dokumen
2 [15| 02| 2.10 Perkotaan yang Angkutan y Dokumen | 2 | 15 | 02 | 2.10 g g y
N Angkutan Perkotaan yang Perkotaan yang | Angkutan
Melampaui Batas 1 Perkotaan yang 4 g
A Perkotaan yang Melampaui Batas 1 Melampaui Perkotaan yang
(Satu) Daerah Melampaui Batas A K
Melampaui (Satu) Daerah Batas 1 (Satu) Melampaui
Kabupaten/Kota 1 (Satu) Daerah h
Kabupaten/Kota Batas 1 (Satu) Kabupaten/Kota Daera Batas 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/ Daerah
Kabupaten/ Kota Kabupaten/
Kota Kota
Terciptanya Jumlah Terciptanya Jumlah
prany Dokumen prany: Dokumen
s Kebijakan . Perumusan Kebijakan .
Perumusan Kebijakan Kebijakan .. Kebijakan
Penetapan Kebijakan Penetapan | Penetapan
Penetapan Kawasan Penetapan K Penetapan
Perkotaan untuk Kawasan Kawasan Kawasan Perkotaan Kawasan Kawasan
2 | 15|02 | 2.10 |01 Perkotaan untuk Dokumen 2 15 | 02 | 2.10 | 0001 | untuk Angkutan Perkotaan untuk Dokumen
Angkutan Perkotaan Perkotaan untuk Perkotaan untuk
Angkutan Perkotaan Angkutan
Kewenangan Angkutan Angkutan
Perkotaan Kewenangan Perkotaan
Kabupaten/Kota Perkotaan Perkotaan
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan
p Kabupaten/Kota p Kabupaten/Kota
Tersosialisasinya Jumlah Tersosialisasinya | Jumlah
dan Dokumen dan Dokumen
Sosialisasi dan Uji Terlaksananya Uji | Sosialisasi dan Sosialisasi dan Uji Terlaksananya Sosialisasi dan
Coba Pelaksanaan Coba Pelaksanaan | Uji Coba Coba Pelaksanaan Uji Coba Uji Coba
Kebijakan Penetapan Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Penetapan | Pelaksanaan Pelaksanaan
9 15 | 02 210 | 02 Kawasan Perkotaan Penetapan Kebijakan Dokumen 2 15 | 02 | 2.10 | 0002 Kawasan Perkotaan Kebijakan Kebijakan Dokumen
untuk Angkutan Kawasan Penetapan untuk Angkutan Penetapan Penetapan
Perkotaan Perkotaan untuk Kawasan Perkotaan Kawasan Kawasan
Kewenangan Angkutan Perkotaan untuk Kewenangan Perkotaan untuk | Perkotaan untuk
Kabupaten/Kota Perkotaan Angkutan Kabupaten/Kota Angkutan Angkutan
Kewenangan Perkotaan Perkotaan Perkotaan
Kabupaten /Kota Kewenangan Kewenangan Kewenangan
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Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota
Penetapan Rencana QTR En Penetapan Rencana
q Penetapan q .
Umum Jaringan Terlayaninya Umum Jaringan
Trayek Perkotaan Rencana Umum jaringan trayek Trayek Perkotaan
15 | 02 | 2.11 ¥y Jaringan Trayek ] £ 4 Dokumen 02 y
dalam 1 (Satu) angkutan dalam 1 (Satu)
Perkotaan dalam
Daerah 1(s h perkotaan Daerah
Kabupaten/Kota (SR LECTE Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Terlaksananya Jumlah Pelaksanaan Terlaksananya Jumlah
Dokumen Dokumen
Penyusunan Rencana | Penyusunan . Penyusunan Penyusunan .
. Kebijakan Kebijakan
Umum Jaringan Rencana Umum Rencana Umumm Rencana Umum Rencana Umum Rencana Umum
15 | 02 2.11 01 | Trayek Perkotaan Jaringan Trayek . Dokumen 02 Jaringan Trayek Jaringan Trayek . Dokumen
Jaringan Trayek Jaringan Trayek
dalam 1 (Satu) Perkotaan dalam 1 Perkotaan dalam 1 Perkotaan dalam
Perkotaan dalam Perkotaan dalam
Daerah (Satu) Daerah h (Satu) Daerah 1 (Satu) Daerah h
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 1 (Satu) Daera Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 1 (Satu) Daera
Kabupaten/Kota Kabupaten /Kota
Jumlah Jumlah
Ditetapkannya Dokumen Ditetapkannya Dokumen
Penetapan Kebijakan ap N Penetapan Kebijakan ap Y Penetapan
T Kebijakan dan Penetapan T Kebijakan dan .
dan Sosialisasi . . dan Sosialisasi [T Kebijakan dan
Tersosialisasinya Kebijakan dan Tersosialisasinya T
Rencana Umum T Rencana Umum Tersosialisasiny
. Rencana Umum Tersosialisasinya . Rencana Umum
15 | 02 2.11 02 | Jaringan Trayek . Dokumen 02 Jaringan Trayek . a Rencana Dokumen
Jaringan Trayek Rencana Umum Jaringan Trayek .
Perkotaan dalam 1 . Perkotaan dalam 1 Umum Jaringan
Perkotaan dalam 1 | Jaringan Trayek Perkotaan dalam
(Satu) Daerah (Satu) Daerah Trayek
(Satu) Daerah Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten /Kota Kabupaten/Kota Perkotaan dalam
Kabupaten/Kota 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Jumlah
Pengendalian Terkendalinya DOk.lflmen Pengendalian Terkendalinya Dok}_lmen
Kebijakan Kebijakan
Pelaksanaan Rencana | Pelaksanaan . Pelaksanaan Pelaksanaan .
. Pengendalian Pengendalian
Umum Jaringan Rencana Umum Pelaksanaan Rencana Umum Rencana Umum Pelaksanaan
15 | 02 2.11 03 | Trayek Perkotaan Jaringan Trayek Dokumen 02 Jaringan Trayek Jaringan Trayek Dokumen
Rencana Umum Rencana Umum
dalam 1 (Satu) Perkotaan dalam 1 . Perkotaan dalam 1 Perkotaan dalam .
Jaringan Trayek Jaringan Trayek
Daerah (Satu) Daerah (Satu) Daerah 1 (Satu) Daerah
Kabupaten /Kota Kabupaten/Kota Perkotaan dalam Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Perkotaan dalam
1 (Satu) Daerah 1 (Satu) Daerah
Kabupaten /Kota Kabupaten /Kota
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Jumlah Tersusunnya Jumlah
Tersusunnya Dokumen Dokumen Dokumen
Yy Kebijakan Kebijakan Kebijakan
Penetapan Rencana Dokumen Penetapan Rencana
s 3 Rencana Umum q Rencana Umum | Rencana Umum
Umum Jaringan Kebijakan Jaringan Umum Jaringan Jaringan Jaringan
Trayek Pedesaan Rencana Umum & Trayek Pedesaan £ 2 Dokumen
2 |15 | 02 | 2.12 . Trayek Dokumen 2 15 | 02 | 2.12 Trayek Trayek
dalam 1 (Satu) Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Perkotaan Perkotaan
Daerah Perkotaan Dalam Daerah
Dalam 1 (Satu) Dalam 1 (Satu) Dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota 1 (Satu) Daerah Daerah Kabupaten/Kota Daerah Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten /Kot Kabupaten /Kot Kabupaten /Kot
a a a
Terciptanya Jumlah Terciptanya Jumlah
Perumusan Kebijakan Kebi'gka ny Dokumen Perumusan Kebi'gkany Dokumen
Rencana Umum Ren. cJ:ana Umum Kebijakan Kebijakan Rencana Ren gana Umum Kebijakan
Jaringan Trayek . Rencana Umum Umum Jaringan . Rencana Umum
2 |15 |02 | 212 |01 Jaringan Trayek . Dokumen 2 15 | 02 | 2.12 | 0001 Jaringan Trayek . Dokumen
Pedesaan Pedesaan Jaringan Trayek Trayek Pedesaan Pedesaan Jaringan Trayek
Kewenangan Kewenanean Pedesaan Kewenangan Kewenangan Pedesaan
Kabupaten/Kota Kabu ategn /Kota Kewenangan Kabupaten/Kota Kabu ate%l /Kota Kewenangan
P Kabupaten /Kota p Kabupaten /Kota
Tersosialisasinva Jumlah Tersosialisasinya | Jumlah
dan 4 Dokumen dan Dokumen
Sosialisasi dan Uji Terlaksananva Ui Sosialisasi dan Sosialisasi dan Uji Terlaksananya Sosialisasi dan
Coba Pelaksanaan Coba Pel aksZ na aJn Uji Coba Coba Pelaksanaan Uji Coba Uji Coba
Kebijakan Rencana Kebiiakan Pelaksanaan Kebijakan Rencana Pelaksanaan Pelaksanaan
2 15 | 02 2.12 02 | Umum Jaringan Ren éana Umum Kebijakan Dokumen 2 15 | 02 | 2.12 | 0002 | Umum Jaringan Kebijakan Kebijakan Dokumen
Trayek Pedesaan Jaringan Travek Rencana Umum Trayek Pedesaan Rencana Umum Rencana Umum
Kewenangan Pe desgaan 4 Jaringan Trayek Kewenangan Jaringan Trayek | Jaringan Trayek
Kabupaten /Kota Kewenanean Pedesaan Kabupaten/Kota Pedesaan Pedesaan
Kabu ategn /Kota Kewenangan Kewenangan Kewenangan
p Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota
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q Dokumen Tersedianya D euaen
Tersedianya Penetapan
Penetapan Penetapan 3
Penetapan Wilayah Operasi Wilayah Operasi L
Penetapan Wilayah Wilayah Operasi y P Penetapan Wilayah Y P Operasi
; Angkutan ; Angkutan
Operasi Angkutan Angkutan Orang Operasi Angkutan Angkutan
Orang dengan Orang dengan
Orang dengan dengan Orang dengan Orang dengan
q Menggunakan . | Menggunakan
Menggunakan Taksi Menggunakan > Menggunakan Taksi 5 Menggunakan
z Taksi dalam Taksi dalam ;
dalam Kawasan Taksi dalam dalam Kawasan Taksi dalam Dokumen
2 (15| 02 | 2.13 Kawasan Dokumen 2 15 | 02 | 2.13 Kawasan
Perkotaan yang Kawasan Perkotaan yang Kawasan
5 5 Perkotaan yang 3 N Perkotaan yang
Wilayah Operasinya Perkotaan yang 5 Wilayah Operasinya q Perkotaan yang
3 Wilayah Wilayah 3
dalam 1 (Satu) Wilayah 5 dalam 1 (Satu) 5 Wilayah
q Operasinya Operasinya 5
Daerah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah dalam 1 (Satu) Operasinya
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Daerah
LT Kabupaten/ Kabupaten/ D
Kabupaten/Kota P P Kabupaten/
Kota Kota
Kota
Terciptanya Jumlah Terciptanya Jumlah
prany Dokumen prany Dokumen
. Kebijakan . Perumusan Kebijakan .
Perumusan Kebijakan Kebijakan . Kebijakan
- Penetapan Kebijakan Penetapan | Penetapan
Penetapan Wilayah . . Penetapan - - . . | Penetapan
- Wilayah Operasi . . Wilayah Operasi Wilayah Operasi . .
Operasi Angkutan Wilayah Operasi Wilayah Operasi
Angkutan Orang Angkutan Orang Angkutan Orang
Orang dengan denean Angkutan Orang denean denean Angkutan Orang
2 15 | 02 2.13 01 | Menggunakan Taksi & dengan Dokumen 2 15 | 02 | 2.13 | 0001 g . & dengan Dokumen
Menggunakan Menggunakan Taksi Menggunakan
dalam Kawasan > Menggunakan > Menggunakan
Taksi dalam ; dalam Kawasan Taksi dalam ;
Perkotaan Taksi dalam Taksi dalam
Kawasan Perkotaan Kawasan
Kewenangan Kawasan Kawasan
Perkotaan Kewenangan Perkotaan
Kabupaten/Kota Perkotaan Perkotaan
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan
p Kabupaten /Kota p Kabupaten /Kota
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Tersosialisasinva Jumlah Tersosialisasinya | Jumlah
dan ¥y Dokumen dan Dokumen
Terlaksananva Uii Sosialisasi dan Sosialisasi dan Ui Terlaksananya Sosialisasi dan
Sosialisasi dan Uji Coba Pal akszna aJn Uji Coba Cobe Pal aksanann Uji Coba Uji Coba
Coba Pelaksanaan Kebiiakan Pelaksanaan Kebiiakan Penetapan Pelaksanaan Pelaksanaan
Kebijakan Penetapan Pen eJta an Kebijakan Wﬂaj ah Operasi P Kebijakan Kebijakan
Wilayah Operasi Wila all?x Overasi Penetapan An 127 tan %ran Penetapan Penetapan
Angkutan Orang vay: perasi Wilayah Operasi gxu g Wilayah Operasi | Wilayah Operasi
2 15 | 02 2.13 02 Angkutan Orang Dokumen 2 15 | 02 | 2.13 | 0002 | dengan Dokumen
dengan Menggunakan denean Angkutan Orang Menseunakan Taksi Angkutan Orang | Angkutan Orang
Taksi dalam Kawasan Meng nakan dengan dalargnglil(awasan dengan dengan
Perkotaan T aksgigc;lalam Menggunakan Perkotaan Menggunakan Menggunakan
Kewenangan Kawasan Taksi dalam Kewenangan Taksi dalam Taksi dalam
Kabupaten/Kota Kawasan g Kawasan Kawasan
Perkotaan Kk Kabupaten/Kota Kk K
Kewenangan Perkotaan Perkotaan Perkotaan
Kabupaten/Kota Kewenangan Kewenangan Kewenangan
p Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota
Jumlah laporan
Terlaksananya pelaksanaan
e s Sosialisasi dan Sosialisasi dan
Sosialisasi dan Uji s o
Uji Coba Uji Coba
Coba Pelaksanaan o
- Kebijakan Pelaksanaan
Kebijakan Penetapan -
- - Penetapan Kebijakan
Wilayah Operasi Wilayah Operasi | Penetapan
2 | 15 | 02 | 2.13 | 0003 | Angkutan Sewa yah “p netap . | Dokumen
Angkutan Sewa Wilayah Operasi
Khusus dalam
Khusus dalam Angkutan Sewa
Kawasan Perkotaan
Kawasan Khusus dalam
Kewenangan
Kabupaten/Kota Perkotaan Kawasan
Kewenangan Perkotaan
Kabupaten/Kota | Kewenangan
Kabupaten/Kota
Perumusan Tersusunnya Jumlah
Kebijakan Penetapan | Kebijakan dokumen
Wilayah Operasi Penetapan kebijakan
2 15102 | 2.13 | 0004 Angkutan Sewa Wilayah Operasi | penetapan Dokumen
Khusus dalam Angkutan Sewa Wilayah Operasi
Kawasan Perkotaan Khusus dalam Angkutan Sewa
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Kewenangan Kawasan Khusus dalam
Kabupaten/Kota Perkotaan Kawasan
Kewenangan Perkotaan
Kabupaten/Kota | Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Terlaksananya Jumlah
. q Terlaksananya Dokumen Izin q . Penerbitan Izin | Dokumen Izin
Penerbitan Izin A . Penerbitan Izin
Penerbitan Izin Penyelenggaraa Penyelenggaraa | Penyelenggaraa
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Penyelenggaraan n Angkutan n Angkutan n Angkutan
Angkutan Orang Angkutan Orang
3 Angkutan Orang Orang dalam Orang dalam Orang dalam
e Vel antas dalam Trayek Trayek Lintas Lo O Trayek Lintas Trayek Lintas Dokumen
2 | 15| 02| 2.14 Daerah é ¥ y Dokumen | 2 | 15 | 02 | 2.14 Lintas Daerah y A
Lintas Daerah Daerah Daerah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kabupaten/ Kabupaten/ Kabupaten/
dalam 1 (Satu) dalam 1 (Satu)
Daerah dalam 1 (Satu) Kota dalam 1 Daerah Kota dalam 1 Kota dalam 1
Kabupaten/Kota Daerah (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Satu) Daerah (Satu) Daerah
P Kabupaten/Kota Kabupaten/ P Kabupaten/ Kabupaten/
Kota Kota Kota
e . Jumlah Laporan
’;zifliilﬁﬁ:;ny a Pemenuhan Fasilitasi
—— Persyaratan Pemenuhan
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Persvaratan
Persyaratan Perolehan | Perolehan Izin Penyelengsaraan Pero?ehan Izin
Izin Penyelenggaraan Penyelenggaraan Angkutan Orang Penyelenggaraan
Angkutan Orang Angkutan Orang dalam Trayek Angkutan Orang
dalam Trayek dalam Trayek ——. Gl Temelk
2 15 | 02 214 01 | Kewenangan Kewenangan Kabupaten,/Kota Laporan 2 15 | 02 | 2.14 | 0001 Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dalam Sistem Kabupaten)Kota
dalam Sistem dalam Sistem Pelayanan dalam Sistem
Pelayanan Perizinan Pelayanan Perizinan Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi | Perizinan Berusaha Berusaha
Seeara Dlig diromls ’}I?"ee;il;liihlisi Terintegrasi Terintegrasi Secara
g . Secara Elektronik
Secara Elektronik Elektronik
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Terlaksananya Jumlah Laporan Terlaksananya Jumlah Laporan
Koordinasi dan . - Koordinasi dan Koordinasi dan . - . .
Sinkronisasi Kf)ordlngm Qan Sinkronisasi Sinkronisasi Kpordmgm C.lan Kpordlngm d.lan
Pengawasan Sinkronisasi Pengawasan Pengawasan Sinkronisasi Sinkronisasi
. Pengawasan . . Pengawasan Pengawasan
Pelaksanaan Izin . Pelaksanaan Izin Pelaksanaan Izin . .
Pelaksanaan Izin Pelaksanaan Izin | Pelaksanaan Izin
2 15 | 02 214 02 | Penyelenggaraan Penyelenggaraan Laporan 2 15 | 02 | 2.14 | 0002 | Penyelenggaraan Laporan
Anglkutan Orang Penyelenggaraan Angkutan Angkutan Orang Penyelenggaraan | Penyelenggaraan
dalam Trayek Angkutan Orang Orang dalam dalam Trayek Angkutan Orang | Angkutan Orang
Kewenangan dalam Trayek Trayek Kewenangan dalam Trayek dalam Trayek
Kabupaten/Kota Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota
Terfasilitasinya Jumlah Laporan
Fasilitasi Pemenuhan Pemenuhan
Pemenuhan Persyaratan Persyaratan
Persyaratan Perolehan Izin Perolehan Izin
Perolehan Izin Penyelenggaraan | Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Angkutan Orang | Angkutan Orang
Angkutan Orang dalam Trayek dalam Trayek
dalam Trayek Kewenangan Kewenangan .
2 15102 | 2.14 | 0003 Kewenangan Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota Unit
Kabupaten/Kota dalam Sistem dalam Sistem
dalam Sistem Pelayanan Pelayanan
Pelayanan Perizinan Perizinan Perizinan
Berusaha Berusaha Berusaha
Terintegrasi Secara Terintegrasi Terintegrasi
Elektronik Secara Secara
Elektronik Elektronik
Terfasilitasinya Jumlah Terfasilitasinya | Jumlah
Penyusunan Penerbitan Izin Penyusunan Penerbitan Izin
Penerbitan Izin Dokumen Penyelenggaraa Penerbitan Izin Dokumen Penyelenggaraa
Penyelenggaraan Penyelenggaraan n Angkutan Penyelenggaraan Penyelenggaraa | n Angkutan
Angkutan Taksi yang An iutan Taksi Taksi yang Angkutan Taksi n Angkutan Taksi yang
2 (15| 02 | 2.15 Wilayah Operasinya £ Wilavah Wilayah Dokumen 2 15 | 02 | 2.15 yang Wilayah Taksi Wilayah Wilayah Dokumen
dalam 1 (Satu) z')ang Laya Operasinya Operasinya dalam 1 | Operasinya Operasinya
Daerah daﬂ:l:ns;n(séztu) dalam 1 (Satu) (Satu) Daerah dalam 1 (Satu) dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota Daerah Daerah Kabupaten/Kota Daerah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kot Kabupaten/ Kabupaten/
a terlaksana. Kota Kota

123




SEMULA MENJADI
Z Z
S~ l>J4 5| 7 | & Sl>. 5| 3| &
5 5 § = I NOMENKLATUR 5 5 > § = o NOMENKLATUR KET.
BN xR g (C] I 8 URUSAN KINERJA INDIKATOR SATUAN 2] z (7] g O | 8 URUSAN KINERJA INDIKATOR SATUAN
2PHEEE S| &8 | ¥| KABUPATEN/KOTA 2ERE S| 8 ¥ | KABUPATEN/KOTA
D [B A X =] P [P [ M /A
=3 =]
(/)] 0
terlaksana.
Fasilitasi
e Pemenuhan
Fasilitasi Pemenuhan
Terlaksananya Jumlah Laporan Persyaratan
Persyaratan Perolehan . - . . .
. Koordinasi dan Koordinasi dan Perolehan Izin
Izin Penyelenggaraan . C . -
. Sinkronisasi Sinkronisasi Penyelenggaraan
Angkutan Taksi yang .
. . Pengawasan Pengawasan Angkutan Taksi yang
UAEYEY OISR Pelaksanaan Izin Pelaksanaan Izin Wilayah Operasinya
2 15 | 02 215 01 | Kewenangan Laporan 2 15 | 02 | 2.15 | 0001
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kewenangan
Kabupaten/Kota
- Angkutan Orang Angkutan Orang Kabupaten/Kota
dalam Sistem .
. dalam Trayek dalam Trayek dalam Sistem
Pelayanan Perizinan ..
. . | Kewenangan Kewenangan Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
. Kabupaten /Kota Kabupaten/Kota Berusaha
Secara Elektronik . .
Terintegrasi Secara
Elektronik
Terlaksananya Jumlah Laporan
Koordinasi dan Koordinasi dan Koordinasi dan Koordinasi dan
Sinkronisasi Sinkronisasi Sinkronisasi Sinkronisasi
Pengawasan Pengawasan Pengawasan Pengawasan
Pelaksanaan Izin Pelaksanaan Izin Pelaksanaan Izin Pelaksanaan Izin
2 15 | 02 215 02 | Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Laporan 2 15 | 02 | 2.15 | 0002 | Penyelenggaraan
Angkutan Taksi yang Angkutan Taksi Angkutan Taksi Angkutan Taksi yang
Wilayah Operasinya yang Wilayah yang Wilayah Wilayah Operasinya
Kewenangan Operasinya Operasinya Kewenangan
Kabupaten /Kota Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten /Kota Kabupaten /Kota
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Terpenuhinya Jumlah
Fasilitasi Persvaratan Persetujuan Izin
Pemenuhan Y . Angkutan Taksi
Perolehan Izin .
Persyaratan . tidak dalam
. Angkutan Taksi .
Perolehan Izin . trayek sesuai
tidak dalam ) -
Penyelenggaraan . wilayah kerja
- trayek sesuai
Angkutan Taksi wilavah keria kewenangan
tidak dalam trayek kew}e, nan alJ’1 Kabupaten/Kota
2 15 | 02 | 2.15 | 0003 | sesuai wilayah kerja & dalam Sistem Unit
Kabupaten /Kota
kewenangan - Pelayanan
dalam Sistem L.
Kabupaten/Kota Pelavanan Perizinan
dalam Sistem oA Berusaha
.. Perizinan . .
Pelayanan Perizinan Terintegrasi
Berusaha
Berusaha Terinteorasi Secara
Terintegrasi Secara Secarag Elektronik yang
Elektronik . telah memenuhi
Elektronik
persyaratan.
Terlaksananya Jumlah laporan
Koordinasi dan Koordinasi dan Koordinasi dan
Sinkronisasi Sinkronisasi Sinkronisasi
Pengawasan Pengawasan Pengawasan
Pelaksanaan Izin Pelaksanaan Izin | Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan Penyelenggaraan | Penyelenggaraan
2 15102 1 2.15 | 0004 Angkutan Taksi Angkutan Taksi Angkutan Taksi Dokumen
tidak dalam trayek tidak dalam tidak dalam
sesuai wilayah trayek sesuai trayek sesuai
operasi kewenangan | wilayah operasi wilayah operasi
Kabupaten/Kota kewenangan kewenangan
Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota
Penetapan Tarif Tersedianya Dokumen Tarif Penetapan Tarif Tersedianya Dokumen Tarif
Kelas Ekonomi Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kelas Ekonomi Penetapan Tarif | Kelas Ekonomi
untuk Angkutan Kelas Ekonomi untuk untuk Angkutan Kelas Ekonomi untuk
Orang yang Melayani | untuk Angkutan Angkutan Orang yang untuk Angkutan Dokumen
2 | 15| 02 | 2.16 Trayek serta Orang yang Orang yang Dokumen 2 15 | 02 | 2.16 Melayani Trayek Angkutan Orang yang
Angkutan Perkotaan | Melayani Trayek Melayani serta Angkutan Orang yang Melayani
dan Perdesaan dalam | serta Angkutan Trayek serta Perkotaan dan Melayani Trayek serta
1 (Satu) Daerah Perkotaan dan Angkutan Perdesaan dalam 1 Trayek serta Angkutan
Kabupaten/Kota Perdesaan dalam Perkotaan dan (Satu) Daerah Angkutan Perkotaan dan
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1 (Satu) Daerah Perdesaan Kabupaten/Kota Perkotaan dan Perdesaan
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Perdesaan dalam 1 (Satu)
Daerah dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten /Kot Daerah Kabupaten/
a Kabupaten/ Kota
Kota
Jumlah Terlaksananva Jumlah
Terlaksananya Dokumen Analisis Tari}f’ Dokumen
Analisis Tarif Kelas Analisis Tarif Analisis Tarif Analisis Tarif Kelas Kelas Ekonomi Analisis Tarif
Ekonomi Angkutan Kelas Ekonomi Kelas Ekonomi Ekonomi Angkutan Anckutan Oran Kelas Ekonomi
Orang dan Angkutan Angkutan Orang Angkutan Orang Orang dan Angkutan dargl Anckutan g Angkutan Orang
2 15| 02 2.16 | 01 | Perkotaan dan dan Angkutan dan Angkutan Dokumen 2 15 | 02 | 2.16 | 0001 | Perkotaan dan g dan Angkutan Dokumen
Perkotaan dan
Perdesaan dalam 1 Perkotaan dan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 Perdesaan Perkotaan dan
(Satu) Daerah Perdesaan dalam Perdesaan (Satu) Daerah dalam 1 (Satu) Perdesaan
Kabupaten/Kota 1 (Satu) Daerah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Daerah dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Daerah
Kabupaten /Kota p Kabupaten/Kota
. Jumlah Data Tersedianya Jumlah Data
Tersedianya Data . .
. ) dan Informasi . Data dan dan Informasi
Penyediaan Data dan dan Informasi . Penyediaan Data dan . . .
- . . Tarif Kelas . . Informasi Tarif Tarif Kelas
Informasi Tarif Kelas Tarif Kelas ) Informasi Tarif Kelas . )
. . Ekonomi . Kelas Ekonomi Ekonomi
Ekonomi Angkutan Ekonomi K Ekonomi Angkutan K
Orang dan Angkutan Angkutan Orang Angkutan Orang Orang dan Angkutan Angkutan Orang | Angkutan Orang
2 |15 |02 | 2.16 | 02 dan Angkutan Dokumen 2 15 | 02 | 2.16 | 0002 dan Angkutan dan Angkutan Dokumen
Perkotaan dan dan Angkutan Perkotaan dan
Perkotaan dan Perkotaan dan Perkotaan dan
Perdesaan dalam 1 Perkotaan dan Perdesaan dalam 1
Perdesaan Perdesaan Perdesaan
(Satu) Daerah Perdesaan dalam (Satu) Daerah
dalam 1 (Satu) dalam 1 (Satu) dalam 1 (Satu)
Kabupaten /Kota 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Daerah Daerah Daerah
p Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota
. Terkendalinya dan | Jumlah Laporan Pengendalian dan Terkendalinya Jumlah Laporan
Pengendalian dan - - : ; . .
. Terawasinya Tarif | Pengendalian Pengawasan Tarif dan Terawasinya | Pengendalian
Pengawasan Tarif . . .
- Kelas Ekonomi dan Pengawasan Kelas Ekonomi Tarif Kelas dan Pengawasan
Kelas Ekonomi . . .
Anglcutan Orang dan Angkutan Orang Tarif Kelas Angkutan Orang dan | Ekonomi Tarif Kelas
2 15 | 02 2.16 03 dan Angkutan Ekonomi Laporan 2 15 | 02 | 2.16 | 0003 | Angkutan Perkotaan | Angkutan Orang | Ekonomi Laporan
Angkutan Perkotaan
Perkotaan dan Angkutan Orang dan Perdesaan dan Angkutan Angkutan Orang
dan Perdesaan dalam
Perdesaan dalam dan Angkutan dalam 1 (Satu) Perkotaan dan dan Angkutan
1 (Satu) Daerah h Kk h K
Kabupaten /Kota 1 (Satu) Daera Perkotaan dan Daera Perdesaan Perkotaan dan
Kabupaten /Kota Perdesaan Kabupaten /Kota dalam 1 (Satu) Perdesaan

126




SEMULA MENJADI
2 Z
-1l 5|2 Jedal 5] B
5 5 § = I NOMENKLATUR 5 5 > § = o NOMENKLATUR KET.
NN g [S] I 8 URUSAN KINERJA INDIKATOR SATUAN (] (7] g (S] | 8 URUSAN KINERJA INDIKATOR SATUAN
2PHEEE S| &8 | ¥| KABUPATEN/KOTA 2ERE S| 8 ¥ | KABUPATEN/KOTA
P [P [ M g =} =} A X g
[/} (7))
dalam 1 (Satu) Daerah dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota | Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah
Terselenggarany | Pengadaan dan
Penyelenggaraan a Sistem Pemasangan
2 15 | 02 | 2.16 | 0004 | Sistem Manajemen Manajemen Sistem Dokumen
Transportasi Cerdas Transportasi Manajemen
Cerdas Transportasi
Cerdas
Keterangan :

Kode Nomenklatur Nonaktif Subkegiatan

Rekomendasi Penggantian Kode Nomenklatur Subkegiatan Yang Dinonakifkan
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FORM E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Demak
Tahun Anggaran 2022

- Realisasi Kinerja Pada Triwulan ngk.at Ca
Realisasi paian
Urusan/Bidan Indikator Capai ena Target Kinerja Realisasi Realisasi K.mer]_a da_
g Urusan L RPJMD N S L n Realisasi
. Kinerja Target RPJMD dan Anggaran Capaian Kinerja Kinerja dan
Pemerintahan Kabupaten/kota Wi ™wi Wil WiV Anggaran
Sasaran Kode Program Kabupaten/kota . RKPD dan Anggaran Anggaran RPJMD
Daerah sampai dengan RPJMD
(Outcome)/ pada Tahun 2026 Kabupaten/kota RKPD Kabupaten/kota K
Dan Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2022 Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 bupaten
Kegiatan Kabupaten/kota /kota
Tahun 2021 Tahun
2022
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14=7+13 oo=14/6x10
Rp K Rp K Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp

Perencanaan dan

evaluasi kinerja
Perangkat Daerah
(PD)

Jumlah
dokumen
tersedia

envedi - Jumlah Gaji

enyediaan Gaji

Lo 01 9 | 4an Tunjangan dan 3.742.165.606 6

s |1 21| & Tunjangan -742.165. 3.087.750.000 3.325.419.641 359.623.775 1.046.832.760 836.529.525 796.375.130 3.039.361.190 6.127.111.190 1,637

ASN

Penyediaan

Ljo 01 0 | Administrasi e o 1.425.000.000 6

5 |1 2| 2 | Pelaksanaan begawal no» -425.000. 1.195.151.267 1.511.682.720 67.177.690 512.961.150 271.069.420 304.119.420 1.155.327.680 2.350.478.947 1,649
Tugas ASN PNS tersedia
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Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Tingkat Ca

Realisasi paian
Urusan/Bidan Indikator Capaian Kinerja Target Kinerja Realisasi Realisasi K.meqa da.
g Urusan A RPJMD N S L n Realisasi
. Kinerja Target RPJMD dan Anggaran Capaian Kinerja Kinerja dan
Pemerintahan Kabupaten/kota TwWI Wi Wil TWIvV Anggaran
Sasaran Kode Program Kabupaten/kota . RKPD dan Anggaran Anggaran RPJMD
Daerah sampai dengan RPJMD
(Outcome)/ pada Tahun 2026 Kabupaten/kota RKPD Kabupaten/kota
Dan Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2022 Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 Kabupaten
Kegiatan Kabupaten/kota /kota
Tahun 2021 Tahun
2022
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14=7+13 oo=14/6x10
Rp K Rp K Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp

Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Disiplin Pegawai

Jml SDM
pegawai
meningkat

168.580.000

63.140.000

103.850.220

166.990.220

166.990.220

Pengadaan
Pakaian Dinas
Beserta Atribut
Kelengkapannya

Jumlah
pakaian dinas
yang
disediakan

80.000.000

jumlah
Penyediaan Komponen
Komponen Instalasi
1 0 0 0 Instalasi Listrik/Penera 20.000.000 6
5 1 6 1 Listrik/Peneranga ngan . : 18.000.000 20.000.000 1.911.100 8.968.500 8.530.500 574.400,00 19.984.500 37.984.500 1,899
n Bangunan Bangunan
Kantor Kantor yang
disediakan
Penyediaan Jumlah
Lo 0| 0| Peralatan dan Pertenghapen 110.000.000 6
5 1 6 2 Perlengkapan Kantorgyaflg . : 131.785.800 124.921.200 11.713.900 44.210.100 37.823.300 29.535.300 123.282.600 255.068.400 2,319
Kantor disediakan
Jumlah
1 0 0 0 Penyediaan Peralatan
5 |1 6| 3 | PeralatanRumah | Rumah 5.000.000 15.352.800 1.970.000 1.678.200 1.199.000 9.685.400 6 | 14.532.600 14.532.600 2,907
Tangga Tangga yang
disediakan
1 0 0 0 Penyediaan Bahan i{)uzi;‘? bahan 0
5 1 6 4 Logistik Kantor BISTLS 41.000.000 -
tersedia
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Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Tingkat Ca

Realisasi paian
Bidan . i inerj - . - inerj
Urusan/Bida Indikator Capaian Kinerja Target Kinerja Realisasi Realisasi Kmeqa da.
g Urusan A RPJMD N S L n Realisasi
. Kinerja Target RPJMD dan Anggaran Capaian Kinerja Kinerja dan
Pemerintahan Kabupaten/kota Wi ™wi Wil WiV Anggaran
Sasaran Kode Program Kabupaten/kota . RKPD dan Anggaran Anggaran RPJMD
Daerah sampai dengan RPJMD
(Outcome)/ pada Tahun 2026 Kabupaten/kota RKPD Kabupaten/kota
Dan Program/ Kegiatan RRPD Tahun 2022 Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 Kabupaten
Kegiatan Kabupaten/kota /kota
Tahun 2021 Tahun
2022
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14=7+13 oo=14/6x10
K Rp K Rp K Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp
jumlah barang
1 0 ol o Penyediaan cetakan dan
5 1|2 6 | 5 | BarangCetakan penggandaan 20.000.000 72.830.300 47.845.865 3.196.000 8.751.800 7.979.800 25.926.100 ® | 45.853.700 118.684.000 5,934
dan Penggandaan yang
disediakan
Penyelenggaraan Jumla}z mgat
1 0 2 o o Rapat Koordinasi ﬁ:nng diikuti 80.000.000 6
5 1 6 9 dan Konsultasi . . : 45.000.000 70.050.000 1.785.000 31.175.750 18.237.000 12.014.185 63.211.935 108.211.935 1,353
SKPD diselenggaraka
n
1 0 0 1 Penatausahaan Jumlah Arsip
5 1 2 6 0 Arsip Dinamis Dinamis yang 0 ~
pada SKPD tertata
Dukungan
];glaksanaan Jumlah
1 |o ol 1 istem aplikasi
s | 1| 2% |61 | Femeriniahan elektronik o
erbasis ang berfungsi
Elektronik pada yang 8
SKPD
Pengadaan
! 0 2 o010 ﬁ:ﬁi:;ﬂﬂal‘:] Dinas
5 1 701 & 29.000.000
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Jumlah
Pengadaan Kendaraan
1 0 0 0 Kendaraan Dinas
2 Dinas Operasional 6
5 1 7 2 Operasional atau atau 2.089.472.375 -
Lapangan Lapangan
yang diadakan
1 0 0 0
5 | 1] 2 | 7] s | Pengadaan Mebel 33.000.000
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L Realisasi Kinerja Pada Triwulan ngk.at Ca
Realisasi paian
Urusan/Bidan Indikator Capaian Kinerja Target Kinerja Realisasi Realisasi K.meqa da.
g Urusan A RPJMD N S L n Realisasi
. Kinerja Target RPJMD dan Anggaran Capaian Kinerja Kinerja dan
Pemerintahan Kabupaten/kota Wi ™wi Wil WiV Anggaran
Sasaran Kode Program Kabupaten/kota . RKPD dan Anggaran Anggaran RPJMD
Daerah sampai dengan RPJMD
(Outcome)/ pada Tahun 2026 Kabupaten/kota RKPD Kabupaten/kota
Dan Program/ Kegiatan RRPD Tahun 2022 Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 Kabupaten
Kegiatan Kabupaten/kota /kota
Tahun 2021 Tahun
2022
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14=7+13 oo=14/6x10
Rp K Rp K Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp
jumlah
Pengadaan Jum
0 Peralatan dan
1] 2 PMeer:.f:t];“:i::na Mesin Lainnya 569.900.554 8.000.000 7800000 | 6 | 7 800.000
o yang diadakan
Jumlah aset
(1) 2 gz?agai:?:nAZet tetap laiinnya 0 ~
P o tersedia
Pengadaan
0 2 Gedung Kantor
1 atau Bangunan 200.000.000
Lainnya
Jumlah
Pengadaan Sarana dan
Sarana dan Prasarana
0 2 Prasarana Gedung Gedung 6
1 Kantor atau Kantor atau 642.679.000 -
Bangunan Bangunan
Lainnya Lainnya yang
diadakan
0 2 Penyediaan Jasa Jumlah surat 1.200.000 6
1 Surat Menyurat yang terkirim : . 2.200.000 1.200.000 720.000 300.000 180.000,00 1.200.000 3.400.000 2,833
Jumlah
. layanan
0 2 Eirg‘iilii:;?asa :ﬁz‘g:ﬁ:s; 22.710.481.865 1.522.853.36 6
1 Sumber Daya Air : aya : . : 228.500.000 19.598.262.902 : : : 7.491.463.831 5.105.879.782 5.326.464.046 19.446.661.023 19.675.161.023 0,866
o air dan listrik 4
dan Listrik
yang
terpenuhi
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Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Tingkat Ca

Realisasi paian
Urusan/Bidan B Capaian Kinerja N s s inerj
/ Indikator P 1 Target Kinerja Realisasi Realisasi Kmerjg d?
g Urusan L RPJMD N . . n Realisasi
. Kinerja Target RPJMD dan Anggaran Capaian Kinerja Kinerja dan
Pemerintahan Kabupaten/kota TwiI wi Twin TWIv Anggaran
Sasaran Kode Program Kabupaten/kota . RKPD dan Anggaran Anggaran RPJMD
Daerah sampai dengan RPJMD
(Outcome)/ pada Tahun 2026 Kabupaten/kota RKPD Kabupaten/kota
Dan Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2022 Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 Kabupaten
Kegiatan Kabupaten/kota /kota
Tahun 2021 Tahun
2022
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14-7+13 oo=14/6x10
o
Rp K Rp K Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan, Jumlah
Biaya kendaraan
1 0 2 0 0 Pemeliharaan, perorangan 0
5 1 9 1 dan Pajak dinas/jabatan -
Kendaraan yang
Perorangan Dinas terpelihara
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa
]l;?;neahharaan, Jumlah
va kendaraan
Pemeliharaan, N
! O 12 | 9] %] Pajakdan dinas 180.000.000 6
5 1 9 2 Pe‘l‘izinan operasional/la . ) 131.754.800 156.380.000 10.628.000 31.001.100 76.567.000 26.553.500 144.749.600 276.504.400 1,536
Kendaraan Dinas pangan yang
N terpelihara
Operasional atau
Lapangan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
1 o, |o]o| By Jumiah Alat o
5 1 91 3 Pemeliharaan dan ter elii’marf -
Perizinan Alat P
Besar
. Jumlah
Pemeliharaan
1 0 0 0 peralatan/mes
s | 1|2 | o] e | Peralatandan in yang 10.548.000 27.000.000 4.790.000 2.760.000 2.720.000 16.730.000,00 6 | 27.000.000 27.000.000 2,560
Mesin Lainnya ;
terpelihara
1 0 0 0 Pemeliharaan aset Jumlah aset
5 | 1|2 | 9| 7| tetaplainya tetap 0.
P i terpelihara
Pemeliharaan/Re
P Jumlah
1 0 Py 0 0 ;::%é;aslagedung gedung/bangu 6 #DIV/
5 1 9 9 Bangunan nan yang 124.040.000 270.229.050 244.040.000 24.900.000,00 268.940.000 392.980.000 o!
neu direhabilitasi
Lainnya
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Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Tingkat Ca

-

N O

N o

N O

Pelaksanaan
Penyusunan
Rencana Induk
Jaringan LLAJ
Kabupaten /Kota

Penyediaan
Perlengkapan
Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota

Jml dokumen
perencanaan
(Tattralok) dan
angka
kecelakaan
tersedia

Jumlah
sarana

perlengkapan
jalan tersedia

20.000.000

I 21.150.000

20.346.680.24
0

4.165.000.000

3

55.600.000

3

138.175.000

1.304.775.972

2.658.381.475

6 | 4.156.932.447

24.503.612.687

Realisasi paian
Urusan/Bidan Indikator Capaian Kinerja Target Kinerja Realisasi Realisasi K.meqa da'
g Urusan A RPJMD N S L n Realisasi
. Kinerja Target RPJMD dan Anggaran Capaian Kinerja Kinerja dan
Pemerintahan Kabupaten/kota Wi ™wi Wil WiV Anggaran
Sasaran Kode Program Kabupaten/kota . RKPD dan Anggaran Anggaran RPJMD
Daerah sampai dengan RPJMD
(Outcome)/ pada Tahun 2026 Kabupaten/kota RKPD Kabupaten/kota
Dan Program/ Kegiatan RRPD Tahun 2022 Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 Kabupaten
Kegiatan Kabupaten/kota /kota
Tahun 2021 Tahun
2022
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=7+13 oo=14/6x10
K Rp K Rp K Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp
Pemeliharaan/Re Jumlah
habilitasi Sarana Sarana dan
1 0 0 1 dan Prasarana Prasarana 0
5 1 9 1 Gedung Kantor gedung/bangu -
atau Bangunan nan yang
Lainnya direhabilitasi

I o . o I o I.I o I o I B

#DIV/
o
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Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Tingkat Ca

Realisasi paian
Urusan/Bidan Indikator Capaian Kinerja Target Kinerja Realisasi Realisasi K.mer]g da.
g Urusan A RPJMD N S L n Realisasi
. Kinerja Target RPJMD dan Anggaran Capaian Kinerja Kinerja dan
Pemerintahan Kabupaten/kota Wi ™wi Wil WiV Anggaran
Sasaran Kode Program Kabupaten/kota . RKPD dan Anggaran Anggaran RPJMD
Daerah sampai dengan RPJMD
(Outcome)/ pada Tahun 2026 Kabupaten/kota RKPD Kabupaten/kota
Dan Prnog-ram/ Kegiatan RRPD Tahun 2022 Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 Kabupaten
Kegiatan Kabupaten/kota /kota
Tahun 2021 Tahun
2022
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14=7+13 oo=14/6x10
K Rp K Rp K Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp
Rehabilitasi dan Jml fasilitas
0 Pemeliharaan perlengkapan
o |2 Perlonghapan an 120.000.000 o
Jalan terpelihara
Jumlah
0 2 Pembangunar? terminal 0
2 Gedung Terminal . -
tersedia
Pengembangan
0 2 Sarana dan Jumlah halte 0
2 Prasarana terbangun -
Terminal
Rehabilitasi dan
0 Pemeliharaan Jumlah
2 2 Terminal (Fasilitas terminal/feede 0 ~
Utama dan r terpelihara
Pendukung)
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L Realisasi Kinerja Pada Triwulan ngk.at Ca
Realisasi paian
Umsljaﬂfafan Indikator Capaﬁ;nﬂ\lggl ena Target Kinerja Realisasi Realisasi x}fllgzglias:sai
gLr Kinerja Target RPJMD dan Anggaran Capaian Kinerja Kinerja dan
Pemerintahan Kabupaten/kota Wi ™wi Wil WiV Anggaran
Sasaran Kode Dacrah Program Kabupaten/kota sampai dengan RKPD dan Anggaran Anggaran RPJMD RPJIMD
Dan Program/ (Outcome)/ pada Tahun 2026 I;QKPD g Kabupaten/kota RKPD Kabupaten/kota Kabupaten
Kegiatan Kegiatan Kabupaten,/kota Tahun 2022 Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 Jkota
Tahun 2021 Tahun
2022
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14=7+13 15=14/6x10
0%
K Rp K Rp K Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp
Fasilitasi
Pemenuhan
Persyaratan
Perolehan Izin
Penyelenggaraan
g:Ix:lban nan Jumlah
N N R I Fasilias Parkic TRt serpras 20.000.000 6
5 2 4 1 Kewenangan h barp : ) 75.550.000 120.000.000 12.747.100 86.362.100 16.720.600 3.375.000,00 119.204.800 194.754.800 9,738
Kabupaten/Kota peraubungan
" tersedia
dalam Sistem
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi
secara Elektronik

Penyediaan Jml Sarana
Sarana dan dan Prasarana
1 0 2 0 0 Prasarana Pengujian 6
5 2 5 1 Pengujian Berkala Kendaraan 275.000.000 -
Kendaraan Bermotor
Bermotor Tersedia
Registrasi Jumlah data
o |, | o] o | Kordamanwaib | baseuaiui ‘ oy
5 2 5 3 J 747.000 75.000.000 2.500.000 12.500.000 52.198.000 7.500.000 74.698.000 75.445.000 0!
Kendaraan kendaraan
Bermotor bermotor
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L Realisasi Kinerja Pada Triwulan ngk.at Ca
Realisasi paian
Urusan/Bidan Indikator Capaian Kinerja Target Kinerja Realisasi Realisasi K.meqa da'
g Urusan A RPJMD N S L n Realisasi
. Kinerja Target RPJMD dan Anggaran Capaian Kinerja Kinerja dan
Pemerintahan Kabupaten/kota Wi ™wi Wil WiV Anggaran
Sasaran Kode Program Kabupaten/kota . RKPD dan Anggaran Anggaran RPJMD
Daerah sampai dengan RPJMD
(Outcome)/ pada Tahun 2026 Kabupaten/kota RKPD Kabupaten/kota
Dan Pr.og-ram/ Kegiatan RRPD Tahun 2022 Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 Kabupaten
Kegiatan Kabupaten/kota /kota
Tahun 2021 Tahun
2022
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14=7+13 oo=14/6x10
K Rp K Rp K Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp
Penyedi_a'an Bukti Jumlah bukti
o Lulus Uji Tulus wji
2 | 2 E‘Zgi“;;:;‘nse'kala kendaraan 150.000.000 75.000.000 125.000.000 - 75.000.000 - 50.000.000 6 | 125.000.000 200.000.000 1,333
bermotor
Bermotor
Pemeliharaan
Sarana dan Jumlah alat
01, Prasarana pengujian 94.000.000 6
2 Pengujian Berkala kendaraan . : 216.995.000 74.000.000 - 4.412.000 1.058.500 68.390.770 73.861.270 290.856.270
Kendaraan bermotor
Bermotor

Pengadaan,
Pemasangan,
Perbaikan dan
Pemeliharaan
Perlengkapan
Jalan dalam
rangka
Manajemen dan
Rekayasa Lalu
Lintas

Jumlah

perlengkapan
jalan tersedia

15.000.000

161.400.000

45.000.000

3.850.000

13.273.600

26.974.000

44.097.600

205.497.600
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L Realisasi Kinerja Pada Triwulan ngk.at Ca
Realisasi paian
Urusan/Bidan Indikator Capaian Kinerja Target Kinerja Realisasi Realisasi K.meqa da.
g Urusan A RPJMD N S L n Realisasi
. Kinerja Target RPJMD dan Anggaran Capaian Kinerja Kinerja dan
Pemerintahan Kabupaten/kota Wi ™wi Wil WiV Anggaran
Sasaran Kode Program Kabupaten/kota . RKPD dan Anggaran Anggaran RPJMD
Daerah sampai dengan RPJMD
(Outcome)/ pada Tahun 2026 Kabupaten/kota RKPD Kabupaten/kota
Dan Pr.og-ram/ Kegiatan RRPD Tahun 2022 Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 Kabupaten
Kegiatan Kabupaten/kota /kota
Tahun 2021 Tahun
2022
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14=7+13 oo=14/6x10
K Rp K Rp K Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan ‘éu;:ll ah
1| o 0| o | sinkronisasi oxumen
5 2 2 7 3 Penilaian Hasil ﬁ:’ﬁlahn di 10.000.000 9.598.000 10.000.000 1.060.000 682.100 3.540.900 3.396.500 6 8.679.500 18.277.500 1,828
Andalalin ’
abupaten
Pengawasan Jumlah
1 0 2 o o Pelaksanaan Rekomendasi 6
5 2 71 4 Rekomendasi andalalin 26.590.000 -
Andalalin terlaksana

Jumlah
Pelaksanaan Pelaksapaan
N N Inspeksi,
1 0 2 0 0 Inspeksi, Audit Audit dan 3 #DIV/
5 2 8 3 dan Pemantauan 150.000.000 19.200.000 54.300.000 47.700.000 28.800.000 150.000.000 150.000.000 o!
B Pemantauan
Terminal .
Terminal
terlaksana
Pelaksanaan
Inspeksi, Audit iul-{xlah
egiatan
dan Pemantauan
1| o 0| o | sistem pengawasan,p
5 2 | 2 8 | 5 | Manajemen Z“gf;‘s‘i':;‘ald“ 115.500.000 415.287.800 115.500.000 12.375.000 45.333.000 9.475.000 48.275.000 ® | 115.458.000 530.745.800 4,595
Keselamatan pera;
lalu lintas
Perusahaan terlaksana
Angkutan Umum
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- Realisasi Kinerja Pada Triwulan ngk.at Ca
Realisasi paian
Urusan/Bidan Indikator Capaian Kinerja Target Kinerja Realisasi Realisasi K.mer]g da.
g Urusan A RPJMD N S L n Realisasi
. Kinerja Target RPJMD dan Anggaran Capaian Kinerja Kinerja dan
Pemerintahan Kabupaten/kota Wi ™wi Wil WiV Anggaran
Sasaran Kode Program Kabupaten/kota . RKPD dan Anggaran Anggaran RPJMD
Daerah sampai dengan RPJMD
(Outcome)/ pada Tahun 2026 Kabupaten/kota RKPD Kabupaten/kota
Dan Program/ Kegiatan RRPD Tahun 2022 Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 Kabupaten
Kegiatan Kabupaten/kota /kota
Tahun 2021 Tahun
2022
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14-7+13 (1)3:14/6;{10
Rp K Rp K Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp

Penyediaan
Angkutan Umum
untuk Jasa Jumlah

1 0 2 0 0 Angkutan Orang angkutan 6

5 2 9 1 dan/atau Barang penumpang 8.600.000 -
antar Kota dalam tersedia
1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pengendalian dan
Pengawasan
Ketersediaan
Angkutan Umum iumlah

1 0 0 0 untuk Jasa eglata'n

2 operasional 30.000.000 6
5 2 9 2 Angkutan Orang P 30.000.000 30.000.000 5.600.000 10.873.750 3.750.000 9.775.000 29.998.750 59.998.750 2,000
tan ?

dan/atau Barang ?;ig;{kusana
antar Kota dalam
1 (satu)
Kabupaten/Kota
Penetapan Jumlah
Renpana Umum jaringan

1 0 2 1 0 Jaringan Trayek trayek 0 0

5 2 1 2 Perkotaan dalam angkutan -
1 (satu) Daerah erkotaan
Kabupaten/Kota P
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Tingkat Ca

-

N O

[SEN]

N O

Penetapan
Kebijakan dan
Sosialisasi
Rencana Umum
Jaringan Trayek
Perkotaan dalam
1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah
kegiatan
sosialisasi
keselamatan
lalu lintas dan
terpilihnya
pelajar pelopor

2.405.000

330.000.000

323.875.000

323.875.000

L Realisasi Kinerja Pada Triwulan .
Realisasi paian
Urusan/Bidan Indikator Capaian Kinerja Target Kinerja Realisasi Realisasi K.meqa da.
g Urusan A RPJMD N S L n Realisasi
. Kinerja Target RPJMD dan Anggaran Capaian Kinerja Kinerja dan
Pemerintahan Kabupaten/kota Wi ™wi Wil WiV Anggaran
Sasaran Kode Program Kabupaten/kota . RKPD dan Anggaran Anggaran RPJMD
Daerah sampai dengan RPJMD
(Outcome)/ pada Tahun 2026 Kabupaten/kota RKPD Kabupaten/kota
Dan Prnog-ram/ Kegiatan RRPD Tahun 2022 Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 Kabupaten
Kegiatan Kabupaten/kota /kota
Tahun 2021 Tahun
2022
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14=7+13 oo=14/6x10
K Rp K Rp K Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp
Penetapan
Kebijakan dan Jumlah
Sosialisasi sosialisasi
1 0 2 1 0 Rencana Umum keselamatan 0
5 2 1 2 Jaringan Trayek lalu lintas dan -
Perkotaan dalam pelajar pelopor
1 (satu) Daerah terlaksana
Kabupaten /Kota
Pengendalian
Pelaksanaan Jumlah
1 0 1 0 Rencana Umum jaringan
5 2 2 1l 3 Jaringan Trayek trayek 0 ~
Perkotaan dalam angkutan
1 (satu) Daerah perkotaan
Kabupaten /Kota
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Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Tingkat Ca

Realisasi paian
Urusan/Bidan Indikator Capaian Kinerja Target Kinerja Realisasi Realisasi Kmerjg d?
g Urusan A RPJMD X S L n Realisasi
. Kinerja Target RPJMD dan Anggaran Capaian Kinerja Kinerja dan
Pemerintahan Kabupaten/kota TwiI wi Twin TWIv Anggaran
Sasaran Kode Program Kabupaten/kota . RKPD dan Anggaran Anggaran RPJMD
Daerah sampai dengan RPJMD
(Outcome)/ pada Tahun 2026 Kabupaten/kota RKPD Kabupaten/kota
Dan Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2022 Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 Kabupaten
Kegiatan Kabupaten/kota /kota
Tahun 2021 Tahun
2022
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14-7+13 15=14/6x10
0%
K Rp K Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp
Pengendalian
Pelaksanaan
1 0 2 0 Rencana Umum Pelayanan
2 Jaringan Trayek jasa angkutan
5 2 5 3 Perkotaan dalam terlaksana 30.000.000
1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
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Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK

HASIL PENGENDALIAN

KESESUAIAN FAKTOR
TINDAK LANJUT
No JENIS KEGIATAN ADA TIDAK ngﬁ%ﬁé? PENYEMPURNAAN
ADA SESUAIAN APABILA TIDAK

1 Pembentukan tim penyusun N
Renja Perangkat Daerah
dan Penyusunan Agenda
Kerja

2 Pengolahan data dan N
informasi

3 Analisis gambaran N
pelayanan Perangkat
Daerah Kabupaten /Kota

4 Mengkaji hasil evaluasi N
renja-Perangkat Daerah
kabupaten/kota tahun lalu
berdasarkan renstra
Perangkat Daerah
kabupaten/kota.

5 Penentuan isu-isu penting N
penyelenggaraan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah
kabupaten/kota.

6 Penelaahan rancangan awal N
RKPD kabupaten/kota.

7 Perumusan tujuan dan N
sasaran.

8 Penelaahan usulan N
masyarakat.

9 Perumusan kegiatan N
prioritas.

10 | Pelaksanaan forum N
Perangkat Daerah
kabupaten/kota.

10.a | Menyelaraskan program N
dan kegiatan Perangkat
Daerah kabupaten/kota
dengan usulan program dan
kegiatan hasil Musrenbang
kecamatan.

10.b | Mempertajam indikator dan N
target kinerja program dan
kegiatan Perangkat Daerah
kabupaten/kota sesuai
dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah
kabupaten/kota.

10.c | Mensinkronkan program N
dan kegiatan antar
Perangkat Daerah
kabupaten/kota dalam
rangka optimalisasi
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pencapaian sasaran sesuai
dengan kewenangan dan
sinergitas pelaksanaan.

10.d

Menyesuaikan pendanaan
program dan kegiatan
prioritas berdasarkan pagu
indikatif untuk
masingmasing Perangkat
Daerah kabupaten/kota
sesuai surat edaran
bupati/wali kota.

11

Sasaran program dan
kegiatan Perangkat Daerah
kabupaten/kota disusun
berdasarkan pendekatan
kinerja, perencanaan dan
penganggaran terpadu.

12

Program dan kegiatan antar
Perangkat Daerah
kabupaten/kota dengan
Perangkat Daerah lainnya
dalam rangka optimalisasi
pencapaian sasaran
prioritas pembangunan
daerah telah dibahas dalam
forum Perangkat Daerah
kabupaten/kota.

13

Pendanaan program dan
kegiatan prioritas
berdasarkan pagu indikatif
untuk masing-masing
Perangkat Daerah
kabupaten/kota telah
menyusun dan
memperhitungkan
prakiraan maju.

14

Dokumen Renja Perangkat
Daerah kabupaten/kota
yang telah disyahkan.

143




